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1999 tentang Praktek Mormpoli dan PerSalngan Us:aha Tidak Sehat dan Komisi 
Pcngawas Persalngao Usaha (KPPU). Kehadlmn Undang -Undang No.5 Tatum 1999 
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kepacla norma-norma hukum yang terclapat dalam pcraturan penmdang-undangan 
maupun yang sudah secara konkrit ditetapkan oleh lembaga yang mempunya1 
kewenangan memutus perkara lersebuL Adapun data sekunder yang digunakan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Bclakang Pcrmasalahan 

Kesadaran tentang pentingnya persaingan usaha sudah dipahami jauh 

sebelum diberlakukannya UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut dapat dilihat dengan 

dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur ten tang persaingan usaha yang 

tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dalan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal 382 Bis yang mengatur 

tcntang Persaingan Curang. 

Demikian pula dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang 

Perindustrian disinggung tentang persaingan yang tidak schat juga persaingan 

yang tidak jujur. Disamping itu, kerap dikemukan bahwa kerugian yang diderita 

oleh pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat, scpanjang kerugian tersebut 

bersifat perdata dari persaingan, maka dapat digunakan pasal 1365 Kitab Undang~ 

Undang Hukum Perdata1
• 

Selain ketentuan-ketentuan terse but di atas, ada juga ketentuan~ketentuan 

lain yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat yaitu: pertama, pasal 13 Undang~Undang Pokok Agraria yang 

menyatakan bahwa monopoli di bidang pertanahan hams diccgah. Kedua, pasal 

81 dan 82 UU No. 19 tahun 1992 tentang Perubahan Terhadap Undang~Undang 

No. I Tahun 1997 tentang Merek yang mcnyatakan ancaman pidana bagi 

perbuatan curang dalam pemakaian merek. Ketiga, pasal 126 UU No. 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas yang mencegah kemungkinan terjadinya 

monopoli atau kegiatan yang merugikan masyarakat akibm pcnggabungan, 

peleburan atau pengambilalihan perusahaan. Keempat, pasal 10 UU No.8 tahun 

1995 tentang Pasar Modal yang melarang adanya kctcmuan yang menghambat 

adanya persaingan sehat dalam pasar modal. Kelima, pasal 8b Undang~Undang 

No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang mencegah pembentukan struktur 

1Hikmahanto Juwana, 81mga Rampai Ilukum Ekonomi dan Hukum !nlernasianal, Ccl. [, 
Jakarta: Lentera [·[ati, 2002, hal62~63. 
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pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, 

oligopoli dan monopsoni yang merugikan usaha-usaha kecil2
. 

Dengan lahirnya UU No. 5 tahun 1999, hal-hal yang berkaitan dengan 

persaingan usaha dan monopoli yang selama ini tersebar pacta beberapa peraturan 

perundang-undangan, kini telah dinaungi oleh UU No. 5 tahun 1999. 

UU No.5 tahun 1999 didalamnyajuga mengatur mengenai monopoli yaitu 

pada pasal 17 yang melarang kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli. Menu rut Posner terdapat tiga alasan politis penyebab praktek monopoli 

tidak dikehendaki, yakni: pertama, bahwa monopoli mengalihkan kekayaan dari 

para konsumen kepada pemegang saham perusahaan-pcrusahaan yang 

monopolistik, yaitu suatu distribusi kekayaan yang berlangsung dari golongan 

yang kurang mampu kepada yang kaya. Kedua, bahwa monopoli, atau secara 

lebih luas setiap kondisi yang memperkuat kerjasama di antara perusahaan­

perusahaan yang bersaing, akan memudahkan dunia industri untuk melakukan 

manipulasi politis guna memperoleh proteksi dalam bentuk pcraturan perundang­

undangan yang memungkinkan adanya perolehan keuntungan di bidang industri 

yang bersangkulan. Ketiga, adalah berkaitan dengan keberatan atas praktek 

monopoli yakni, bahwa kebijakan anti monopoli yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, merupakan kebijakan yang membatasi kcbebasan 

bertindak bagi perusahaan-perusahaan bcsar untuk dapat berkembangnya 

dibandingkan dengan perusahan-perusahaan kecil3
. 

Namun demikian UU No. 5 talmn 1999 mclakukan pengecualian 

terhadap monopoli yaitu sebagaimana tcrcantum dalam pasal 51, dimana 

monopoli diperbolehkan dengan persyaratan yaitu: pertama, berkaitan dengan 

produksi dan atau pemasaran bamng dan atau jasa yang menguasai hajat hidup 

orang banyak. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur 

dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Ketiga, 

penyelenggaranya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga yang 

dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. 

2Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Cct. 1, Malang: Bayumcdin, 2006, hal. 15-
16. 

JRiehnrJ A. Posner, .rl.nlilrusr Lm,, (an F.conomic Perspeclire). Chicago and London: The 
University of Chicago Press, 1976, hal. 8-9. 

Universitas Indonesia 
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Semua ketentuan yang diatur pada UU No. 5 tahun 1999 termasuk 

monopoli memiliki tujuan sebagai berikuf1: 

a. menjaga kepentingan umwn dan menin,gkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagal salah satu upaya untuk meningkatkan kesejabtcraan rakyat; 

b. mewujudkan ikllm usaha yang kondusif melalui pcngaturan pers:aingan usaha 

yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan bcrusaha yang 

sama bagi pelaku usaha bcsar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; 

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditirnbulkan oleh pclaku usaha; dan 

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegi:atan usaha. 

Tujuan tcrsebut tidak dapat tercapal, tanpa adanya suatu lembaga yang 

bertugas melaksanakan tujuan lersebut Lembaga yang dimaksud adalah Komile 

Pengawas Persaingan Usnha (KPPU) yang didirikan berdasarkan pasal 30 sampai 

dengan pasal 37 UU No. 5 tahun 1999. Berdnsarkan pasal 34 ayat (1) UU No. 5 

tabun 1999 yang menyatakan bahwa pembcntukan komisi serta susunan 

orgamsas1, tugas dan fungsi KPPU dilerapkan dengan Kcputusan Presiden. 

Kemudian terbit Kepprcs No. 75 tahun 1999 tentang Komite Pengawas 

Persaingan Usaha yang mcnjadi dasar pembentukan KPPU 5
• 

Berdasarkan pasal 35 UU No. 5 tahun 1999, KPPU mempunyai 

kewenangan untuk melakukan interpretasi dan interpretasi tcrsebut mcmpunyai 

kekuatan h1.tkum. D1harapkan agar interpretasi-interprctasi yang dilakukan oleh 

KPPU diberikan secant konsisten terhadap putusan~putusan KPPl: teruw.ma yang 

berkaitan dengan monopoli. 

Dengan latar belakang tcrsebut, pcne!itiao ini dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi interpretasi KPPU dan pcngadilan terhadap monopoli berdasarkan 

putusan-putusan KPPU dan putusan pengadilao yang dituangkan dalam tests yang 

berjudul "Anallsa Tentang Penyalahgunaan Monopoli Bcrdasarkan Putusan­

Putusan Komisi Peogawasan Persaingan Usaha (Kl'PU) dan Putusan Pengadilan". 

"fndonesiil:, UJltlnng~Urlikmg Ti.!fllang Lunmgau f'roktek Monopvfi dan l'ersaingan 
Usaha TidCJk Se!wf, Ul: No, 5 Tuhun 1999'. LN, No.. 33, TLN. No. 3817, ~ 3. 

~Hikmahan!o JU\\taoa et all, Peron !,em&aga Pemdifan Dalam MenwJgtmi l'erkam 
Persailrgan Usaha, Cet. l, Jakl1lrta: Lt'rltt'rJ Hati, 2003, haL l. 
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1.2 Pokok Pcrmasalahnn 

Berdasarkan uraian di alas, untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, 

maka pcrmasalahan pcnclitian diidentifikasi sebagai beriku[: 

1. Bagaimana konsistensi putusan-putusan KPPU terhadap praktek 

monopoli? 

2. Metode apa yang diterapkan dalam pembuktian penyalahgunaan praktek 

monopoli? 

3. Bagaimana penerapan pasal mengenai monopoli pada Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1999 terhadap penyalahgunaan praktek monopoli? 

1.3 Tujuan Penclitian 

Berdasarkan perumusan permasalahan terscbut di atas, dikemukanan 

tujuan peneletian, yakni: 

1. Untuk mengetahui konsistensi putusan KPPU terhadap praktek 

monopoli. 

2. Untuk mengetahui metode yang paling efektif dan efisien terhadap 

pembuktian pcnyalahgunaan praktek monopoli. 

3. Untuk mengetahui penerapan pasal mengenai monopoli pada Undang­

undang No. 5 Tahun 1999 dalam putusan-putusan KPPU dan pulusan 

pengadilan. 

1.4 Kegunaan Penclitian 

Hasil penelitian ini diharapkan: 

I. Mcningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam 

memformulasikan suatu peristiwa hukum ke dalam bentuk karya tulis 

ilmiah. 

2. Penelitian 1m secara teoritis berhubungan dcngan pengembangan 

pengetahuan ilmu hukum khususnya bcrkaitan dengan hukum 

persaingan usaha. 

3. Pcnclitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi hakim, advokat, pelaku usaha serta diharapkan juga 

berguna bagi para pcmbuat kebijakan publik. 
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1.5 Kcrangka Tcori dan Konsepsional 

Untl.lk mcnganaHsa praktek monopoli dalam hukum persaingan usaha, 

digunakan teori campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian, 

khususnya pengoturan pasa.r doLum konsep ncgara kcsejahtcraan yaitu negara 

berranggung ja\vab untuk mcnjamin standar hidup minimum bagi setiap warga 

negaranya. Konsep negara kesejahteran pada dasarnya dlkembaogkan dalam 

konteks ekonomi pasar dan dalam hubungannya dengao sistem ekonorni 

campuran, 

Menurut Briggs, peran negara dalam konsep negara kesejahteraan adalah 

memodifikasi berbagai kekuatan pasar'. Perlunya pengendalian dan pcmbatasan 

terhadap kerjanya kekuatan-kekuatan pasar tersebut adalah untuk mengatasi 

unsur-unsur ncgatif yang tldak diharapk:an sebagai basil atau akibat bekerjanya 

kekuatan-kekuatan pasar tersebut 

Menurut Goodin, dalam negara kesejahteraan, campur tangan negara 

dalam mengatur pasar adalah sebagai campur tangan publik dalam ekonomi pasar 

s\vasta1
. Tujuannya untnk mcningkatkan kesejabt:eraan umum dan 

memaksimalkan kesejahteraan sosial, sehingga memperkeci! dmnpak kcgagalan 

pasar terhadap masyamkat yang disebabkan oleh apa yang dlsebut moral hazard 

dan menggunaan yang keliru terhadap berbagai sumber daya8
. Sedangkan pa.sar 

yang tidak dikontrol menyebabkan perkembangan negatif schingga semua orang 

di dunia harus membayar dengan kehi!angan yang songa1 bcsar, tcrmasuk 

kehHangan mata pcncahariannya9
. Tanpa campur tangan pemerintah, pihak-pihak 

yang sangat tergantung pad.n pihak laln, akan sangar mudah dickploitasi tanpa 

belas kasih sama sekali. Secara ekonomis, dapat dilakukan penawaran yang 

[erbaik terhadap pihak yang membutuhkan, namun sccara moral tindakan tersebut 

tidak dapat dibcnarkan. Dalam hal ini!ah pengaturan diluar keblasaan pasar 

6A. Briggs, The Wc(fam State in Hiiiloricall'erspeclire, Jalum; Archivc.s. Europeans c.k 
Sociology 2, hal. 221-258. Scbagaimana dikurlp dari Donald J. M(lon, RIJ.rprwsibilily Rights & 
Welfare, lhe Themy of/he Welfare Slate, Wcsl view Press Inc., l)mtlder, Col(ln:tdo, 1988, haL 2L 

1Robct1. E. Goodin, Rea.\·on For wr:lfm-v. Economies, Sociological rmd Polirica/ b111 
Ultimatdy Mural, dalum Rewonsibiliry Righi & Welfare, T/111 Theory of Tile Welfare Smte, Donal 
1. Moon, Ibid, hal. 22 

slbid, hal. 24 dan 33. 
90scar Lafontuinc, Rm1<:aJ1gan Globa!l,w!xi (Jmt•obrm Kaum Sosial Demokml), Jalam 

Adc Mu'ruf dun Anus Syahrul (editor): Shaping Gfobali::alian JmFnbrm alas Neolibemlisme, 
KttmpuJam Makufah dalam lnlernmional Conference J1'b~ur of June !998, Willy Brandt l-Inus, 
Berlin, ditcrjcmuhkno olch Dian Pn.nivi & Fa!chul Mu'in, Yogyr~kurta: Jcndclll, bal. l !. 
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dimaksudka.n unlUk melindungi agar tidak tcrjadi eksp!oitasi terhadap pihak-pihnk 

yang memiliki ketergantungan dan pihak-pihak tersebut juga tidak dapat 

dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat, schingga ada suatu perlindungan 

terhadap pihak yang memiliki ketergantungan, 

Mcnurut Sri Redjeki Hartono. bahwa asas campur langan negara tcrhadap 

kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari tiga asas penting yang dibuluhkan 

dalam rangka pembinaan cita bukum dari asas-asas hukum nasional diH~jau dari 

aspek bukum dagang dan ekonomL Dua asas lainnya adalah asas keseimbangan 

dan asas pengawasan publik10
• Kegiafan ckonomi yang terjadi dalam masyarakat 

membutuhkan campur tangan negara, mengingat tujuan dasar kegiatan ckonomi 

adalah uotuk mencapai keuntungan, Tujuan terSebut mendorong terjadinya 

berbagai penyimpangan bahkan kccurangan yang dapat merugikan pihak~pihak 

tertentu bahkan semua pihak. Oleh karena itu, tliperlukan campur tangan negara 

terhadap kegiatan ckonomi sccara umum sehingga hubungan hukum yang tcrjadi 

tctap herada dalam batas-batas keselmbangan kepcntingan semua pihak dalam 

masyarakaL Mellndungi kepenOngan produsen dan konsumcn, sesekali 

mclindungi kepentingan negara dan kepentingan umum tcrhadap kepentingan 

perusahaan atau prlbv.di 1 1
• 

Menurut Friedmann. dalam hubungan dengan ekonomi campurnn, negara 

memiliki empat fungsi yaitu 12: 

L Negara sebagai penyedia, dalam kapasitas terscbut dilaksanakan upaya­

upaya untuk memenuhi standar minimum yang diperlukan masyarakat 

dal~m rangka mengurangi dampak pasar bebas yang dapat merugikan 

masyarakat 

2. Negara sebagai pengatur, untuk menjamin ketertiban agar tidak muncul 

kekacauan. Sebagai contoh pengaturan dalam bidang hukum persaingan 

usnha, agar terciptanya suaw persaingan usaha yang sehat. 

3. Campur tangan lnngsung dalmn bidang perekonomian mclalui BUMN, 

karenn ada bidang usaha tertentu yang vital bagi masyarakat, namun tidak 

;
0Sr1 Redjeki Hartono. KapiraSde~fa Jilrkmn Ekonomi, Bandung: MrmCur Muju~ ~aL 13. 

•
11bid, hallS. 

:
2
\Vo!t!:lnng Friedmann, The Slate all(! Tim Rule of lmr in a Mf:res EcorJOruy. SWvens & 

Sons, London, 1971, haL 3 
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mcnguntungkan bagi perusahaan swasta atau usaha yang berhubungan 

dengan kepentingan pelayanan umum. 

4. Ncgara sebagal pengawas, yang berkai!an dengan bcrbagai macam 

pruduk attJran lmkum untuk menjaga ketcrtiban dan keadilan sekaligus 

bertindak sebagai pencgak hukum. 

Dengan demikian, kerangka pemikiran teoritis dan konsepsional yang 

dimaksud memiliki relevansi yang kuat dengan fakta adanya beberapa kegagalan 

pasar yang mewajibknn adanya campur tangan pemerintah dalam bemuk 

kcbljakan publik. Berkaitan dengan pembalmsan tesis in[ juga adalah dcngan 

diberlakukannya UU No.5 tahun 1999 dan pcmbcntukan KPPU. 

Untuk kcpcntingan penulisan ini, beberapa islllah yang digunakan 

diberikan pcngerlian operasional sebagai berikut: 

l. Monopoll adalah pcnguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau atas penggunaan jasu tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok 

pelaku usaha13
. 

2. Praktek monopoli adalah pemusaran kekuatan ekonomi oleh salu atau lcblh 

pclaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran 

alas barang dan tltau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaiogan usaha 

tldak sehat dan dapat mcrugikan kepentingan umum 14
• 

3. Pelaku usaha adalah sctiap orang perorangan atan badan usalut, baik yung 

berbentuk badan lmkum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

bcrkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum ncgara Republik 

Indonesia. baik sendiri rnaupun bersama-sama mclalui perjanj1an. 

menyelenggarakan bcrbagal kegiatan usaha dalam bidang ekooomi15 , 

4. Pcrsaingan usaba tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan keglatan produksi dan atau pcmasnran barang atau jasa yang 

dllak\1kan dengan cara tidak jujur atau melawan hukmn atau menghambut 

persa1ngan usaha16
. 

5. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah 

Dlndnm:sin, Op.Cit. pasa! 1 ungku (1} 
14lbid, pasal I angka {2) 
; 
1Jbid. ps. J ungku (5). 

16lbid, ps. I angkn (6). 
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pemasaran tertentu oleh pclaku usaha alas barong dan jasa yang sama atau 

sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut' 7
. 

6. Pemusatan kekualan ekonoml adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar 

bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat mcncntukan 

harga barang dan ataujasa18
. 

1.6 Metodc Penelitian 

Penelitian ini mcnggunakan rnetode penelitian yuridis normatif, yakni 

metode penelitian yang mcngacu kepada norma-norma hukum yang tcrdapat 

dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara konkril 

ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan memutus perkara terse but. 

Pcndckatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sinkronisasi 

vertikal dan horisonr-al yaitu mencliti keserasian antara ketcntuan-kctcntuan yang 

berlaku. Adapun sinkronisasi vcrtlkal, meneliti keserasian UU No. 5 tahun 1999 

dan peraturan yang terkait den,gan monopoll, sedangkan sinkronisasi horlsontal 

adalah mcncllti konsistensi putusan-putusan KPPU terhadap praktek monopoli. 

Guna mendukung penclitian inl, diperlukan suatu data sckunder yang 

diperolch mclalui studi perpustakaan. Data sekunder digolongkan menjadi 2 

bahan hukum yakni; pertama, bahan hukum primer yang meliputi produk lcmbnga 

legis.latif, dalam pcnulisan tni ada!ah UU No. 5 tahun 1999 dan putusan KPPU. 

Kedua, bahan hukurn sekunder yang meliputi artikd, tuiisan ilmiah dan a!au 

majalah hukum 19
, 

Selanjutnya, data yang dikumpulkan atau dianalisa sccara kualitatif, yang 

artinya bahwa data yang dipcrolch tersehut di atas akan dianalisa secara 

menyeluruh20
. 

1.7 Sistcmntika Pcnulisan 

Pcnelitian tentang penerapan monopoli dalam hukum persaingan usaha 

berdasarkan ptltusan KPPL: yang tertulis yang terdiri dari beberapa bab. 

"ibid, ps. 1 angka (lO}. 
1 ~/Jud, ps. I angkn {3}-
11Soejono Soekauto dan Sri Mamudji, Pcneiilitm HuJwm Normatif Snal/l Tb'ljtiaJI &ngkat. 

Cet. Iii, Jakartu: CV. Rnjnwnli. 1990, hal l-15. 
~0Soejono Soekonto, Peuganlar Pem:liran, CeL Ill, Jakorta: UI-Press, 1986, hal 31. 
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Bab Pertama. sebagai pendahuluan diurnikan Jatar belakang masalah, 

rumusan pennasalahan, tujuan penclitian, kerangka teori dan konsepsi, metode 

penelltlan yang digunakan dan yang terakhir adaluh sistcmntka penulisan. 

Bab Kedua, memperjclas teori monopoli dengan mcmbahas terlebih 

dahulu pengertian pasar dimana monopoli mcnjadi bagian dari pasar yang 

dimaksud, selanjutnya membahas monopo!i secara !ebih mendalam, Pembahasnn 

terakhir dalam bab ini ada!ah mengcnai mctode pembuktian rerhadap 

penyalahgunrum praktck monopoli. 

Bah Ketiga, menjdaskan penerapan monopoli dalam putusan-putusan 

KPPU dimana penjelasannya mcliputi pelaku usaha, duduk perkara, pcrtimbangan 

hukum dalam mengambil keputusan mengenai monopoli yang dibagi menjadi tiga 

keiompok, pertama yaitu monopoli bcrdasarkan peraturan perundang-undangan 

yaitu putusao KPPU 22/KPPU-L/2007 dengan pelaku usaha PT. Angkasa Pura I 

(PT. AP I) dan putusan KPPU nomor 08/KPPU-I/2005 dengan pelaku usaha PT 

Surveyor Indonesia {Pcrscra) dan PT Superintending Company of [ndones.ia 

(Perscro). Kedua, monopofi berdasarkan lisensi/agreemenl mcliputi. putusan 

KPPU nomor 04!KPPU-V2003 dengan pelaku usaha PT.Jakarta International 

Container Terminal (PT. JICT), plt1usan KPPU nomor 01/KPPU-L/2004 dengun 

pelaku usaha PT. (Persero) Pdabuhan Indonesia I, putusan KPPU nomor 

03/KPPU-Li2004 dengan pelaku usaha Perusahaan Umum Percctakan Uang 

Republlk Indonesia (Perum Pemri)dan PT Puro. Nusnpcrsada, dan putusan KPPU 

oomor 28JKPPU~I/2007 dengan pelaku usaha Kopcrasl Karyawau Otoritil Batam 

(KKOB) dan Kopcrnsl Pcngcmudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDS). Ketiga, 

monopoli berdasarkan Penguasaan Pasar dengan kasus putusan KPPU nomor 

07/KPPU-L/2007 terkait dengan PT.Telekomunikasr Selular 

Bub Keempat, membahas putusan-putusan KPPll ditinjau r.lari aspck 

yuridis mengcnai perkara-perkara yang berkaitan deng(ln praktek monopoli. 

Adapun aspek yuridis yang dibahas meliputi: perta.ma, konsistcnsi pumsan KPPU 

terhadap pcnerapan monopoli yang berkaitan dengan pelaku l!Saha, pcngtmsaan 

atas produksi dan atau pcmasaran baraog dan atau jasa dan akibat terjadinya 

prak.tek monopoli. Kedua, metode yang digunakan untuk pembuktian prakte:k 
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monopoli. Ketiga, pertimbangan hukum terhadap praktek monopoli dalum 

putusan-pulusan KPPU dan pengndilan. 

Bab Kelima, merupakan pcnutup yang mem~tat bebernpa kesimpulan dari 

jawaban terhadap pennasalahan~perrnasalahan yang dlbahas scrta bcberapa saran 

yang terkait dengan pcnnasaliihan yang muncul dalam hukmn persaingan usaha. 
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BAB2 

TINJAUAN MONOPOLI DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA 

2.1 Konsep Pasar 

Menurut UU No. 5 talwn 1999 pasar adalah lembaga ckonomi di mana 

para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 

melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa21
• 

Pengertian pasar dapat beraneka ragam. Para ekonom mcngartikan pasar 

sebagai suatu arena yang didalamnya mempertukarkan barang dan jasa. Bagi para 

agen pemasaran, pasar adaJah suatu proses sosial yang dcngan itu individu dan 

kelompok mcmperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

pcmbuatan dan pertukaran produk dan nilai produk dengan yang lain, Bagi para 

sarjana hukum. pasar adalah unit yang bersangkutan dari analisis untuk 

mengeva!uasi kck:uatan pasa~. 

~'Indonesia, Op.Cit, pasal I angka (9) 
21Murtin Tuscbdjiun, Defining Tlw Rch:\'0111 kfarkel, Paper Kings!On, Jumoicu, 

www.lessproject.com/products!missions%20suppor(/ jum_prc~.).pUC, 25 Januari 2009. 
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Dalam llmu ekonoml pasar yang paling ideal adalah pasar persaingan sempurna 

yang mcmiliki beberapa karakteristik tertentu23
• Ini odalah jenis pasar yang ideal 

yang dalam prakteknya sangat sullt unt:uk dicapaL 

Bentuk-bentuk pasar lainnya yang dikenal secara umum adalah24
: 

1. Monopofi, yairu apabiJa pelaku tidak rnemiliki pesaing, jadi pelaku usaha 

tersebut adalah pesaing tunggal yang menguasai pasar bersnngkutan. Jenis 

pasar ini adalah jenis yang bertolak belakang d.ari pasar persaingan sempuma. 

Dalam pasar monopolE hanya ada satu penjual sehingga pcnjual mcmpunyai 

kckuatan mut!ak untuk menentukan sendiri jumlah barang yang akan dijual 

berdasarkan pada keuntungan yang akan diraih. Sementara pembcli tidak 

dapat berbuat apapun selaln menerima harga yang ditenlukan oleh pedagang 

terscbut Akibatnya, harga yang ditentukan di dalam pasar monopoli akan 

seJalu lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang bersifat persaingan 

sempurna. Pasar monopoJi dapat tcrbentuk teru1ama knrcna adanya hambatan 

bagl pelaku usaha lain untuk masuk kc dalam pasar. 

1)Pralhama lUtharja dan Mandala Manurung. Penganrar Jlmu Ekmwmi (Mik.rockfluomi & 
Makroelwnomij.Jakarta: Fnkultas Ekonomi UniverSitas Indonesia, 2004. haL 123 
Kamkleristik dari pasar persningan sempurna yaitu: 
a, Semua peru.•>;thaan mcmproduksi barang yang !tomog~:n y?itu produk yang mampu 

mcmbcrikun kepuosan kepada konsumen tanpa pcriu mcngcluhui siopn ptodusennyu. 
Konsumen tidak tr.cmbcli barnng tapi rncngg:un<lkan lxmmg, kafena scm:Ja pcrus:ahoan 
dianggap mnmpu mempmduksi bnrong dan jasa dcngan kt:.aliias dan kamkteristik ynng smn.1. 

b. Produscn d:.m konsumen memiliki pcngetnlmani[nformasi scrnpurna. Para pduku ckonomi 
memiliki penge(l!huon tenlang harga produk dan input yang cliju11L Kons\tmen tlduk akan 
menerimn diskrimlna:>i hurgu sotu perusflhoan dengnn perusahmm lainnya 1erhadap satu jcnis 
barang. 

c. Output pt:rusahuun relntif kecil. Semua perusahaan dalam inclustri dianttgap bcrproduksi 
cfisicn baik dulom jangka pendek .ataupun j:mgka pnnjnng. Kendati dcmikiun jumlah outp!li 
se!inp perusahaan sccara individu dianggap rclalif kccil dib:mdingkan jumlah output seluruh 
pcrus:ilimm dulant induslri. 

d. Perusahann rnenerll'lUl barga yang ditcmukan pasnr. Konsckucnsi duri output pcrusl.!haan yang 
rdalif lebib kccil odulnh buhwa perusnhaan rnenjual produknya dengan berpalokan rmda Jmrgn 
yang dilcil1pkun pus:ur. Kurcna .'i<,..'t:U!'"J lnclividu pt.--ru~iman lidak mampl: mempcn,g.uuhi hnrga 
pasar. hal yung dapat dilnkuk:m pcmsairnnn adalah mcnycsuuikan jumluh output untuk 
mer.capai labn maksimum. 

e. Kele!uasrum koluar masuk pasar. D.alam pasar pcrs.aing:un scmpumil fakior produks:l 
mobllltasnya tldak terlmtas dan 1idak ada biayn yn.ng harus dikeluorkan untuk memindnhknn 
faktor ptoduksL Mnksudnyn, fakior pruduksi sept.-'rti l.cnaga kcrja mudah dipindahkan dari sa!IJ 
tempac ke tempnt lainnyn llHHl dari wtu pekerjaan ke pekerjaan Jainnya taopa blaya. Hal 
lcrsdmt mcn:p.:bubkan perusahaan !duasa kduar nmsuk pmrur. Jika pt.-rusabnun U:nnrik padn 
satu lnduslrL dengan scgera dapat musuk. Blla ddak lertarik lagi amu gaga! dengnn segcra 
dapat kehm, 

24Knu:l Hansen, el all. Undmrg·Umfang Lanmgan ,1,/anapa/f dan PersaitJgtm Usa!Ja 
TidokSabat, Jaknn:a: GTZ~Ka!nlis, 2001, hal20. 
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2. Duopoly, ya.itu struktur pasar dimana terdapat dua pesaing kunt yang 

menguasai pasar. 

3. Oligopoly, yaitu bentuk pasar yang ada d1 onrara monopoli dan pasar 

persaingan scmpurna. Pasar jenis ini ditandai dengan adanya beberapa penjual 

dan relatlf banyak pembeiL Dalam pasar oligopoly masing-masing pcdagang 

mempunyai kekuatan untuk menentukan pasar, dimana masing-maslng 

pcdagang dapat saling bersaing atau dapat pula melakukan kolusi di antara 

mereka. 

4. Polipoli, yaitu struktur pasar dimana terdapat sejumlah besar pesalng., yang 

tidak satu pun sanggup menguasai pasar bersangkutan. Polipoli dapat 

menciptakan situast persaingan sempurna. 

Dalam UU No. 5 tobun 1999, istilah pasar tidak digunakan sccara 

tersendiri, namun pengertian pasar tersebut meletakkan dasar untuk pengertian 

pasar bersangkutan, struktur pasar, peri!aku pasar, pangsa pasar dan harga pasar. 

Pembahasan selanjutnya hanya mengenai pasar bersangkutan, guna menjadi [eori 

dalam menganalisa UU No. 5 luhun !999 pasal 17 mcngcnai monopoli. 

Is1ilah pasar bcrsangkutan merupakan istilah sentral semua tata hukum 

antimonopoli dimana pengertian umtlm tentang pasar dibatasi dengan pasar 

bersangkutan. Ada beberapa pandangan lentang pasar bcrsangkutan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Franz .furgen Sacker dan Jcms Thomas Fuller 

Pengidentifikasian pasar bcrsangkutan bcrdasarkan pasar pasokan (supply 

mmfet) dan pasar permintaan (demand market) yang dlllhat dart segi faktual dan 

geografis juga pengidentifikasian pasar bersangkutan dari segi \vaktu25
. Tujuan 

pengidentifikasian tersebul adalah untuk menilai penguasaao pasar dari segi 

pcmasok dan dari segi pcmbcli mcnurut hukum pcrsa!ngan usaha. 

2. The Sherman Antitrust Act (1890) 

Pasar bersangkutao keberadaannya dibatasl dengan penama, jangkauan 

atau dacrah pemasaran. Keduo, kclompok pelaku usaha. Kcdlga, barang dan/atau 
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jasa tertentu, yaitu barang dan!atau jasa yang sama a tau scjenis:., atau subsitusi dari 

barang danlatau jasa tersebut'6• Pembatasan tersebut penting karena transaksi 

hanya mungkln tcrjadi dalam kelompok pelaku usaha tcrtentu, atas barang 

dan/atau jasa tertentu, datamjangkauan atau daerah pemasaran yang terlentu pula. 

3. US Horozontal Merger Guidelines 

Pengidentifikasian pasar bersangkutan mclalui suatu produk atau suatu 

ke!ompok produk dan suatu area geografis. Untuk menentukan hipotcsis monopoli 

penguasaan pasar. perJu mengevaluasi keccndcrungan respon permimaan 

konsumen untuk beralih kc poduk lain atau ke produk yang sama yang diproduksi 

oleh perusahaan dari tempat lain. Sifat dan ukuran dua tipe respon permintaan ini 

menentuknn Hngkup pasar produk dan pasar geogrnlls21. 

4. European Commission 

Pengidentifikasian pasar bersangkulan merupakan alat untuk menentukan 

lingkup pcrsaingan di antara para pelaku usaha yang dilaksnnakan kasus per kosus 

mencakup dimensi produk dan georalis. Tujuan 11tamanya adalah untuk 

mengetahui sistematika hambatan-hambatan persaingan yang dihadapi'28
• 

5. UNCTAD 

Pcngidentifikasian pasar bersangkutan meHputl scmua barang dan jasa 

yang dapat rnensubtilusi, serla semua pcsaiog di daerah berdekatan yang dapat 

dihubungi pembeli apabila hambalan atau pcnyalahgunaan penguasaan pasar 

mengaklbatkan kenaikan harga yang tidak berartr29• 

~1-hc Shcmlan Antitrust Ad t 1890) lihm juga 
http://www .su;laf.e<lulpcoplelbecker!amllruslisuuutes!sbermanJmnl, 25 Januarl 2009. 

11U.S. Depancrnent of Justice and the Federal Trade Cummision, Horosoutal Merger 
Guide!iucs. issued April 2, 1992, revism.l, April S, 1997, !ihal juga 
htlp:f/\\W\'!qJsdo\,~B.i!Piic!guifelines/horjz~. 25 Januari 2009. 

z3Europ:ean Commission No:i\:e on \he Oclin;;lion of Rch:vunt Markel for the Purpose of 
Community Competition La~.~ lih<lt jugn ht!p:J/earor.:l.eotscadrlu!illeg/en/lvbll26073.l'JJ.Dl . ......ll 
Januari 2009. 

l~UNCTAD Continued Work on the Elabor<I\ion or A Model Law or Laws on restrictive 
Business f~ractices dalam Commentary to article 2. lihat juga 
hllo:f[\.yww.unclfld.org/en/docslrhrbp8l r5.pdf,25 Januari 2009. 
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6. Pas(J/ 1 angkn 10 UU No. J tuhrm 1999 

Pasal ini hanya mengasumsikan a:danya pasar pasokan, sehlngga tidak 

dapat digunakan untuk mendefinisikan pasnr pcrmintaan. Dari pasal tersebut 

terdapat dua. kriteria pokok untuk mengidentifikasi pasar bersangkutan yaitu; 

a. barang dan/atau iasa yang sama atau scjenis atau subtitusi dari barang dan/atau 

iasa tersebut. 

Mcngenai barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau suhstitusi dari 

barang dan/ah:IU jasa tersebut ada bebcrapa pendapat sebagai berikut: 

1) Franz Jurgen Sacker dan Jens Thomas Fuller 

Penentuan pasar bersangkutan dari segi faktua! dcngan cara menetapkan 

barang dan!atau jasa yang dapat disubtltusi barang dan/atau jasa lain. Jika 

tcrjadi kckosongan subsitusi~ maka barang-barang tersebmlidak berada dalam 

pasar bersa.ngkutan faktua!30
, 

2j A.M Tri Anggraini 

Dalam mcncntukan pasar produk, terdapat tiga hal pokok yang perlu 

dianalisa, yakni adanya11
: 

• kcnaikan harga, yang harms membuat sebagian (meskipun kecil) pembeli 

benllib ke produk pcnggantl~ 

• adanya reaksi pembeli dan; 

• prlnsip pasar terkecil, dimaksodkan untuk mcnccgah terbentuknya }Rtsar 

yang bemmcanHnacam dan luas, sehingga dapat menyulitkan deteksi scrta 

mengaburkan kegiatan anti persningan tersebul. 

3) European Commission 

Mendetinisikan suatu pmmr yang bersangkutan mencakup scmua produk 

dan/atau jasa yang dianggap sebagai produk dan/atau jasa yang dapat sating 

disubsitusikan oleh konsumen karerm kar.aklerisitk produk, harga dan tujuan 

>eKnud Hansen, Op Cii, hal.')), 
.HA.lvtTrl Angg;ralni. Pcneraptm p,•ttdckbtatl ''Rule of Reason" dau "Per Sc l!legal" 

Dalam Hukwu Persningau, Jumal Hakurn Bisnis. Volume 19, 2001,haL IR 
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pcngunaannya14
• 

4) European Union 

Untuk menganalisis pasar produk dengan menggunnkan analisis substilusi 

yang dapat diukur dari: 

• Tingkat fungsional dari perdagangan: termasuk hubungan grosir dnn retail 

melalui r.a.ntai nilal yang kompleks dan berlapis; 

• Subtitusi pcrmintaan: hambatan bagi konsumen untuk bcralih ke produk 

atau pemasok lain; 

• Lingkup waktn ana! isis: biasanya satu tahun, namun dapat pula I & bulan 

o.tau dua tahnn: 

• Segmentasi konsumcn atau sub pasar untuk analisls disktlminasi hurga~ 

• Substitusi mntal: produk A dan C mungkin lidak saling mensubstllusi, 

namun produk B dapat mensubtltusl kcduanya, sehingga mclctakkan A 

dan C ke dalam satu pasar yang sama33
• 

5) UNCTAD 

Mcnjelaskan bahwa di dalam praktck terdapat dt10 pengujian yang en11 

kaitannya satu snma lain dan saling melengkopi unruk mengidentirikasi pasar 

produk yang bersangkutan, yaitu kcgunaan yang saling dapat dipertukark.an34
, 

6) Pasal I ungka 10 UU No. 5 talmn 1999 

Kriteria subsllusi dalam pasal tersebut, menurul analisa Franz Jurgen 

Sacker dan Jens Thomas fuller adalo.b35
: 

• dapat ditentukan secara abxohll sifat barang dan/atau jasa yang soma 

atau sejenis 

• Berdarktm sifa! barang dan/atau jasa, pembeli perlu mengonggap 

bahwa barang dan/atau jasa tc:rsebut dapat diganti barang dan/alau jasa 

nEuropcan Commission Notice. Op.Cit. 
llM<Irtin Tascl'.djian. Defining The Rclcvrmr Alarkcl, P<tpcr Kings\Qn, Jumaica, 

wW\v.lessproj'!{:LoomlpruJu!:!$.1 missinns%20supportl jam nres 2.pdt::Hl Juli 2004. 
HUNCl'AD Con!inued Work, !hid 
35Knud Hansen, (lp. Cit, hal. 37. 
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lainnya. 

b. janukauan atau daerah pemasaran tertentu. 

Mengenal jangkauan atuu dacrnh pcmasaran tertcntu ada beberapa 

pendapat sebagai berikut: 

I) Franz Jurgen Sacker dan Jens Thomas Fuller 

Mengidentifikasi pasar geograiis dari sudut pasar pasokan dan pasar 

permintaan. Pcnentn pasar permintaan geografis adalah pembeli dalam pasar 

bersangkutan dapa.t dhukarkan antar wilayah. Apablia pemasok dapat mencarl 

pcmbeli di daerab lain, maka pembeli tersebut berada datam pasar bersangkutan 

yang sama dari segi geogratisJfi. 

2) European Commission 

Mendefinisikan pasur geografis yang bersangkuLan mcncakup area yang 

didalamnya perusahaan yang dipcrsoalkan terlibat dalam suplai produk dan/atau 

jasa yang didalamnya koodtsi pcrsaingan Cllkup homogen31
. 

3) UNCTAD 

Pasar gcografis diartikan secara luas sebagui area yang didalamnya pcnjual 

produk ata\ljasa tertcntt! mcnjalankan usaha18
• 

4)Pasall angka 1() UUno. 5 talwn 1999 

Menyebutkan adanya daerah pemasaran yang dalam praktek tidak sulit untuk 

mengidentlfikasi pasar geografis. Tapi ttntuk mengindcntlfikas:i pasar gcografis 

tidak dapat digtmakan sccara terpisah dari fitktor~fuktor Jain yang mernbatasi lebih 

lanjut daemh pemasaran yang melipnti struktur distribusi, biaya tnmsportasi, 

pasokan barang danlatau jasa yang terikat tcmpat, kcblasnan perm intaan tcrtentu 

dan k.ondisi akses pasnrl9. 

'~Ibid, hal. 105. 
HEt1ropc:m Commission 'Koticc.Jbid, 
J'UNCTAD Cmninued Work,fhid. 
~qSih Yoliuna Wahyoningtyas, Urgensi Pengafltron Te.lllang Pasar IJersaugkutan 

(Relel'[ln ,Harke!): Da!am Hnkum Penmingm; U.mlw df hldO!tr!.~i(l, Jurnnl Bukum Bi:;nis, Vo!urr.e 
19. 2002 ,haL 3 !. 
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Pengujlnn tcrhadap pasar bersangkutan dengan menggunakan dimensi 

produk dan dimensi gcografis di!akukan oleh European Commission dengan 

memperhitungkan40
: 

I. the recent past, dalam kasus tertcntu adaiah mungkin untuk menganallsa bukti 

berkai(an dengan varlasi harga sekarang. 

2. the result of specific sllldies, elastisitas permlntaan suatu produk dapat diuji 

dengan melakukan ujl ckonometrika dan statistik; 

3. the v1cws of cuslomer competitors, yakni dcngan menghubungi konsumcn dan 

pesaing utama dari pelaku usaha yang dipersoalkan untuk mendapatkan bukti 

faktual dnn memperklrakan reaksi dalam hal terjadlnya variasi harga dalarn 

area gocgrafis; 

4. consumer preference, yakni dengan meminta pelnku usaha yang dipersoalkan 

untuk mclakukan studi pasar sebelum mcluncurkan suatu produk di pasar atau 

menentukan harga; 

5. barriers and cost, keduanya disertai dengan beralihnya permintaan ke produk 

atau area lain; 

6. different categories of customer and price discriminations. suatu kclompok 

konsumen yang terp!suh dapal menciptakan pasat yang !ebih sempit dan 

tcrplsah ketika kelompttk tersebm bcrada dalam diskriminasi harga. 

Metode penemuan pasar bcrsangkutan digunakun untuk mcnentukan 

apakah terdapat pesalng aktual yang mampu menghambat pefsaingan usaha yang 

sehat dan untuk mengkaji tingkaL kompetcnsi nyata di pasar, terutama pada pusar 

monopoli yang berkaitan dcngan pclaksanaan praktek monopoli. 

2.2 Monopoli Bcrd::tsarknn Hukum Persaingan Usaha 

Pembahasan mengenai monopoli dimulai dcngan pengertlan tentang 

monopoli. Monopoli menurut pasal l m1gka I UU No. 5 talmn 1999 

mendel1nlsikan bahwn: 

""Eoropc:m Commission NoticeJbi4. 
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Monopoli adalah penguasann alas produksi dan atau pemasa.ran barang dan 

atau atas penggunaan jasa tertcntu o!eh satu pe!aku usaha atau satu 

kclompok pelaku usaha. 

Sedangkan praktck monopoli didefinisikan pacta pasal I angka 2 UU No. 5 tnhun 

1999 yang menyatakan bahwa: 

Praktek monopol1 adalah pcmusatan kekuatan ekonomi olch satu atau lebih 

pelaku usaha yang mcngakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran 

atas barang dan atau jasa tertcntu sehingga menimbulkan persaingan usaha 

t[dak sehat dan dapat merugikan kcpcntingan umum. 

Semen tara itu Black's Law Diclionary mcngartikan monopoli scbagai "a privilege 

or peculiar vested in one or more persons or companies, consisting in the 

exclusive right or power to carry on a particular lm.,·iness or lrade, mamif(tcture a 

particular c;rticle, ar control the sale of !he whole supply of particular 

cammodi!Jl,.t;. 

Jika dibandingkan antara dua pengcrtian tcrscbut, yaitu pengetlan 

monopoli dalmn UU No. 5 tahun !999 dcngan pcngertian monopoli bcrdasarkan 

Bh•ck's Law Dictionary terdapat pcrbedaan yang cukup mcndasar. Dimana UU 

;\Ia. 5 tahun \999 mcmandang monopoli sebagai pcnguasaan p;;tsar, scdangkan 

Black's Law Dictionary memandang monopoli sebagai suatu hak lstimewa yang 

dapat menghalangi adanya pcrsaingan bebas yang akan bcrakibat langsung pada 

pcnguasaan pasar. 

Apapun pc:ngcrtian yang diberikan terhadap monopoli, pada kenyataan di 

masyarakat, eksistcnsi monopoli tctap ada. Keberadaanya, ada yang 

menguntungkan dan uda yang merugikan perekonomian masyarakat. 

Aspck yang menguntungkan dari kcbcradaan monopoli adalah scbogai 

bcikue2
: 

u. Manopoli, cfisrensi dan perlmubulum ekonomi 

41Hcnry Campbell Ulack, 8/adi ')· Lel!l' Di~·titUWI'J'. Sixth Edition, SL Paul, Minrt. Wes! 
Publishing. Co., 1990 haL 1007. 

~~Pmthanta Rohurja dan Mnndala Manurung. Prmganrar J!mu Ekonami (1Hikradumomi & 
Makroakauawi), Jakarta: Fakultus Ekonomi lllliversiws Indonesia, 200-', haL 165. 
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Monopoli mcmpunyai kelehihan yaitu mampu mengakumulasi laba super 

normal dalam jangka panjang, Kemampuan ini sangat dibutuhkan agar mampu 

membiayai riser dan pengembangan dalam rangku mcndapatkan teknologi 

baru atau menyempurnakan teknologi yang sudah ada, guna mcningkatkan 

efisicnsi. Dengan penlngkatan cfisicnsi, dari jumlah faltor produksi yang 

sama dihasilkan output yang lebih besar. Dengan kata lain, jika monopoli 

dike lola dengan balk akan mendorong reriUmbuhan ckonomi. 

b. Monopolf dan eflsicm:i pmgmlaan barang pubUk 

Tidal:. semua barang publik dapat discdiakan secant eresicn Jcwat pasar, 

karena banmg pttblik hanya efisien apabila pengadnanoya dilaksanakan dalam 

skala besar. Scbagai contoh, pengadaan jnlan raya, pelabuhan laut, 

transportasi, telekomunikasi dan air minum. Karena eibien jlka dalam skala 

besar, perusahaan harus mcndapatkan hak monopoli. Dafam jangka panjnng 

diharapkan mampu menjadi monopolis alamiah yang memproduksi barang 

publik dengan harga murah. 

c. Alonopoli dan peningkatan kesejG!eman masyarakat. 

Perusahrum monopoli jika dibinrkao mcmang dapat merugikan kareua 

memproduksi barang lebih scdiklt dan menjual dengan lebih mahal. Namun 

dapat diberlakukan kchijakan pengaturan duo harga yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mcmungkinkan 

dilakukan peningkatan ourpulmelalui subsidi silang. 

Selain memberikan aspek positif, monopoli juga membcrlkan aspck negatif dulam 

persaingan usaha yaitu43
: 

a. Hilangnya atao betkurangnya tingkat sejahteraan konsumen. 

b. Mcmbttn.lkny·n kondisi makroekonomi nastonal. 

c. Memburukny·.a kondisi perekonomian internasional. 

Oleh karena monopo!i membcrikan aspek positif dan negatif, moka pcr!u 

dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis~jcnis monopoli yang dilarang karena 

4Jlbid, haL 157. 
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merugikan masyarokat dan monopoli yang diperbolehkan karena mengunlungkan 

bagi masyarakat yaitu<~<~: 

1. Monopoli vang terjndi korenn_ ... ~Jkehendaki oleh Undang:J)ndang(MonoRS!Iv 

hl~~t 

Pasal 33 UUD 1945 menghcndaki adanya monopoli ncgara unluk 

menguasai bumJ dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, 

serta cabang~cabang produksi yang mcnguasai hajat bidup ortmg banyak, 

Selain itu, bcntuk Jain monopoli yang diakui dan dillndungi oleh Undang· 

Undang diberikan kcpada pelaku us.nha: yang mcmenuhi syarat tertentu atas basil 

riset dan inovasi yang dila.l..,-ukan scbagai basil pengembnngan teknologi yang 

bermanfaat bagi umal manusia merupakan. 

2. Monopoli yang lahir dan tumbuh se<:ara alamiah karena didul:i~mg olch iklim 

lingkl.IOgan usaha vang sehal (Mmmpalv bv nature}. 

Monopoli bukanlah suam perbuatan jahat atau terlarang apabita 

kedudukan ferscbut diperoleh dengan mcmpcrtahankan posisi tcrscbul mela(ui 

kemnmpuan prediksi dan nnluri bisnis yang praresional, kemampuan sumbcr daya 

manosia. yang profesional, kerja kcras dan strategi bisnis yang ter;at dalam 

mempertahanknn posisinya. Dimana perusaliaan mampu rnengelola secara tepat 

lima faktor persalngun scbagaimana yang d!kemuknn olch Porter, yailu daya tawnr 

menawar pcmasok, ancaman pendalang bam, daya tawar rnenawar pembdi, 

ancaman produk atau jasa subtitusi Uan pcrsaingan antara penn>ahaan yang ada.15
• 

Selaln itu pelaku usaha atau perusahaan seperti di atas sering mcmiliki 

rahasia dugang (lrade secrer} yang rnampu mcncmpatkan perusahuan scbagai 

perusahaan monopoli. 

Perusahan monopoli 1m mcmiliki kontribusi lt:rhadap cfcsicnsi ekonomi 

dun kescjnhtcraan konsumen karena mampu menawarkan suatu kombinasl antara 

kuaHtas dan harga barangljusa sebagaimana dikchcndaki olch k.onsumen. 

~"Johnny fbtahim, Op.Ci!. huL qo-44. 
41Michael E. Pon:er, Competifln! Adwmtnge, Crc(lfing and SusJainillg Superior 

Pclfomwnce, edb;l indoncsbc Ketmggulnn Br:rsaing, Menciptalum dan Aft!m{){!nalumkrm 1-.:inetja 
Ungguf. diterjemuhlrnn oleh Agus Dhamm dkk, Erhmgga. J~1lmrtu. 1993. hal. 5-
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Monopoll alamiah juga dapat terjadi bila untuk suatu ukuran pasar akan 

lebih efisien bila banya ada satu pelaku usaha yang melayani pasar terscbut 

Perusahaao kedua yang mcmasuki era persaingan akan mcnderita rugi dun 

tersingkir sccara atamiah, karena ukumn pasar yang tidak mcmungkinkat\ adanya 

pendatang baru. 

Dalam bentuk lain, monopoli alamiah juga akan muncul jika pclaku usuhtl 

memilikl kekhususan yang ditawarkan pada konsmnen, misalnya karena rasa tlan 

selera tertentu yang tk.lak dapat ditiru olch pelaku usaha yang lain. 

Berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun l999 hanya untuk mcmastikan 

bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan monopoii tersehul tidak 

disalahgunakan untuk mematikan persaingan usaha. 

3. MonoQQ1LY!lng dlperoleh melalui lisensi .fi.~ngan mcngaunakan mekal]_i_;:;m_t.:: 

kekuasaan (Monopolv by License}. 

Monopoli seperti ini dapat terjadi karena adanya kolusi antara pclaku 

usaha dcngan birokrat pemerintah. Kebadirannya mengakibatkan distorsi ekonomi 

karena menggangu bckcrjanya mekanisme pasar yang ctlsien. Dengan liscnsi 

yang tclah diperoleh dari pemerinwh, pclaku usaha tinggal mentmggu laba masuk 

saJa. 

4, Monop,g.li karcna terbentuknxa struktur .P.i\~i!J akibat pcr!laku dan sifat serf!kah 

manusia. 

Setiap pelaku us-aha yang menginginkun kc1mttmgan besar dalam wnktu 

yang singkat dan dcngan pengorbanan dan modal yang sekeci! mungkin atau 

modal yang sangat bcsar untuk memperoleh penguasann p.asar gona mcnggusllr 

pcsaing yang ada. Manifestu.sinya dengan menghindnri munculnya pesaing haru. 

karena munculnya pcsaing barn dnlam berusaha akan menurunkan tingkat 

kcuntungannya, 

Hal ini duput terjadi karenn keputusan tcntang kualitas, kuantilas dtm 

kebijakan harga tidak Jagi ditentukan oleh satu pe!aku usaha, tetapl dipcngaruhi 

oleh pesaingnya. ltulah .<>ebabnya para pclaku llsaha ccnderung me!akuh:an hal-hal 

yang bcrsifat anti persaingan dalam menjalankan usahanya. 
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Jenis monopoli yang terjadi karcna dikehendaki oleh Undang~Undang 

(Monopoly by Jaw) dan monopol! yang lahir dan tumbuh secara alamiah karcna 

dldukung oleh ikHm lingkungan usaha yang sehat (Monopoly by nature)perlu 

diawasi dan diatur agar kekuatan ekonomi yang dimilikinya lidak disalahgunakan. 

Sedangkan monopoli yang diperoleh melalui lisensi dcngan menggunakan 

mekanisme kekuasaan (Monopoly by lk:ense) dan monopoli karcna tcrbentuknya 

stnrktur pasar akibat perilaku dan sifat sen1kah manusia dapat rnengganggu 

mekanisme pasar dan harus dilarnng karcna menycbabkan terjadinya 

pembentukan pasar, pembagian pasar dan konsentrasi pasar secara sepihak46
. 

2.3 Mctodc Pembuktian Tcrhadap Pcnyalahgunaan Jlraktek Monopoli 

Guna mengctahui suatu tindahtm pclaku usaha mcrupakan pe!anggaran 

terhadap t;ndang~Undang Persaingrm Usaha, maka pcndckatan per se i!Jegaf dan 

rule of reason menjodi acunn. 

Pendckatan pf.!r se il!egnl ditempkan pada kondisi dimana tidak perlu ada 

pembuktian lebih lanjut ams dampak yang ditimbulkan oleh pcrjanjian atat1 

kcgiatan usaha tersebut. Biasanya pendekatan per se iflega/ diterapkan jika ado 

ketentuan yang mcnggunakan istilah "diiarang", wnpa unak kalimat "patut 

diduga .... " atau "yang dapat mcngakibatkan .. .',.~ 7 

Dalam mcncrapkan pendekaJan per se il!egal, terdapat dua syaral yakni 

pertama, hams dilunjuk lebih kepada pcrilaku bisnis daripada situasi pasar, karcna 

putusan melawan hukum dijatuhkan tanpn disertai pemer1ksaan lebih lanjut 

Metode pendckatan ini dianggap tepat jika perbuatan ilegal tcrsc:but merupakan 

tindakan sengaja otch pclaku usaha yang scharusnya dapal dihindarL Kedua, 

adanya identifikasi secara ccpat atau mudah mengenai jcnis praktek atau batasan 

perilaku yang tcrlarang 1M. 

~PalqXth<m. Normin S. Pokok·Poknk f'tkinm Ti.utlrmg Hukum Persai11gwr Usuha, Proyck 
Peugembnngan Hukum Ekonoml dan Penyempumnun Sist~:m Pcngudmm, Prorek Elips, Jakarta: 
Kuntur Mcnko Ekuwusbnng. !994, hrll.5-6. 

~1A.M.TriAoggraini, l.oc. Cif, haL 5 

~~Carl Kayscn dan Donald!'. Turner, A!t!lil'l/Sf Policy: a11 &orwmn: wit! Legal Ana/y,;is. 
Cambridge; I lat\'Urtl University Press, L971, hu!. 143. 
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Salah satu manfaat terbesar pcnggunaan metode per .w: illegal adalah 

kemudahan dan kcjelasannya dalam proses administrasL Di samping itu, 

pcndckatan ini memiliki kekualan mengikat yang lebih !uas daripada larangan­

larangan yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang 

kompleks. Oleh karena itu, pengunuan pendekawn ini dapat memperpendek 

proses pada tingkatan tertentu dalam pelaksanaan sebuah Undang-Undang. Suatu 

proses yang mudah dan scdcrhana, karena hanya mellputi idcntifikas! perilaku 

yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan ilcgaL Pendekatan ini tidak 

diperlukan penyelidikan terhadap sltuasi dan kamkterislik p:Jsar·l'J. 

Namun demikian pendekalan lni mcmiliki hambatan yaitu kesulitan bagi 

hakim untuk membuktikan adanya perjanjian, kondisi ini mcnuntut hakim untuk 

memiliki pandangan yang luas do lam memberikan keputusan50
. 

Pendekatan rule of reason digunakan olch lembaga otoritas persaingan 

usaha untuk mcmbuat evaluasi mcngcnai akibat perjanjlan ntau kegiatan usaha 

tcrtentu. Menentukan apakah perjat~ian mau kcglatan tersebut bcrsifat 

menghambut utau mcndukung persalngan. Penerapan rule of reason anlaru lain 

dilihat dari bunyi kctcntuan dalam Undang~Undang No.5 t«hun I 999 yang 

mencanlumkan kata "dapat mengakibatkan" dan atau ''pahlt diduga". Hal ini 

menunjukkan per!unya penelitian yang mendalam apakah suatu tindakan 

menimbulkan monopoli y;mg mcrugikan pcrsaingan51
. 

Penentuon pcndekatan rule of reason diawall dcngan menetapkan definlsl 

pasar, Sernua perhitungan. penilaian dan kepuLnsan tcntang implikasi persaingnn 

akibat perilaku apaptm terganwng pa.da pangsa pasar dan bentuk pasar terkait52
. 

Dalam melakukan pcndckatan rule of reason, terdapal dua syarat yakni 

pertama. adanya dampak kemgian yang signifikan dari praktck tcrsebut Kedua, 

kerugian tcrscbut harus akibat dari praktck yang dllarang53
• 

"?!bid, haL 142. 
~~Ibid. hul. 142 
so A.M. Tri Anggntini, Lor:. Cit, hal. 9. 
~ 1 /bid, hut. 5. 
~::Lawrence An!hony Sullivan, A11111rus1, St.Pnu! ~-1inncsma W~sl Publising, Co .. 1977, 

JJCad Kuysen. !.t](,·.Cit. hal. 14:1. 
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Adapun tahapan penera.pa.n pcndckatan rule of reason dalam rangka 

me!akukan pembuktlan suatu kegiatan usaha melanggar ketentuan peruodang~ 

undangan atau tidak adalah sebagai berikutH: 

L Me!akukan pcndefinisian terhadap pasar. Pasar yang dilakukan kajian atau 

analisa adalah pasar terkait atau pasar relcvan, yang meliputi pendefinisian 

pasar produk dan pasar geografis. Pendefinisian pasar produk merupakmi 

upaya pengamatan terhadap pasar, dalam rnngkn mcncntukan produk sejenis 

!ermn.suk produk pengganli. Seda.ngkan pasar geogntfis mcnguralkan ten tang 

lokasi produseo atan penjual produk, Proses pcndctinisian terbmlap kedua 

komponcn pasar ini memiliki kesammm dan tugas penyelidik adalah meliputi 

scmua produk penggantl (close substill/les) dan atau sumber penawaran 

produk yang sedang diteliti. Pengamatan yang dilakukan dalnm mclakukan 

penentuan pasar produk, membutuhkan kajian terhadap tiga hal pokok yang 

mencakup; 

a. Kenaikan harga, 

b. Reaksi pembe!J dan 

c. Prinsip pasar terkecil (untuk mencegah) terbcmuknya pasar yang 

bermacarn-1nacam). 

Melakukan pembuktian pasa:r gcografis, artinya menenlukan ketcrsediaan 

produk di berbngai lokasi. Pasar goegrnfis ditenh1kan at<1s pandaugan pcmbcli 

1entnng ketersediaan produk pengganti yang dihuat atau di]ual di bcrhagai 

lokasi. Pasar geografis biasanya ditentukan melalui batas-batas antara lain: 

a. Biaya angkutan 

b. Wakttl Pengakutan dan tarif angkutan 

c. Peraruran danjangkuan iklan yang masih dibahas relevansinya. 

2. Menentukan Dominasi Pasar 

Hal ini dikaitkan dengan pcrscntase pangsa pasar yang telah ditcntukan oleh 

L'ndang-Undang. Da!am rangka mencntukan perscntnsc pan gsa pasar terdapat 

metode yang digunakan. Mctode yang digunakan adalah melalui perse:ntasc 

~"A.M. Tri AnggrJini, l.r!nmJ!Pll Prokmk Mmwpo/J dan Per.mingrm Usfllw Tidal: Sel/(lt; 
Per Se Illegal a/au Rule aj n:asm1,. Ccl. 1, Jakarlo: Progr:~n1 Pascasarjana Fukullm1 IIukum 
Univcrsilus lm.loncsiu, 2:003. hal. 104. 
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oilai jual atau beli barang atao jasa tcrtentu dalam salu kalcnder tahun 

tertentu. 

3. Membuktikan apakah tindakan pelaku usaha itu mendorong utau mcngharnbat 

atau mematikan pesaing. Hal ini dapat dibuktikan melalui pcngamatan atas 

cara dan dampak yang dapat mengakibatkan praktck monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak schat oleh pelaku usaha dalam kegiatan usahanya di 

pasar bersangkutan. Cara merupakan wujud dari tindakan yang dilakukan 

oleh pelaku usaha yang mcrupakan suatu yang dilarang dalam Undang~ 

Undang No. 5 Tahun f99. Semeotara dampak adalab kondisi yang 

ditimbulkan olch kegiatan llstdla pcluku usaha pada pasar bcrsangkutan yang 

ditenruknn dalam Undang-Undang No.5 Talmn 1999. Pada beberapa pasal 

dalam Undang·Undang No. 5 Tahuhn 1999 tcrkadang ditemukan 1msur cara 

dan dampak. 

Keunggulan rule of reason adalah mcnggunakan ana !isis ekonomi untuk 

mencapai efisicnsi guna mengetahul dcngan pasti ballwa tlndakan pelaku usaha 

memiliki implikasi pada pcrsaingan. Sedangkan kclcmahannya udalah menunlut 

hakim akan pengctahuan tenlang tcori ckonomi d<1n sejt,lmlah data ekonomi yang 

kompleks dimana hakim bclum tentu niemillki kcmampuan yang cukup iJOtuk 

memahaminya55
. 

Pcncntuan penggunmm sn!uh satu pendekatan ter.sebut tidak semala-mata 

tergantung pada bunyi kula-·kata dalam ketenlllan Undang-Unr.lang yang 

menyatakao, misalnya kata "di larnng'' bcrarti meng.gunakan pcndckatan per se 

illegal, sedangkan kala «pamr dlduga' atau "yang dapat mcngakibatkan'' bemrti 

menggunakan pendekatan nd!? of reason 

Hal ini meogingat adanya ketemuan pasal 35 UU No. 5 tahun 1999 yang 

menyatakan bahwa lugas KPPU adalah menilai semua pcrjanjian maupun 

kegiatan pelaku usaha yang dapat mcngakibatkan terjadinya praktck monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehaL Oleh karcoa itu, KPPL memiliki kevvcnangan untuk 

mcnggunakan secara alternatif salah satu dari kedua pcndckatan yang ada 

terscbuL 

11 A.M. Trl Anggraini, Lo(tCit. ht~L9. 
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Dalam menetukan salah satu dari pendekman tersebul, KPPU 

menggunakan pendekatan pada praktek yang dianggap paling baik untuk mcnHai 

suatu perjaqjian atau kc:giatan uso:ha tcrtcntu, dengan telap bcopcdoman pada 

lujuan pembentukan Vndang-Undang No.5 tahun I999, yang ant1lra lain, adalah 

etisien dan kesejahtcraan konsmnen56
• 
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BAB3 

PE"!ERAPAN MONOPOLI BERDASA!lKAc'l 
KASUS-KASUS DIINDONESIA 

3.1 Penerapan Monopoli Berdasarkan Pcraturan Pcrundang-nndangan. 

3. Ll Putusan KPPU No. 22/KPPU-L/2007 

3 .1.1.1 Pclaku Usaha 

PT Angkasa Pura 1 (AP f) merupakan sebuah badan h.ukum yang 

didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhaini Salim SH., No. I Tanggal 

2 Januarl 1993 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan akta 

No. 30 Tanggaf 18 September 19982. Memiliki hak monopoli 

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut57
; 

1) l.Jndang~undang No. 15 Tabun 1992 tentang Penetbangan. Pasal 

26 ayat 1 berbunyi: 

<'Penyelanggnraan bandar udara untuk umum dan pel.ayanan 
navigasl penerbangan dllakukan oleh Pemerlntah dan 
pclaksanaannya dapat dilimpallkan kepada badan usaha milik 
negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan 
pcraturan perundang~1.mdangan yang bcrlaku" 

2) Peraturan Pemerintah No. 70 Talmn 2001 tentang 

Kebandarudaraan. Pasa126 ayat I berbunyi: 

"Pelayanun jasa kehandamdaraan di bander u&rra umwn 
yang dilakukan oleh unil pelaksana leknisl.mtuan ke1ja bamlar 
udara wmrm dapat dillmpahkan kepculfl 8(/dan Usahd' 

3) Pada tahun 1993 PT AP I ditugaskan oleh Pemerintah untuk 

mengelola bandara Ngurah Ral~Bali, Polonia-Medan, Juanda­

Surabaya, Hasanuddin-Makassar, Sepinggan-Balikpapan, Frans 

~·1Komisi Pcnguwas Pcrsaingan Usrrhn Rcpublik lndoncsin. Putusan Perkar:a Lnporan No. 
22/KPPU-l/2007 Tcn!ang tentat!g Praktek Monopoli Jas:r Kargo di Bander Udara Hasaouddin, 
hal 4-7. 
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Kaisiepo~Biak, Sam Ratulangi-Manado, Adisutjipt:o-Yogyakarta, 

Adisumarmo-Surakarta dan Syamsuddin Noor-Banjarmasin. 

4) Keputusao Menteri Perhubungan No 48 Tahun 2002 Tentang 

Penyelengg-..uaan Bandar Cdara Umum. 

Pasal 30 huruf h berbunyi : 

"Pelayanan jasa. kebandarudaraan oleh penyelenggara bandar 
udara dilaksanakan pada daerah lingkungan kerja bandar udara 
yang meliputi: 

a" 
b< 

< 

""""""' 
.......... 

h. penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung 
tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara". 

a tau 

Pasal34 hurufa angka 7 berbunyi: 

"t;saha kegiatan penunjang bandar udara terdiri dari: 
a. usaha pelayanan jasa yang secara langsung mcnunjang 

kegiatan penerbangan. me!iputi: 
l) ""'""'"'"' 
2) ««««<; 

7} jasa penangamm kargo (kargo handling service) 
yaitu kegiatan untuk me!ayaoi angkutan kargo dari 
gudang ke pcsawat udara atau s.ebaliknya; 

Pasaf 35 ayat I h11ruf b berbunyi: 

"Usaha kegiatan penuojang bandar miara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal34 dapat dilaksanakan oleh: 
a. 
b 

., ....... , 
Unit Pelaksana dari Badao Usaha Kebandarudaraan, pada 
bandar udara yang diselenggarakan olch Badan Usaha 
Kebandarudaraan; 

5) Keputusan Menleri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 

tentang Struktur dan Golougan Tarif Pelayanan Jasa 

Kebandarudaraan pada Bandar Udarn Umum. Pasal II huruf a 

berbunyi; 
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"Pelayanao Jasa Kegiatan Penunjang Bandar Udara yang 
dilayani scpenuhnya oieh Badan Usaha Kebandarudaraan, 
besaran tarifnya ditetapkan oleh Badan Usaha 
Kebandamdaraan." 

Pada tanggal 7 April 2004, dalam melaksanakan tugasnya yang 

berkaitan d<:ngan jasa pcm.mgamm kargo yaitu kegiatan untuk 

mclayani angkutan kargo dari gudang ke pcsaw·at udara atau 

.sebaliknya" PT AP I membentuk Unit Usaha Speed & Secure 

Warehousing (SSC Warehousing) dimana wllayah kerjanya steril dari 

pihak luar. 

l'ada tanggal ll Mei 2004 Direksi PT AP I melalui Surat 

.Keputusan Nomor Kep.39/KU.20.2/2004 menetapkan larif 

penumpukan dalam terminal atau gudang knrgo di Bandara 

Hasanuddin, selanjUlnya dikc!uarkan lampiran Keputusan Dircksi AP 

I No. Kep. 63/0M.I0/2006 meogenai sistem dan proscdur operasional 

SSC Warehousing menjadi pedoman bagi AP I, Ekpedisi Muatan 

Pesawat Udara (EMPU) dan Airline. Pada tanggal21 Desember 2006 

Direksi PT AP mcngcluarkan Keputusan Nomor 

Kep.llllKU/20/2006 tcntang Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos 

Pesawat Udara (PJKP2tl) di Bandara Udara Hasanuddin-Makassar. 

PT AP I menyatakan tujw.m dibentuknya SSC Warehousing adalah 

untuk menambab sumber pendapatan PT AP l darl jasa pclayanan 

kargo dan PT AP l tidak akan bekcrjasama dengan pihak ketiga sebab 

PT AP I merasa sanggup untuk mengelola jasa pelayanan knrgo. 

meskipun secara pcraturan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 

Kondisi ini diperkuaf dcngan adanya S<Jksi Pemerintah dari 

Dcpartcmcn Pcrhubungan, PT AP I tidak dilarang untuk mcmbentuk 

SSC Warehousi11g dan tctap bertanggung jawab di bidang keamanan, 

keselamalan dan kclancaran bandar udara. Sementara saksi 

Pemerintah dari Kementrian BUMN menyatakan babwa PT AP J 

dapat mcmbentuk unit bisnis seperti SSC Wanthousing selama unit 

bisnis tersebut dipandang menguntungkan dari sisi pendapatao 
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perusahaan dan tidak melaoggar pcraturan yang dltetapkan oleh 

regulator dalam hal ini Departemen Perhubungan Republik Indonesia. 

3. l, 12 Duduk Perkara 

Pada tanggal 2 April 2007, ada laporan tenlang dugaan pelanggaran 

terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun !999 berkaitan dengan 

Proktek Monopoli Jasa Kargo di Bandara Hasanuddin, Maka.ssar 

Sulawesi Selatan. Bcrdasar berdasarkan kesaksian, dokomcn­

dokumen dan pcmbclaan PT AP I, duduk perkara adalah scbagai 

bcrikut's: 

l) EMPU dan pemsahaan maskapai pcncrbangan tidak memiliki 

pilihan lain atau harus menggunaknn jasa sse Warehousing untuk 

pengiriman kargo melalui udara di Bandara Hasanuddin, Makassar 

Sulawesi Selatan; 

2) EMPU harus menanggung bcban biaya Lambahan sebab harus 

menggunakan jasa sse Warehousing sedangkan sse 
Warehousing tidak memberikan nilai tambah bagi pengguna 

jasanya (tidak adanya pelayanan yang baik). akibatnya tingkat 

keuntungan EMPU menunm. Scmcntara di sisi lain bcrdasarkan 

!aporan laba rugi talmo 2005 hingga Lnhun 2007 dan basil analisa 

ROE dan ROI pa.da tahun 2007 tcrlihat bahwa SSC Warehousing 

mcmiliki tingkat keuntungan yang sangat tinggt; 

3) PT AP T kurang memberikan keamanan dan kese!amatan bagi para 

pengguna jasanyn. Pertama, adanya pcgawai EMPU yang 

mcmasuki wiluyah terminal kargo dan wilayah air side, Kedua, 

hanya menugaskan satu orang avialiun security tidnk ct1kup 

mengingat tingginya tingkat lalu lintas kargo di bandara 

Hasanuddin sehingga besar kcmungkinan adanya kargo yang tidak 

teruwasi isinya ketika diperiksa oleh SSC Warehousing, Kellga, 

selama 2004 hingga 2007 X-Ray yang digunakan adalah X-Ray 

yang bllkan dikhnstJskan untuk kargo. Padahal kondisi-kondisi 
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tersebut dapat dicegah sesuai dengan tanggung jawab PT AP l. 

Sehingga kchadiran SSC Warehousing tidak meningkatkan aspck 

keamanan dan kesclamatan; 

4) Kecepatan pelayanan dalam melakukan pemcrlksaan kargo masih 

kurnng, sehingga pcgawaiwpegawai EMPU ataupun pibak yang 

tidak berkepentingan yang mcnaikkan barang kc pesawat udara dan 

menganggu keamanan dan keselamatan pencrbangan; 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

beroperaslnya SSC Warehousing adalah salah satu s.trategl PT AP l 

untuk menambah keuntungan pcrscroan, namun mengabalkan 

pclayanan dan tanggung jawab keamtman dan keselamatan 

penerbangan sebagaimana diwajlbknn dalam peratunm perundang~ 

undangan, 

3.1.1.3 Pertimbangan Hukmn Putusan KPPU 

1) Terpcnuhinya semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 17 ayat (l) 

Undang-Undang No.5 Tahun 1999. 

2) Mcnolak pendapat PT AP yang menyatakan bahwa 

penyelanggaraan SSC Warehousing masuk dalam pcngecualian 

sebagaimana dlalur pada Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1999 

3) Tugas berat yang dimiliki PT AP I dalam mclaksanakan tugas 

pelayanan jasa kebandnr ltdaraan, di salu sisi barus mcmperoleh 

keuntungan, dlsisi lain harus membcrikun pelayannn sesuai 

dengan pernturan peruodangon yang berlaku. 

4) Pasal 35 huruf e Undang~undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi 

memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada 

Pemerintah, Majelis Komisi merekomendasikan perlu adanya 

peningkatan koordlnasi antara Departemen Perhubungan dan 

Kementerian BUMN mcngenai pelayanan kebandaruduraan dan 

kewajiban PI AP I dalam mcncari keuntungan. 
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3.1.1 A Putusan KPPU Ter!l~dap Monopoli 

l) Mcnyatakan bahwa PT AP I secara suh dan meyakinkan 

melanggar Pasal 17 Ayat I Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999; 

2} Memerintahkan kcpada PT AP I untuk meningkatkan pclayanan 

dan keamanan dalam jasa pelayanan kargo di Bandara 

Hasanuddin, Makassar selambat-lambatnya (satu) bulan 

semenjak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; 

3) Memerlntohkan kepada PT API untuk menghilung ulang tarifjasa 

pelayanan kargo sesuai dcngan hargu dan ringkat keunwngan 

yang wajar; 

4) Memerintahkun kepada PT API untuk membayar denda sebesar 

Rp. 1.000.000.000,- (salu mllyar rupiah) yang harus disetor ke 

Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pc!anggaran di 

Bidang Persaingan Usaha. 

3.1.1 .5 P.ertimbangan Hukutl) Pcngadilan Negeri 

I) Sctelah majclis hakhn menganalisis mengkajl secara seksama balk 

putosan KPPU, bukii-bukti,alasan-alasan kcberatan dari PT. AP l 

dan penjelasun KPPU serta hasl! pcmcriksaan tambahan, mujelis 

bakim berpendapat bahwa putusan KPPU scpanjang tentang 

pertimbangan amar putusan tenlang tcrbnktinya pelanggaran pasal 

17 ayat {1) atlalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan 

dan amar putusan KPPU tersebut diambil alih dan dijudlkan 

pertimbangan majelis hakim dalam pulusan perkura ini dan 

dikuatkan. dcngan tambahan perti111bangan sebagai berikut: 

a) Terhadap unsur pcnguasaan atas produksi dan atau pemasaran 

bnrang dan atau jasa yang menurui dalil dan alasan PT AP I 

mendapatkan hak monopoli berdasarkan peraturan pcrundang­

undangan yang berlaku, yaitu: dengan menunjuk ketentmm 

pasal 26 ayat (I) Undang-Undang No. 15 Talmo 1992 tentang 

Pcnerbangan dan pelaksanaan penyelenggaraan Bandara Udara 
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untuk umum dan pdayanan navigasi penerbaogan yang 

dilakukan oleh pemerinlab diHmpahkan kepada BUMN yang 

dalam hal ini adalah PT. AP I, di samping itu PT. AP I 

memmjuk pasal 16 PP No. 70 Tahun 2001. PT. AP l adala.h 

Badan Usaha Kcbandarudaraan yang bcrtugas menjalankan 

fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan jasa 

kebandarudarann di Bandar Udara umnm untuk kepentlngan 

umum guna menunjang kcamanan dan kcsclamatan 

pencrbangan, kelancaran dan keterliban lalu lintas pesawat 

udnra, pcnumpang dan atau kargo dan pos scbagaimana 

dimaksud dalam pcraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

Bahwa apa yang disampaikan oleh: PT. AP l adnlah tidak tepat 

karena bcrdasarkan ketentuan pasal 26 ayal (2) dan (3) 

penyelcnggara Bandar Udara untuk umum maupun dan 

pengada:an pengopcrasian dan petawatan fasiiitas pemmjang 

Bandar Udara untuk umum dnpat dilakukan oleh pemcrintah 

atau lladan Hukum Indonesia, a!au warga negurd fndonesia, 

dernikia.n juga dalam PP No. 70 Tahun 2001 lenlang 

Kebandarudarn.an rlalam pasal28 dikarakan kegiatan pcnunjang 

Bandar Udara, pada Bandar Udara yang disclcnggarnkan olch 

Pemerintah, Pcmerintah Provinsi dan Pcmerintah 

Kabupatcn!Kota dan unit pe!aksana dart Badan Usaha 

Kebandaraudaraan, pada Bandar Udnra yang diselenggarakan 

olch badan usaha Kebandamdaraan juga dupat dilaksanakan 

Badan Hukum Indonesia atau perseorangan schingga monopoli 

pe:nyctcnggaraan jasa pelayarmn SSC Warehousing o!ch PT. 

AP I adalah senwra-mata sebagai pc!aksanaan fungsi 

pemerintah untuk mcnjaga keamanan dan kesclamatan serta 

kelancaran penerbangan bcrdasarkan peraturan pcrundang­

undangan yang berlaku adalah tldak tepat karena kcdua 

peraturan perundang~undangan terSebut dl atHs tidnk 

mcmberik:tn ho1k monopoli sccara absolute kepada PT. Afl I. 

Universitas Indonesia 

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH UI, 2009



35 

b) Bahwa mengenai unsur menimbulkan praktck monopoli atau 

persaingan usaha tidak schat yang disangkal oleh pihak PT. AP 

I dengt.m mendalilkan lembaga yang bcrwenang menentukan 

adanya pelanggaran mcngcnai keamanan dan keselamatan 

adalah Dirjcn Pcrhubungan Udara Cq Dtrekcorat Keselamamn 

Pencrbangan, bahwa dalil tersebut benar adanya, akan tetapl 

dalam konteks pcrtimOOngon putusan KPPG yang menyatakan 

praktck monopoti dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

dilakukan olch PT. AP I dalam jasa pelayanan kargo di 

Bandara Hasanuddin- Makassar Sulawesi Sclatan adalah tidak 

memberikan pclayanan maksimal dan tldak membcrikan 

jaminan keamamm maksimal scbagaimana yang diwajibkan 

dalam peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku sehingga 

para pengguna jasa berkurang tingknt kesejallleraan baik. darl 

sisi pendapaian maupun dari sisi pelayanan yang didapatkan, 

dengan demikian maka yang dipersoo.lkan adalah bulrnn adanya 

pclanggamn terhadap keselamalan dan keamanan tctapi tidak 

memberikan pelayanan makshnal, bahwa dari bentuk 

pclayanan yang tidak maksimal bcrdasarkan kcterangan saksi~ 

saksi masih minimnya porter di SSC \Varehousing yang dapat 

mempengaruhi speednya, maslh adonya kargo yang lidak 

lerangknt disebabkan SSC Warehousing tidak mcnycrahknn 

kargo/barang kepado ground handling, sedangkan bcntuk 

kurnng maksimalnya memberikan kcnmanan antara lain masih 

seringnya terjadi hilangnya kargoJbarang seperti yang dialami 

PT. Merpati. PT. POS, PT. Llon serta peralatan kargo sebctum 

2007 tidak memenuhi standar yang ada. misalnya X-Ray yang 

diperur1lukkan bagi bagasi penumpang digunakan untuk bamng 

di SSC Warehousing, petugas pcmeriksa X-Ray hanya satu 

orang dan itupun bukan karyawan SSC Warehousing, mnsih 

diketemukan atas lolosnya barang berbahaya/dnngermrs goodv 
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dari Bandar Udara I-lasanuddin ~ Makassar bcntpa pcrtamax, 

solar tanggal 5 oktober 2005. 

2) Bahwa terhadap keberatan yang tcrkait dcngan sanksi bcrupa 

tjndakan administrasi bempa untok mcngbitung ulang tarif jasa 

pelayamm kargo sesuai dengan harga dan tingk.at keuntungan yang 

wajar, menurut majelis hakim keberatan tcrsebut dapat dibcnark.an 

karena ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 adalnh bersifat limitntif artlnya tindakon administratif yang 

bisa dijatuhkan terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 adalah rerbatas pa:da apn yang ditentukao dalam pasal 

7 ayat (2) sehingga penjatuhan tindakan administratif di Juar 

ketent,Jan tcrscbut adalah mclanggar asas Jcgalitas dan atau 

melanggar kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada. 

PT. API. 

3) Bahwa terhadap amar dan perHmbangan putusan yang berkaitan 

dengan pembayaran denda mcnurut hemat majelis hakim sudah 

tepal dan benar sehingga dapat diperkuaL 

3.l.L6 Pmusan Maieli,s Hakim Pengadila.n Ncgcrl 

1) Menerima permohomni kcberatan dari PT. API. 

2) Memperbaiki putusan KPPU sehingga amar seluruhnya bcrb1myi 

sebagai bcrikut: 

a) Menyatakan bahwa PT AP I sccara sah dan mcnyaklnkan 

melanggar pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 

b) Memcrintahkan PT. AP 1 untuk meningkalkan pelayanan dan 

keamanan dalam jasa pelayanan kargo di Bandara 

Hasanuddln, Makassar selambaL-Iamb.1.tnya I {saUl) bulan 

scmenjak keputusU!i ini mcmiliki kekuaLan hukum tetap. 

c) Memcrintahkan kcpada PT. AP l unluk membayar denda 

scbesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus 

d iseior ke Kas Negara. 
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3. L2.l 1> elaku Usaha 
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1) PT Surveyor Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta, dengan 

kegialan usaha sebagaimana tcrcantum dalam Akta Pendirian 

Perusahaan Nomor 154 tanggal 29 Jul[ 1997 dan Akta Perubahan 

Anggaran Dasar Nom or 56 Tanggal30 Mei 2001 yaitu: 

o. menyed!akan/melakukan jasa-jasa pcmeriksaan pra~ 

pengapalan dan jasa-jasa yang bcrlmbungan yang mcnunjang 

pemeriksaan prapengapalan, 

b. melakukan kegiatan surveyor mcliputi pengawasan, 

pemeriksaan, pengendalian dan pengkajian yang berkaitan 

atas kuaHtas, kuantitas, kondisi, komoditi atau obyek usaha 

dalam upaya menentukan harga dan nilai indcpenden, 

c. melakukan usaha jasa-jasa yaitu jnsa pclayanan manajcmen 

mutu dan lingkungan,jasa konsulrasi bisnis dan perdagangan, 

jasa pelatihan dan 

d. rnelakukan kcgiatan lain yang disetujui olch Rapat Umum 

Pcmegang Suham dan tidak bertcntangan dengan ketentmm­

ketcntuan yang berlaku. 

Bi.snis utmnanya adalah jasa inspeksl, survey, dan konsultasi. 

Komposi.si saham PT Surveyor fndoncsia adalah dimilikl Negam 

Republik Tndonesia scbesar 85, I% (delapcm puluh koma sutu 

persen). Societe Gcnerale de Surveillance Holding S.A., Geneva 

sebesar I 0,4% (scpuluh koma empat pcrsen), dan PT 

Superintending Company of Indonesia sebesar 4,5% (em pat koma 

lima persen)5
". 

2) PT Superintending Company oflndoncsia (Persero) bcrkcdudukan 

di Jakarta dengan keglalan tisaha scbagaimana tercantum dalam 

Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 3 tanggal 4 Mef 1998 

HKomisi Pengawas Pcrs.:1ingnn U.o;:thu l{epublik lndonesin. Pulusnn Perk;>rn 
No.OSJKPPlH/1005 Tcntang Penyedinnn Jasn Vcrilikosi Atau l~eoelusnran Tcknis lmpor Gu!a, 
hoL9. 
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dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 

tanggal 18 Jnnuuri 1999 yaitu ~ 

a) pcmeriksaan, pengawasan, pemantauan, pcngujian, penllaian, 

penaksiran dan pemeliharaan yang bcrkenaan dan berkaitan 

dengan pcrbankan, industri, teknoJogi, komoditas dan 

perdagangan, 

b) sertifika:t dan audit yang berkenaan dengan sistem 

manajemen mutu, llngkungan dan keselamarnn dan kesehatan 

kerja dan 

c) manajemen yang berkaitan dan berkenaan dcngan logistik, 

pcrgudangan, properti dan sistem informasi 

Bisnis utamanya pada jasa inspeksi, supervlsl, pcngkajian dan 

pengujian, Kornposisi saham PT Superintending Company of 

Indonesia adalah dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebesar 

95% (sembilan puluh lima persen) dan SGS Geneva sebesar 5% 

(lima persen)60
• 

3.1.2.2 Duduk Perkara 

Pada tanggal 17 September 2004 adanya kchijakan Pcmerintah yang 

tertuang dulam Keputusan Menteri Perindustrian dan Pcrdagangan 

Republik Indonesia Nomor: 527/MPP/Kcp/9i2004 tcntang Ke!entuan 

Tmpor Gula yang didalamnya juga mcngatur tentang verifikasl atau 

pcne!usuran teknis impor gu!a (sclanjutnyu disebut SK Menpcrindag 

No. 527/2004) dengan tujuan tmtuk mengkaji ljin impor gula yang 

dibcrikan Depmtemcn Perindustrian dan Perdagangan RepubHk 

Indonesia kcpada importir gula. Dimana ketentuan pclaksanaannya 

diatur dalam Keputusan Dircktur JentleraJ Pcrdagangan lunr Negeri 

Dcpartemen llerindustrian dan 1:1erdagang.an Republik Indonesia 

Nomor; 31/DAGLU/KPIX/2004, 

Pada tunggal 23 September 2004 dikeluurkan Kcputusan Mcntcri 

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 

4Q !hid, hal 9-10 
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594/MPP/Kcpi9/2004 tentang Penunjukan Surveyor Scbagai 

Pclaksana Verifikasi Alau Penclusuran Teknis Impor Gula 

(selanjutnya disebut SK Menperlndag No. 594/2004) yang mcmmjuk 

PT Surveyor Indonesia dan PT Superintending Company oflndonesia. 

SK Mcnperindag No. 594/2004 mcnyatakan bahwa yang ditunjuk 

dapat mcmungut imbalan atas jasa yang dibcrikan dari importir gula 

yang bcsarannya disesuaikan dengan aY..as manfaat yang diajukan saat 

Inspection Request diajukan, namun SK tersebul tldak 

mengamanatkan pembcntukan Kerjasnma Operasional (KSO/'', 

Pada tangga:[ 24 September 2004 paro pihak menandatangani 

kesepakatan kcrjasama pembcntukan KSO dalam rangka pclaksanaan 

verifikasi atau pcndusuran teknis lmpor gultt 

Pada tanggal 23 Juni 2005 PT Surveyor Indonesia mcnyatakan bah\va 

perdagangan dan pcngadaan gula mclalui impor mcrupakan sebuah 

sektor usaha yang diatur secara khnsus dan segula aspek kcgiatan 

pcndukung yang bcrkaitan dcngan pengadaan gula melah1i impor 

termasuk kcgiatan verifikasi atau penelwmran teknis impor gula pada 

hakckatnya mcn1paknn bagian kewcnangan, h1gos dan tanggungjawab 

pemerintah atrm setldak-tklaknya bcrudu di bawah pengawasan yang 

kelat dari Pemerintah, oleh kartnanya bllkan mcrupnkan bidang jasa 

yang dikompctisikan. Scdangkan pembcntukan KSO merupukan 

nltcrnatif terbaik dipandang dari sisi stakeholder, scmata-mata hanya 

dilujukan untuk 1nengoptimalkan efcktivitas dan eflsiensi pelaksanaan 

tugas verifikasi atau pcnelusuran feknis impor gula scbagai wujud dari 

tanggung jawnb terhadap tugas yang dibebankan oleh negara kcpada 

kepada PT Surveyor Indonesia dan PT Superintending Company of 

Indonesia. Biaya verifikasi yang dipungut KSO merupakan harga 

yang ditetapkan mclah1j proses negosiusi dengan penggunajasa62
. 

Hlbkl, hal. 14. 
Hlbid. hnl6-7 
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Pada tanggal 24 Juni 2005 PT Superintending Company of Indonesia 

menyatakan mcmberikan pernyntaan yang sama dengan PT Surveyor 

lndoncsia63
. 

Pada tanggal 26 Jull 200:5 Direktur Jendcral Perdagangan Luar Negeri 

Departemen Perdagangan Rcpublik Indonesia mcnyatakan bahwa 

u!asan pelaksanaan vcrifikasi aum pcnclusuran teknis impor gula 

adalah: 

I) rcndahnya harga gula petani yang mcngakibatkan rcndalmya 

pendapatan pc!ani tebu lokal; 

2) rendahnya hmga gula lmpor karena adanya snbsidi dari ncgara 

hmr; 

3) menjaga pnsokan guta baik scbagai bahnn baku industri mauptm 

untuk industriM, 

Berdasarkan kctcrangan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT 

Coca Cola Bottling Indonesia, Asosiasi Minuman Ringan/ASRIM, 

Gabungan Pcngusaha Makanan & Minuman Scluruh 

ludonesia/GAPMM!, PT Ncst1e Indonesia, PT Frisian Flag dan PT 

Slnar Sosro mcnyatakan bohwa dcngan adanya kcwajiban verifikasi 

alau pcnelusuran tcknis impor gula yang dilaksanakan oleh KSO 

membebani importir karena: 

I) jangka waktu impor yang semakin lama; 

2) penambahan biaya penyimpanan di gudattg; 

3) pcnambahan biaya produksi akibat biaya yang llarus d!bayar untuk 

verifikasi atau pene!usuwn teknls impor gula kcpada KS065
. 

Sctelah me[akukan Pemeriksaan Pcndalmluan. "l'lm Pcmeriksa 

mengambil kesimpu!an: pcrtama, kewctiiban pclaksanaan vcrifikasi 

atau penelusumn Ecknis impor gula tclah menciptakan pasar baru ya:itu 

pasar jasa veritikasi atau penelusuran tcknis impor gula dalam wilayah 

wlbid, lml A 
6

'
1 Ibid, buL I J. 

6 s !bid. huL 16. 
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hukmn Republik Indonesia. Kedua, pcmbcntukan KSO berpotensi 

menghalangi surveyor lain untuk masnk dalam pasar jasa vcrlfikasi65
• 

3, l.2.3 Pertimba:ngan hokum Putusan KP!:'U 

1) Terpenuhinya nnsur-unsur pasal 17 Undang-L:ndang No. 5 Talmo 

1999 

2} Perjanjian KSO tidak termasuk dalam pasal 50 lmruf a dan Pasal 

51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

3) Pertimbangnn-pcrtimbangan Jain dari maje!is mcliputl: 

a) Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelnksanaan 

tugas negara dibcbankan kepada ncgara. dan oleh knrenanya 

setiap pungutan yang bcrkaitan dengan pelaksanaan tugas 

negara harus dlaiur dcngan jelas dalam Undang-undnng. 

b) PT. Surveyor Indonesia dan PT. Superintending Company of 

tndoncsia memiliki itikad baik untuk mengakhiri Kcrjas.1ma 

Operasi (KSO) terhitung scjak tanggal 3 Oktober 2005. 

c} PT. Surveyor Indonesia dan PT. Superintending Company of 

Indonesia melaporkan perkembangan program kerja 

pengakhiran KSO kepada Majclis Komisi67
• 

3.1 .2,4 P.~1h1san KPPU Ter.lul.dnp Monopoli 

I) Menyatakan bahwa PT. Surveyor Indonesia dan PT. 

Superintending Company of Indonesia tcrbukti secar.n snh dun 

rneyakinkan mclanggar ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 

5 Tahun 1999; 

2) Memerintahkan kepada PT. Surveyor Indonesia dan PT. 

Superintending Company of Indonesia untuk membntalkan 

Kesepakatan Kcrjasama antaro PT. Surveyor Indonesia (Pcrscro) 

dan PT. Superintending Company of Indonesia (Persero} mcngenai 

Pelaksnnaan Verifikasi atau Penelusumn Tcknis Impor Uula dan 

mengbentikan seluruh kegiatan vcrifikasi atau penelusuran teknis 

"'
6/bid, hal. 4w$, 

""'Ibid, bat 32 
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impor gula mclalni KSO selambat-lmnbatnya 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak diterimanya pcmberitahuan putusan ini; 

3) Memerintahkan kepada PT. Surveyor Indonesia dan PT. 

Superintending Company of Indonesia untllk mcmbayar dcnda 

masing-masing sebesar Rp 1500.000.000,- {sam milyar linu1 ratus 

juta rupiah) dan disetorkan kc Kas Negara paling lambat dalam 

wakru 30 (tiga puluh) hari terhilung st;jak dhcrimanya 

pernberilahuan Putusan ini; 

4) Mcmcrintahkan kepada PT. Surveyor fndonesla dan PT. 

Superintending Company of Indonesia untuk tidak memungut 

biaya jasa verifikasi impor gula dari importlr gula sebclmn 

pungutan tcrsebtJt mendapat pcrsetujuan dari Dewan Pcrwafdlan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR RT) scsuai dengan kctentuan 

perundang-undangan yang bcrlaku terhitung sejak diterimanya 

pcmberitahmm Putusan in!. 

3.1.2.5 Pcrtimbangan I~uknm_Jy1ahkamah Agung 

l) bahwa olch karena perbuatan dan perjanjian yang dilak\lkan oleh 

kepada PT. Surveyor Indonesia dan PT. Superintending Company 

or Indonesia udalah didasarkan pada Keputusnn Menteri 

Perindustri<m dun Perdagangan No.527/MPP/Kep 1912004 langgal 

J7 September 2004 len tang Ketentuan lmpor Gula. dan Kcputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.594trvfPP/Kep/9/2004 

ta.nggal 23 September 2004 ten tang Pemmjukan Smveyor !>Cbagai 

Pelaksana Yerifikast Atau Penelusuron Tcknis Impor Gula, dalam 

rangka mclaksanaluln peralrtran pcrundang-uudanga.n. 

2) bahwa pulllsan Pengadilan Negerl dalam pcrkara 1m tidak 

bertentangan dengan hukum danintau undang-llndang. 

3. 1.2.6 Putusan Mahkamah Agung 

Menolak permohonan kasasi dari !1emohon Kasasi K PPt]. 
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3.2.1 Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2003 

3.2.1.1 Pelak~ lJsoha 
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Pelaku yang melanggar pasal mengani monopo!i adalah PT. Jakarta 

International Container Terminal, dislngkat dengan PT. JJCT yang 

dldirikan pada tanggal 27 Maret 1999 bcrdasarkan Akta Nomor 72 

yang dibuat dihadapan Ny. Nelly Elsye Tahamata. 

Pada awalnya pclaku bukan mcrupakan entitas bisnis yang bcrbadan 

lmkum tetapi mcrupakan unit bisnis strategis dart PT. Pelabuhan 

Indonesia H, disingkat dengan PT. PELINDO II, yang dikenal dcngan 

Unit Tetminal Petikemas T dan Unit Tenninat Petikemas lL Komposisi 

kepemilikan sahamnya 99% (sembilan puluh scmbi!an persen) dlmiliki 

oleh PEUNDO ll dan sisanya dimiliki oleh Kopcrasi Pegawai 

M . . I . d" b K 68 anhm. se anJUlnya 1se ut opcgmar . 

Berdasarkan Pcraturan Pemcrintah Nomor 57 Tahun 1991 PT. 

PELINDO II pemcgang hak pengelo!aan pelnbuhan umum dan 

berdasarkan Undang~undang Nomor 21 Talnm 1992 pasal 26 ayat 

{t)dan (2), PT. PELINDO II scbngai BUM~ mcnerima pelimpahan 

flmgsi pclaksammn dari pemerintah dalam hal membcrikan pc!ayanan 

jasa di pelabuhan yang berkaitan dengan ke:(oncaran lalu lintas kapal, 

penumpang dan barong69
. 

3.2.l.2 Dud.gk Pcrkara 

Adanya sural Mcneg PBUMN Nomor SA83AJPBUMN/1998 

terlanggaf 14 Desember 1998 menyetujui untuk mclakukan privatisasi 

pada PELINDO IL Pada tanggal 27 Maret 1999 didirikan PT. JJCT 

yang akan menjadi obyck privatbasl dan PELINDO 11 

mengikutsertnkan PT. JICT sebagai Badan Hukum Indonesia dalam 

kerjasama pcngelolaan unruk masa konscsi 20 tahun yang rliwujudk.an 

<:>'Komisi Pengn;vas P.:r.l;tingan Usahu R~:publik Indonesia, Pulusan Perkilra Luporan 
No.04/KPPU-I/2G03 Tentung (/1/flwrbtlio!l agn:cmcul PT.Jakanu fnll:rmlliona! Contaim:r 
Terminal (PT. JJCT),ImL 3. 

4 ~/hid, haJ.2. 
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dulam Pcrjanjiun Pembcrian Kuusu Pengopcraslan dan Pcmcliharaao 

Terminal Petikcmas di Pciabuhan Tanjung Priok sclanjutnya disebut 

aullwrization agreement. Klausul 32.4 dl dalam authorization 

agreement terscbnt menyatakan balm'<l para pihak setuju t!dak akan 

ada pembangunan Terminal Pctikemas lnternasional lainnyn yang 

dilaksrmakan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tambahan atns 

Terminal Petikemas I, If dan Ill sampai throughput di Pelabuhan 

Tanjung Priok tclah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari 

kapasitas rancang bangun tahunan yailu 3,& juta Teus. 

Pada tanggal 30 Marel 1999 melalui privatisasi Grosbeak Pte.Ltd. 

berlmsil menguasai 51% (lima puluh satu persen) saham PT. J!CT. 

Pengalihan arau penjualan saham tersebut dituanglrun dalam sural 

Perjanjian Jual Beli saham" 

Pada tanggal3 Oktobcr 200l, PEL INDO 11 dengan Scgoro mdc!kukan 

Perjanjian Kcrjasama Operasi untuk masa konsesi 5 tafnm dalam 

pengclolaan dem1aga 300 antara yang diwujudkan dalam bentuk 

dokumen Joint Operation Agreemenl of Pier 300, Pilling Yards 214 & 

300 as Muhipurposc Terminal al Tanjung Priok. 

Pada tanggal 12 Pebruari 2002, PT. JJCT mcnggunakan klausul 32.4 

di dalam amhori;;ation agreement tcrscbut unluk mcminta klarifikasi 

dan memprotes kebijakan PELINDO II yang mcmbedkan ljln operasi 

kepada PT. Segoro Fajar Satryo, untuk mcnggunakan Dermaga 300 

yang kcmudian melayani jasa bongkar muat petikemas sebagailmma 

dilakukan oleh PT. JICT. 

Pada tanggal 5 April 2002, PT. JICT pcngiriman surat penegasan 

kcpada salah satu pcngguna jasanya yang pada pokoknya meny:llakan 

bahwa unluk mcndapatkan pclayanan bongkar muat petikemas di 

pelabuhan Tanjung Priok mcreka harus meng:ikatkan diri pad a kontruk 

yang bersifat ckslusif. Tanpa adanya kontmk yang mengika.t tcrsebut, 

makn mereka tiJak akan dilayani oJeh PT. JICT. 

Pada tangga! 15 Pebruari 2002, PELINDO II mcndirikan Pcrscroan 

Terbatas dengan nama MT!, sebelumnya dikena! scbagai Divisi Usaha 
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Terminal yang terletak di Pelabuhan Tanjung Priok_berdasarkan Snrat 

Meneg PBUMN Nomor S-47/M-BUMN/2001 tanggal 22 Oktober 

2001. 

Pada tanggal 10 April 2002, PT. JICT dan MTI mengadakan 

Perjanjlan dalam bentuk Perjanjian Pemberian Kuasa Pengopcrasian 

dnn Pemelillaroan Terminal Petikcmas dl Regional Harbour 

Pelabuhan Tanjtmg Priok un1nk konsesi kuasa pengopernsian dan 

pemel ihaman se!ama 20 tahun. 

Pada tangg.al 5 Pcbruar12003, mcnyampaikan surat kcpada PEU~DO 

II yang pokoknya menyampai'-.<ln bahwa pengoperasian dermaga yang 

dikelola oleh MTl uruuk mclayani terminal bongkar mum petikemas 

internasional dianggap oleh PT. JJCT telah mclanggar Klansul 32.4 

dari Aulhorizarion AgreemenT. 

3.2.2.3 Pertimbangan Hukum Putusan KPPU 

t) Menilai dan mengedepankan pertimbangan ekonomi bahwa klausul 

32A di dalam Aullwrizmion Agreement bukan mcrupakan ccrminan 

kerjasama scbagaimana dimaksud di dalam Pasat 26 ayat (2) 

Undang~Undang Nomor 2 t Ta.hun 1992, mclainkun bcntuk 

transaksi pelimpab~Ul kewcnangan ataupun transaksi pc!impahan 

Hak Monopoli. 

2) Tcrpenuhinya 1.msur-unsur pasall7 ayat (I) Undang-Undang No. S 

Tahun 1999. 

3) Ketentuan l'asul52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

yang bcrkaitan penyesuaian perjanjian dcngan Undang-Undang No. 

5 Talmn !999. 

3.2.2.4 Putusan KPPV Tcthadap Monopoll 

1) Menyatakan bahwa PT. JICT secara sah dan mcyakinkun tclah 

melang:gar Pasal 17 ayat (I) Undang-Undang Nomor 5 Talmn 

1999; 
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2) Menyatakan bahwa K!ausul 32.4 Pcrjanjian Pcmbcrian Kuasa 

Pengoperasian dan Peme!iharaan Terminal Petikemas di 

Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999 antara PT. 

JlCT dan PELT~DO II batal derni hukum; 

3) Memerlntahkan PT. JICT untt1k mcnghentikan kegiatun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). 

3.2.2 Putusan KPPU Nu. OJIKPPU-W004 

3.2.2. I Pelaku Usahu70 

PT, (Persero) Pclabuhan Indonesia I (relindo l)adalah Badan Usatw 

Milik Ncgara (BUMN) yang meogelola pclabuhan dl Indone:;ia dan 

membawahi 20 (duu puluh) pelabuhan di 3 (tiga) propinsi, yaiw: 

>Jangroe Aceh Durusalam, Sumatera Utara, dan Rlau. Berbentuk 

badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan pcraturnn 

perundang-undangan negara Republik Tndonesia dengan Peraturan 

Pemcrintah No. 56 Tatum 1991, berkeduduknn di Medan dengan Akta 

Notaris I mas Fatimah, S.H. No, l Tanggal I De:sember 1992 dt1n tclah 

diumumkan dalam Berita Ncgara Rl No. 86J2 Tahun 1994, Tnmbahan 

I3crita Negara RT No. 87 Tahun 1994 tanggal I Nopember 1994 dan 

Tambaban Berita Negara Rl No. l Tanggal 2 Januari \999 dan 

Tambahan No. 61, dengan kcglatan usaha perseroan untuk 

menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan dan usaha lainnya 

yang mcnunjang pencapaian tujwm perscrmm yuug mcliputi: 

I) Kolam~kolam pc:labuhan dan pcrairan untuk lalu tintas dan tcmpatw 

tempat berlabuhnya kapal; 

2) Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan 

penundaan kapal; 

3) Jasa dermaga dan fasilitas lain untuk bertambnt, bongkar muat 

barang tcnnasuk hewan dan fasilitas naik turunnya pcnumpang; 

7"Komisi Penga\HlS Pcr:mingan Usaha Rcpublik Indonesia, Pu!u~a11 Pcrkar.t Ltpnrnn 
No.O l/KPPU~L/2004 Teotaog Pcrjanjian Sewa olch PT. (Perscro) Pclabuhan lndoncsia I. haL 7w9. 
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4) Gudang-gudang dan tempat penlmbunan barang-barang, angkutan 

bandar, alat bongkar muat serta peralatan pclabt1han; 

5) Tanah dan berbagai jaminan dan lapartgan, industri dan gcdung­

gcdunglbangunan yang berhubungan dcngan kepcntingan 

kelancaran ungkutan !aut; 

6) Penycdiaan listrlk, bahan bakar minyak, air minum, dan inslalasi 

!lmbah pembuangan; 

7) Jasa terminal. kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk 

hewan; 

8) Jasa konsultasi, pendidikan dan pclatihan yang bcrkailan dcngan 

kcpclabuhanan; 

9) Usaba-usaha yang daput menunjang tercapainya tujuan pemsahaan 

3.2.2.2 Duduk Perkara 

Sejak tahun l987, dermaga dan gudang 109- Ill tclah ada manual 

conveyor yang mclayani jasn bongkar munt bungkil kelapn sawil dan 

copex di Pclabuhan Belawan yang dilaksanakan oleh pcrusahaan 

swasta sebagai penyewa. Untuk mempcrceprH pcmuatan serta 

mengurilngi waktu sondar kapal (br:rthi11g time) di Pelabuhan I3ctawan 

mcnurut kajian konsultan Slr William Halcmw & Partners Ltd. Pada 

tanggal 30 September 1996 Technical Assistance TA, No.2386-INO, 

dilakukan dengan cara memodernisasi fasilitas bongkar muat Curah 

Kering. Pelindo I mcmutuskan untuk melakukan peugadaan Terminal 

Curah Kering {TCK) modern mclalui proses tender. 

Pada tanggal 20 Nopembcr 2000 dikcluarkan Kcpulusan GM 

Pelabuhan Belawan No. SK.A.I.- 5344/BLW-PR.02 Tentlmg Tala 

Cant Lclang Pcngusahmm dan Kerja Sama Bongkar ~v1uat Curah 

Kering di Gudang 109 dan Ill Pelabuhan Belawan, namun pada saat 

aanwfjzing pada tanggal 4 Descmbcr 2000 judu! bcrubah menjadl Tata 

Cara Perscwaan Gudang 109 dun 111 Ujung Bant Belawan 

Khususnya untuk Kegiatan Bongkar Muat Curah Kertog. Pcmemmg 

tender menyediakan fasilitas bongkar muat dan mcngoperasikan alat 
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untuk kegiatan pcmnnpukan dan bongkar muat curah kcring yang 

digunakan untuk gudang 109 dan ill dengan masa persewaan gudang 

ada!ah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Peserta tender yang bukan 

PBM diwajibkan bekerja sama dengan PBM yang terdaftar di 

Pclabuhan Bela wan 71
, 

Pada tanggal 5 April 2001, Pelindo I dan Pcmenang tender 

mcnandatanganl Pcrjanjian Sewa Menyewa dan Pengopcrasian 

Gudang 109 dan Ill scrta Lapangan Pcnumpukan di Pelabuhan 

Belawan dan menunjuk unit bongkar mual millk Pclindo I guna 

mcnjalankan usahanya. 

Pada tanggal l Oktober 2003, pada Pelindo ( mengeluarkan surat No. 

B.XIV-400!BLW-US.13 perihai Pengopcrasian TCK, yang ditujukan 

kepada 7 (tujub) perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan cope;'\ 

di Pelabuhan Belawan. 

Pada tanggal 3 Okrober 2002, Pelindo 1 me!iCrbitkan surat No. 

6475/BLW-US.I3 Administrator Pelabuhan, agar menerbitkan Surat 

Edaran tentang Pelaksanaan Pengoperasi:m TCK Khusus Bungkil dan 

Kelapa Sawit di Pclabuhan Belawan. 

Pada tanggal 15 Oktobcr 2002, Administrator Pclabuhan membcrikan 

jawaban dengan mengeluarkan suml ;...lo. AL.62!6/14.ADPEL.BLW-

02 pcrihal Pengopcrasian TCK, yang pada intinya meminla Pclindo J 

untuk mengarohkan kegiatan pcnimbunan dan pcmuatan curah kering 

khusus bungkll me!alui TCK, melaksanakan kegiatan bongktH' muat 

bungkil hanya dl TCK khusus bungkil yang telah tersedia dan 

dioperasikan dan mengupayakan optimnlisasi dedicated he11h TCK 

unluk mencapai sasaran efrs.lensi Pclabuban Bclawan secarn umum72
• 

Pada tanggal 8 Oktober 2003, 6 (enam) pcrusalmn ekportlr yang surati 

o!eh Pel indo I menyatakan keberatnn dcngan alason harga yang san gat 

tinggi dan meminta agar manual conveyor tetap boleh dilaksanako.n 

berdamplngan dengan TCK Jika manual conveyor dihllangkan, maka 

11/hid,haL 11·!2. 
'
1lbid,huL 15 
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perusahaan bongkor muat (PBM) akan banyak yang tutup dan terjadi 

pemutusan hubungan kelja. 

Terhadap dalil peiapor; Pcrtama, Pelindo I mclakuknn perbandingan, 

darl basil perlxmdingan tersebut dapat dilihat bahwa dengan 

mcnggunakan TCR lcbih menguntungkan sehingga harga bungkil 

dapar bersaing dengan Malaysa dan pengguna TCR mendapatkan 

intensif pembeli karcna keunggulan dari TCR13
. Kedua, mcnolak 

pcrnyataan bahwa akan banyak PBM yang gu!ung tikar, karcna PBM 

yang tidak lagi beroperasi ada gudang l09 dan lll yang lclah 

mcnggunakan TCR dapal beroperasi pada gudang yang rnasih 

menggunakan sistem manual conveyor. Ketiga, Pelindo I juga 

menolak dalil bahwa akan terjadi pcmulusan hubungtm kcrja 

berdasarkan saksi Asosiasl Perusahaan Bongkar Mnat yang bcrada di 

wilnyah Summcra Utara yang mcnyatakan balm'!l PBM itu tidok 

mempunyai tcnaga kcrja bongkar muat sendiri. Tenaga kerja bongkar 

muat tergabung dalam Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

yang berlugas mengerahkan tenaga kerja bongkar muat berdasarkan 

perjanjian Surat Pcrjanjian Kerja (SPK) anlara pemi!ik baraug dengan 

PBM yang ditunjuk unwk mclakukan kcgiatao bongkar mual:n. 

3.2.2.3 Pertimbangan Hukum Pul.usan KPPU 

I) Terpenuhinya unsur-unsur pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 

1999. 

2) Tindakart yang kooperatifPclindo I selama pcmeriksaan. 

3) Tindakan yang memberatkan Pelindo I yaitu mcngeluarkan surat 

di iuar kewenangannya dan kcrjasama antara PeJindo J dcngsn 

pemenang tender TCR. 

4} Pasn! 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisl 

rnemiliki tugas membcrlkan saran dan pertimbangan kepadn 

Pemerintah yaitu Departemen Pcrht1bungan Republik Indonesia 

nlbid, haL :9 . 
. ,, Ibid, hal. 20-~21. 
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unluk mcmberikan sanksi administratif kepadn. Pelindo I sesuai 

peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. Selain itu saran 

kepada Pelindo I dan pcmcnang tender agar menghapuskan 

pcnunjukan hanya PBM Pel indo I yang melakukan usaha bongkat 

muat 

5) Perbedaan pendapat dalam musyawarah pengambilan putusan 

perkara ini yaitu sa[ah satt1 Anggoia Majclis Komisi, Erwin 

Syahril, S.H. 

3.2.2,4 J~~~Lusan KPPU T~.chadap Monopol.i. 

I) Menyatukan ballwa Pclindo ltcrbukti secara sah dan meyakinkan 

mclanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tatum 1999; 

2) Memerintahkan kepada Pelindo I dan Pemcmmg Tender agar 

membuka kesempatan kepada PBM lain. 

3) Memerintahkan kepada Pelindo I dan Pemcnang Tender agar 

menyesuaikan Perjanjian Sewa- Mcnyewa agar tidak rnelanggar 

ketenlU<Ul Undang-undaog No.5 Talmn 1999; 

3.2.3 Putusan Kl'l'U No. 03/KPPU-L/2004 

3.2.3.1 Peluku ll.~11ha 

I) Perusahaan Umum Pen:etakan Uang Republik Indonesia (Pcrum 

Peruri} adatah badan usaha yang didirikan bcrdasorkan Pcraturan 

Pemednwh Nomor 30 Tuhun 1985 sebagaimana tclah diseslmikan 

dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tcntang 

Pcrusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum 

Peruri) dcngan kegiatan usaha sebagai berikur:; 

a) rnencetak uang rupiah untuk Bank indonesia; 

b) mencetak barnng cetakan berharga, surat berhMga dan barang 

cctakan lainnya serra membnat bar.ang cctakan logam; 

c) membual bahun uang dan bahan cctakan berhargu, scrta jasa 

yang bcrkaitan dengan kcgiatan perusuhaan; 
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d) mencetak uang, barang cctakan berharga, membuat bahan uang 

dan bah an cctakao berharga untuk negara Ia in; 

e) usaha-usaha lainnya yang dapat memmjang tercapainya tujuan 

perusahaan;75 

2) PT Pura Nusapersada adalah badan usaha yang didirikan 

bcrdasarkan hukum dan pcraturnn perundang-undangan negaro 

Republik Tndonesia, berkcdudukan di Kudus dengnn Akta Notaris 

Nomor 36 tanggal24 April 1993 dan telah diubab terakhir dengan 

Akta Notaris Nomor 8 tanggal I 7 Mei 2004 yang dibuat oleh 

Notaris Arlita Dcwi Gumuljo, SH dan tclah mendapatkan 

persetujuan dari Menteri Kehakiman Rl dengan Surat Kcputusan 

Nomor C2-12.290.HT.OI.04.TH97 tanggal 26 November 1997 dan 

selanjutnya telah diumumkan dalam Bcrita Negara Republlk 

Indonesia tanggal 12 Mel 1998 Nomor 38, Tambahan Nomor 2560 

dengan kegiatan usaha scbagai berikut 

a) berosaha dalam bidang lnduslri kcrtas dan pcngamanan untuk 

lnmmgbarang cctakan dan kcrtas/surat bcrharga yang berasal 

dari bnhan kertas, plastik, film, aluminlum, dalam arri kata 

scluas-luasnya; 

b) melakukan perdagangan umum, termnsuk di dalamnya export 

dan import, lokal dan interinsulair balk untuk perhitungan 

sendiri maupun untuk perhltungan pihak lain juga bertindak 

sebagai agcn, grosir, ieverrmsir, penyalur serta pcngadaan 

rupa-rupa barang dagangan; 

c) sebagai agen pcnjualan semua mcsin-mesin76
. 

3.2.3.2 Duduk Perkara 

Pada tanggal 3 Februari 2004 Komisi Ielah melakukan klnrifikasi 

bahwa PT. Pura Nusapersada mempakan pemasok tunggal 

nKomisi Pengawas Pl-'TS.lingnn Csahn Rc:publik Indonesia, Pumsan Pcrkar:t Lapor:m No, 
03/KPPU~LI2004 Tentang. Hologram. Jml. lO. 

1
& Ibid, lml. ll. 
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berdasarkan kesepakatan pada tanggal 9 Mei 1995 yang dituangkan 

dalam 

Sural Perjanjian Nomor SP-302/V /1995 tcntang 
204/DM/V/95 

Pengadaan Hologram untuk Cctakan Pita Cnkai, namun dulam 

perjanjian terscbut tidak diatur mcngcnai balas waktu berakhirnya 

perjanjian. Namun ada perjanjian tunman yang berlaku untuk pcriode 

bulan Januari sampai dengan bulan Dcs:cmber yang dipcrpanjang 

seliap satu tahunn_ 

Pada tanggal 17 Maret 2004, Pelapor mcmbcrikan kelcrangan yang 

menyatakan memproduksi hologram mesklpun smH in1 masih 

melakukan usuha pcmasaran dan bclmn melakukan produksi secara 

komersial. Pernah membentuk konsorsium untuk mengqjukan 

pcnawanm sebagni pcmasok hologram pita cukai kcpada Perum 

Peruri78
:. 

Pada tanggal l9 Mnrel 2004, Perum Perurl mcnyatakan bahwa 

pelaksanakan Pcmturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000, yang 

mempunyai tugas unttlk mcncetak uang kcrlas dan uang logam sert.a 

mencetak dokumeo sekuriti yang mcnyangkut kcamanan ncgnra. 

Adanya Surat dari Ditjcn Bea dan Cukai Nomor SR-48!J3C/1995 

tentang Pengadaan pita cukai hasil tcmbakau dcngan memaka[ 

hologram pada tanggal 2 Mci 1995, sehingga mcngikutsertakan PT 

Pura Nusapersada da!am hal mencc!ak dan melekatkan hologram pada 

pita cukai. Selanjmoya mengadakan perjanjian kcrja sama dengan 

disaksikan dan disetujui oleh Ditjen Bca dan Cukai dimana pcrubahan 

otau pcmbatalan perjanjiao kerja snma hanya t!apat dilakukun sctclah 

mendapat perselujuan Diljcn Bea clan Cukai. Scbenamya at!n 3 (tiga) 

perusahaan selaln PT. Pura Nusaper;;mla yang mmnpu mcncctak dan 

me!ekatkan hologram pada pita cukai dan menjamin supply dan 

pcngawasannya maku Pernm Perurl menyurankan untuk membcntuk 

suatu konsorsium dalam mengajukan penawaran scbagai pemosok 

71 ibid. haL 2. 
"Jbid_. hal.3. 
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hologram pita cukai, namun Ditjen Bca dan Cukai tidak mcnyetujui 

pemasok hologram lebih dari satu pcrusahaan karena sulit 

pengawasannya79
• 

Pada tanggal I April 2004 PT. Pura Nusapersnda menyatakan bahwa 

memiliki kegiatan usaha di bidang produsen kcrtas dan hologram dnn 

konsumen. Seklmr taltun 1994 untuk pcngamanan tcrhadap pemalsuan 

yang banyak terjadi di!nkukan uji coba secara tcknis dengan Perum 

Penni dan mendnpat persetujuan dari Dltjcn Bea dan Cukai80
• 

Pada tanggal 9 Mci 1995, diadakan pe1janjian kerja sama antara 

Perum Peruri dcngan PT. Pura Nusapcrsada yang berlaku hingga sant 

lni dimana pe!aksanaan perjanjian dievaluasi setiap talwn. 

TanggallO Maret 2004 Ditjen Bea dan Cukai membcrikan keterangan 

bahwa berdasarkan Sural Kcputu.s<m Menteri Kcuangan Republik 

Indonesia Nomor 563/KMK/1979, Perum Peruri lclah dltunjuk 

langsung untuk mcncetak pita cukai don penunjukan itu tidak pernah 

bcmbah hingga saat !ni. Terhadap pc~fanjian tersebut di atus, dapat 

dlbalulkan asa!kun ada jaminan kepastiao kctersediann pita cukai81
• 

Pada tanggal 17 Mei 2004, Saksi I mcnyalakan bahwa scjak tahun 

1996 mcmiliki kemompuan yang sama dengan PT. Pura Nosapcrsada 

don baru mampu melengkapi persyaratannya pnda akhir tahun 2002R2
• 

Pada tanggal 24 Mei 2004, Saksi H mcmberikan keterangan bahwa 

telah mcndapatkan rckomendasl dari Botasupal dan bersedia untuk 

lknt serta dalam tender1n" 

Pada tanggal 8 Juni 2004, Saksi HI mcmberikan keterangan bnhwa 

okan membeli mcsin master apabila telah ada kepastian untuk mcnjadi 

penwsok hologram pila cukai dan tclah mcngajukan rckomendnsi 

namun hingga stmt ini Botasupal belum mcmberikan rckomendase0
. 

19 Ibid, hal. 3-4. 
so/bid, hu!. 4. 
~ 1 fbid, hal. 5. 
n Ibid, hal. 7. 
al Ibid 
'"Ib;d 
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Pada to.nggal 3l Mei 2004, meminta keterangan dari Ditjen Bea dan 

Cukal yang menyatakan setuju apnbita pengadaan hologram pita cukai 

dlbuka namun kendahmya perusahaan pengadaan harus menjamin 

kontinuit.as ketersediaan hologram dan tingkat keamamm. 

Kewenangan membatalkan perjanjian bcrada pada kcdua pilmk yang 

melakukan pcrjanjians.s, 

Pada tanggal 31 Mei 2004 Botasupal menyatakan bahwa berdiri 

berdasarkan lnslruksl Presiden Nomor 71 Tahun 1991 tentang Badan 

Koordinasi Pcmbernutnsan Uang Palsu dcngnn tugas dan \vewenang 

melakukan pengawasan dan pembinaan tcrlmdap pcrcctakan dokllmcn 

sekuriti. Bahwa ada 2 {dna) pcrusahmm hologram yang dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan hologram pita cukai yang berjumlab 17 

(tujuh belas} Milyar keping yaitu PT, Pura Nusapersada dan PT Knrya 

Aroma SejatL Babwa Botasupa! belum memberikan rekomendasi ijio 

usaha/operasi dokumen sekurtti kcpada Pelapor dengan alarum Pelapor 

masih mengambil mesio master dari hJar ocgerls6
. 

Pada tanggal 9 Jun[ 2004, Perum Peruri mcmberikan kctcrangan 

bahwa telah melakukan pcnjajakan unluk mcngurangi keterganlllngan 

pengadaan hologram namun tcrbcntur dengan adanya pcrjanjian 

tersebut di atas. Ditjcn Bca dan Cukai menyetujui pcmmjukan pihak 

lnin sebagai pcmasok hologram pita cukai namun belum pcruah 

direalisasikanN7
• 

Pada tanggal 10 Juni 2004, PT. Pura Nt1sapcrsada mcmberikan 

keterangan tidak berscdia menempatkan mesin ceLak dan pelekatan 

hologram pada Perum Pcruri denga:n alasan tidak dapat 

mengembangkan tckno!ogi hologram dan akan !erjadi inel1sicnsi. 

Tidak k.eberatan lmtuk mengubah perjanjian apabila bertcnlangan 

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Telah dilakukan 

nfbid, hal. 8. 
~6/bfd. 
17Jbid, haL 9. 
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perlemuan dengan pihak tcrkait yang menyepakati perubahan 

perjanjian Pengadaan Ho!ogram88
, 

Berdasarkan penyclidikan lapangan, sudah perusahaan hologram lain 

yang mampu untuk menjadi pemasok hologram pita cukai pada Pcrum 

Pcruri dilihat dari segi tcknis dan administratit89
• 

3.2.3.3 Pert:imbangan hukmn Pulusan KPPU 

! ) Terrrenuhinya unsur~tmsur pasal 17 ayat (I) dan (2) a dan b 

2) Ada itikad balk dar! Pcrum Perurl dan PT. Punt Nnsapersada 

dengan alasan scbagai beri~1Jt 

a) Pada saat pcrjanjian dlbuat, tidak ada pcrusahaan lain yang 

layak selain PT. Pura NLIS.Upcrsada; 

b) Perum Peruri dan PT. Pura Nusapcrsada berscdia mengubah 

kontrak untuk discsuaikan dcngan Undang-Undang No.5 

Tahun 1999; 

c) Ditjen Bca dan Cokni, Perum Peruri dan PT. Pura Nusapcrsada 

bcrsedia mclakukan tender terbuka dan transparan. 

3.2.3.4 Putusan KPPU Ter~adap Mo11Q11.Qli 

l) Mcnyatakun bahwa Perum Pcwrl dan PT Punt Nusapersada 

terbukti secara sah dan meyakinkan metanggar pasa.l l7 :ayat (!) 

dan ayat (2} hurufb litH.lang-undang Nomor 5 Tahun 1999: 

2) Memerintahkan kcpnda Pcrum Peruri dan PT. Pura Nusapcrsada 

untuk menghentikan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan alau pcrsaingan usaha tidak sehat; 

3) Memerintahknn kepada Penm1 Pcruri un!llk membuka pasar 

pengadaan hologram pada pita cukai dengan membcrikan 

kesempatan yang sama kepada setiap pclaku mmha untuk turut serla 

dalam pcngadaan hologram pada pita cukai mela!ui tender yang 

terbuka dan tnmsparan, selamba[-Jambatnya untuk pengadmm 

hologram poda pita cukai tahun anggaran 2005. 

s~Jbid. 
s'llbid. haL lO 
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3.2.4 Putusan KPPU No. 28/KPPU-112007 

3.2.4.1 Pclaku Usaha 

56 

I) Kopcrasi Karyawan Otorita Batam (KKOB) didirlkan pada tahun 

1983 dan mclakukan kcgiatan usaha di Indonesia dcngan kcgiatan 

usaha diantaranya jasa simpan pinjam, jusa pengadaan bnrnng, 

usaha pengndan penunahan, usaha jasa konsultan, jasa pertamanan, 

jasa cleaning service, usuha transportas.i umum!barang, pariwisata, 

pcrtanian, peternakan, dan pcrikanan, ekspor-lmpor, pcngadaan 

jasa warung telekomunikasi dan pes, stasiun pcngisian bahan ba.kar 

umum (SPBU), usaha pemmjang kegiatan Bandara Hang Nadim, 

usaha penunjang kegiatan pelabtJhan !aut, usaha apotck, usaha 

waserba, scrta jasa transportasi taksi dcngan nama Porl Taksi90
• 

2) Kopcrasi Pandu Wisata Batam didirikan pada tahun 200 I <.ian 

melakukan kegiatan usaha di Indonesia dcngan kegiatan usaha 

diantaranya jasa transportasi taksi dengan nama Taksi Pandu 

Wisata Batam91
• 

3) Kopcrasi Pengcmudi Taksi Durncstik Sekupang (KPTDS) didlrikan 

pada tahun 1998 dan me!akukan kcgiatan usaha di Indonesia 

dcngan kegiatan usaha diantaranya jasa trnns)h"lrtasi taksi dcngan 

nama Taksi KPTDS92
. 

3.2.4.2 Dudu~ Perkara 

Pada Januari 2007. KPI'U melalui Kantor Perwakilan Daewh Batam 

mclakukao pcnelitian tcrhadap jnsa pela.ynnan taksi di kota Batam Jan 

pada tanggal 23 Mel 2007 melakukan kegiatan pub/h.: headng, 

Berdasarkan kegiatan tersebut diketahui tercatat 22 (dua puluh dua) 

perusahaan taksi. Perusahaan~perusahaan lcrsebut bcroperasi di 8 

(delnpan) wilayah operasional yang bcrbeda, dimarm set!ap wilaynh 

'}{)Komisi Pengawas Persaingart USllbil RcpubEk lmlonesi:;, Putusan Pcrkan\ lnsintif No, 
28/KPPV-112007 Tt.-nlang Pengclolmm Taxi di Balnm oleh KDP'---rasi Pcg,awai Oi.o:ita Batam. hal. 
5-6. 

91 fh1d. ha!. 6, 
"~Jhitl 
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tersebut dikuasai o!eh 1 (satu) sampai 12 (dua bclas) badan 

usaha/koperasL Perusnhaan taksi yang tidak masuk dalam wi!ayah 

operasional yang telah ditentukan tidak dapat mcngangkut pcnumpang 

dari wilayah terscbut namun hanya dapat mcnganlar penumpang 

saja93
• Sedangknn Kepu!usan Walikota I3atam Nomor KPTS. 

228/HKIIX/200 I tentang Penyclenggaraan Angkutan Orattg dengan 

Kendaraan Umum di Jalan Kota BDtam ba.hwa wilayah operasi taksi 

mcHputi kota Batam dan terbuka bagi semua taksi sehingga tidak 

dibenarkan suatu perusahaan atau kopcrasi taksi tertcntu untuk 

memonopoli wilayah a!au tempar~tempat antrian taksi tcrtentu14
• 

Bahwa Badan Otorlta Batam sclaku pcngelola Bandara Hang Nadlrn 

dan Pelabuhan Domcstik Sckupang telah mcminta KKOB untuk 

menyediakan taksi di Bandara Hang Nadirn dan mcrupakan satu­

satunya, dimana kerja!Wtna dilakukan tanpa adanya [)Crjanjian lerttllis. 

PT Pinki pcrnah mencoba untuk mcminta izin operasi dl Bandara 

Hang Nadim kepadn Badan Otorita Batam sclaku pengelola bandara 

Hang Nadim, namun tidak mendapatkan jawaban. Pernah nda Taksi 

Ekseh.-ulifyang bcropernsi di bandarn Hang Nadim namun dicabut ijln 

opcrasinya dikarcnakan me:nerapkan tarif taksi dibawah tarlf taksi 

KKOB95
. 

Ballwa unit-unit taksi yang beropcrasi di Pelabllhan Domestik 

Sekupang adalah berasai dari 5 (limn) kopcrnsi taksi yaitu Koperasi 

Primkoppol (Taksi Metro), Kopankad, Primkopad (Taksi Bima), PT. 

Win Transport Utama (Taksi Win), dan Primkopal (Taksl Jala) 

kcnntdinn bergabung dalam 1 (satu) wadnh kopernsi KPTDS yang 

lidak me!llperbolehkan bagi Taksi lain lmtuk ikllt mcngantri pada jnlur 

antrian di Pelabuhnn Domestik Sekupnng. PT Pinki (Tuksi Pinki) 

pernah mencoba untuk meminta izin opcrasi di Pclabuhan Domestik 

QJ Ibid, haL 3. 
94 Ibid, hal. 11. 
9

' !bid, h<~L 13. 
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Sekupang kepada pengelola Pclabuhan Domeslik Sckupang, narnun 

tidak mendapatkan jawaban<m. 

Bahwa berdasarkan Sur at Kepuh1san Otorita Batam 

No.21/fUT/PMA/V1/1997 tanggal 19 Juni 1997 ientang Pembcrian 

Ijin Usaha Tetap nntuk menge!ola Pclubuhun Marina Clty kepada PT 

Marina City yang didirlkan pada buhm Oktober 1989 di Jakarta ynng 

kemudian bcrubah nama menjadi PT Scnimba Bay Resort ("PT 

Senimba"). Kemudian PT Senimbn membuat perjnnjian dcngan 

Kopcrasi Pandu Wisata unlUk memberikan jasa pelayanan taksi bagi 

penumpang di Pelabulum Marina City. Babwa pada saat pcmcriksaan 

perkara ioi tcrdapat 3 (tiga) pclaku usaha taksi yang bcropernsl di 

Pelabuhan Marina City yaltu PT Win Transport Ulama (Taksi Win), 

Koveri (Taksi Koveri), dan Kopernsi Pandu Wlsata (Taksi Pandu 

Wlsata), kctiga kopcrasi tcrscbut dikoordinasikan oleh Koperasi 

Pandu Wisata91
. 

Dalam pembe!aannya menyatakan bahwa KKOB tidak melaksanakan 

praktck monopo{i melainkan me!aksanakan konwsi yang mcmperolch 

izin operasional dari Bandara Hang Nadim. Mcngenai pcncablltan ljin 

yang dilakuknn karcna perusahaan yang bcrsangkutan tidak 

mclengkapi persyamtan sesuni ketenruan y'mg berhdw. KKOB tidak 

mengctahui adanya pcngajuun PT Pinki (Taksi Pfnki) kepada 

pengeloln B~mdara Hang Nadim untuk beropcrasi di Bandam Hang 

Nadim, Fasilitas tnksi Queue suda.h ada di Terminal Bandarn Hang 

Nadim. Namlln tidak berja!an penyclenggarmmnya di l\lar kompetensl 

KKOB". 

Pembelaan pengurus Kopcrasi Pandu Wisata Batam dcngan 

menyatakan bahwa mengurus dan menjalankan tala tcrtib yang su<.lah 

dlbuat oleh penguws terdahulu dan berjanji akan menja.lankan aturan 

%Ibid. bu115-l6. 
'}

1/bid, hnL iS 
"'Ibid, hal. 44. 
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- aturon yang ditctapkan oleh Pemcrinlah Kota Batam dan Pemerintah 

Pusat99
• 

Dalam pembelaannya KPTDS menyatakan bahwa akan tetap membela 

hak KPTDS yang tclah lama bernnung di Pclabuhan IJomestik 

Sekupang kctika kondisi hanya pelabuhan hanya bcrupa tonggak­

tonggak ~a 100
• 

3.2.4.3 P~rtimbangan hukUIJl Putus0-_n KPPL[ 

1) Terpenuhinyu unsur-tJOS\Ir dalam 17 Undang-Undang Nom or 5 

Tnhun 1999 

2) Badan Otorita Batam se!aku pengelola Bandara Hang Nadim, te!ah 

mcngirhnkan Surat Permohonan Pcrubahan Perilaku terlang.gal 24 

Marel 2008. 

3.2.4.4 Putusan KPPU Tcrhadap Monopoli 

I) Mcnyatakan KKOB, Koperasl Pandu Wisata Batam dan KPTDS 

secara sah dan mcyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999. 

2) Memerintahkan kcpada KKOB, Koperusi Pandu Wisata Bmam dan 

KPTDS untuk menghentikan praktck monopoli dalam pengclolaan 

taksi di Bandam Hang Nadlm, Pelabuhan Domcstik Sekupang dan 

Pelabuhan Marina City sejak putusan ini memi!iki kekuaran hukum 

tetap. 

3.3 Pcncrapan Monopoli Berdnsarkan Pcngumman Pasur 

Putusun KPPU No. 07/KPPU-L/2007 

3.3.1 Pdaku Usaha 

PT.Telckomunikasi Selular (Telkomsel) adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarknn Akta Notaris Pocrbaningsih Adi Warsilo, S.H. 

No. 181 tanggal 26 Mel 1995 dengan pcruba.han tcrnkhir Akta Notaris 

Nelly Sylvlnna S.H. No 3 tanggal 5 Mel 2003 dcngan alamal Wisma 

wlbid, hnL46-47. 
100/bid. hat 47. 
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Mulia lt. 15, JL Jend, Gatot Subroto No 42, Jakarta 12710. Melo.kukan 

kegiatan usaha dalam bidang pcnyediaan sarana dan penyelenggaraan 

jasa telekomunikasi bcrgerak termasuk Jasa Snmhungan Telcpon 

Bergerak Selular Global System For Mobile Communication (STBS~ 

GS.:vt) dengan layanan dual band 900/1800 jaringan GSM, GPRS, Wi­

Fi, EDGE, dan 3-G Techonology dalam wi!ayah hukum Rcpublik 

Indonesia101
• 

Produk utama dari PT Tclkomsel adalah: 

a. Kartu Halo, kartu GSM pasca bayar yang dipcrkenalkan pada tnhun 

J995 dengan total pelanggan hingga tahun 2005 telah mcncapai 

14,7 juta schingga merupakan market leader dalam pasar pasca 

bayar; 

b. Simpati, kartu GSM pra bayar pertama )f'&ng diperkenalkan di Asia 

pada tahun 1997 dengan target pasar middle class; 

c. Knrtu As, kartu GS'M pra bayar yang diperkcnalkan pada tahun 

2004 dengan target pasar }ow emf. 

Cakupan layanan PT Telkomsei adalah yang terluas di lmloocsia, 

mencapai lOO% dari kesc!uruhan kabuputen di Indonesia dan hampir 

40% dari selumh kecamatan di Indonesia 102
, 

3.3.2 Duduk Perkara 

Tclkomsel scjak masuknya KPN Bclanda pada tahun 1996 bcrubah 

statusnya mcnjadi perusalman Pcnanan1an Modal 

Asing {PMA} yang disetujut pada tanggal ll Maret 1996 o!eh BPKM. 

(Akta Notaris Sutjiplo SH No 194 tanggal 21 Juni 1996)103
• Struktur 

cro.ss~ownership Tclkom dan !ndosat di industri telckomunikasi 

setuler di Indonesia telah dihapus oleh pcmerintah sebagai tindak 

Jnnjut dari Kcputusan Menter! No 72 Trthun 1999 dalam bentuk swap 

kepcmilikan antara Tclkom dan Indosat terhadap Tefkomsel dan 

1
\l
1Komi$l Pcogawas Pcr:min,gan Us:1ht1 Republik tndoncsia, Putusun t>erkara Lapornn 

No.07/KPPU-L/2007 Tcnlnng Tcma;;ck. hul. 591. 
IU!Jbld. huL 40. 
10~Jbidhal.30. 
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Satelindo yang lerealis.:1sl tahun 200l 11J.1, Temasck melalui SingTe! 

1nengakuisisi saham Tclkomsel dari KPN Be Ianda sebcsar 22,3% padn 

akhir tahun 200L Kemudian pada JuH 2002 SingTel mcningkatkan 

kepcmillkan sahamnya dengan mengakuisisi kepemilikan Telkom 

pada Telkomsel menjadi sebcsar 35%105.Proses divestasi Indosat yang 

dHakukan o!eh pcmerintah pada akhir tahun 2002 mcnyebabkan 

beralilmya kcpemilikan Indosat kepada Singapore Technologies 

Tclcmedia Pte. Ltd.(SIT) yang merupakan anak perusahaan Tenmsck 

dan kemudian dimiliki oleh anak perusahaannya yang didirikan di 

Mauritius yaitu lndonesian Communication Limited (1CL)Itl6
. 

Sehingga dapat dllihat bahwa strnktur kcpemillkan saham adalah 

sebagai berlkut 

100?; 

':'er.tasek Rold!ngs 
(Private) Limited --- -'=======~=====:::1._ ___ ,,. 

.--------'':.:4' 15), 
Singapore 
':'cchnologies 
Tele:nedia Pte 

STT Com:n"Jnica~io-;;-1 
Ltd --~ I 

L::::;::_ __ -v-,~ 

Indonesia 
Communication 
:::..imited 

L lndosat 

l 

Singapore :J 
Teleco~unications 

I.td 

• 
Singapo::.:-e Teleco:n 
Mabile Pte Ltd 
• 

15> 

l'elkomsel 

Bcrdasarkan analisa yang dilakukan olch KPI1U, terbukti bahwa Temasek 

memiHki kcmampuan untuk mengendalikan Telkomsel dan lndosat 

1'H/bldbal 114. 
mslhidhal. 13-14. 
1w;lhidhul. 10. 
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sehingga struktur cross ownership pada pasar telekomunikasi selnler di 

Indonesia terbentuk kembali 107
_ 

Dalam tanggapannya Te!komsel mcnyataknn bah\va istilah "memiliki 

saham" menurut Undang-Undong No. 5 Taltun 1999 harus diartikan 

sebagai "kcpcmillkan IMgstmg". Dengan demlklan, kcsintpulan yang 

seharusnya dikeluarkan olch KPPL: berkairan dengan "Cross· 

ownershtp108
" ada!ah: TJDAK TERBUKTl ADA CROSS-

OWNERSHIP'"'-

3.3.3 Pertimharumn bukum Putusat1 KPPU 

I) Terpenuhinya unsuHmsur pasal 17 ayat (1) Undang~Undag No. 5 

Tahun 1999. Penjelasan unsuNmsur dilakuka.n secara rinci yang 

meliputi: Pelaku Usaha, Pangsa Pasar, Perilaku termasuk didalnmnya 

pcmbahasan mcngenai price leadership dan harga cksesif, juga 

membahus dampak yang didalammyn ]llga mem«parbn mengcnai 

kompetisi dalam industri sclulcr lndoncsia, profit ekscsif dan kcrugian 

konsomen. 

2) Bahwa kcgiatan ckonomi di Indonesia perlu dijalankan bcrdasarkan 

asas dcmokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun I 999. yaitu kcgiatan ekonomi yang 

mempertimbangkan kescimbangan kepentingan pclaku usaha dan 

kepentingan umum, 

3) Bahwa semua kegiatan usaha dl lndoncsia bertujuan untuk menjamin 

kcpenlingan umum dan meningkatkan efisiensi ckonomi nasional 

sebagni salah satu upaya dalam meningkatkan kescjahteraan rakyat 

4) Bahwa pcmerintah dalam mclakuknn privatisasi dalam bcrbagai 

bentuknya pctlu memperh»tikan ketcntmrn Undang~Undang Nomor 5 

Tahtm 1999. 

-----
\:}7/bid, tmUJ4. 
105Kcpcmilikan silang s:mgat b:..-rkaiwn deng::m p!;!tlguasaan lilas produksi dan o.t<m 

pemnsar»n jasn yang mcrupakan salah salU unsur Ualam pusal 17 Undang-Undang No.5 Tahun 
1999 y;mg harus dlbuktikan olch KPPU. 

1
Q

9Jbid, huL574. 
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5) Bah\va semua pihak di Indonesia perlu berupaya maksimal untuk 

mencegah terjadinyu penwsatan kckuatan ekonomi olch pelaku usaha 

terten(u, termasuk meta lui kepcmilikan silang. 

6) Bahwa sektor telckomunikasi merupakan scktor slrategis yang meliputi 

satelit, jaringan kabcl bawah !au!, dan microwm>e links yang 

menguasai hajat hidup orang banyak, schingga pcmerintah herhak 

mengatur agar tidak tcrjadi pelanggaran hak~fmk kcdaulatan Indonesia 

dalam mcmiliki akse:s tc!ekomunikasi international. 

7) Bahwa sektor tclekomunikasi adalah seklor yang penling dan 

memberikan kontribusi yang substansial terhadap perkembangan 

ekonomi nosional meskipun telah terdapal banyak operator tetapi 

belum menunjukkan kincrja pcrsaingan yang optimum; 

8) Bahwa penegakan UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan upaya unhtk 

men jam in kepastian hukum bagi pe!aku usaha. 

9) Sesuai dengan ketcntuan UV No 5 Talmn 1999, Majclis Komisi dalam 

perkara ini tidak bcrada pada posisi y-ang berwcnang met1ialuhkan 

sanksi ,ganti rugi untuk konsmncn. 

3.3A Putusan KPPU JcrhtlPau._Monop:p!i 

I) Menyatakan bahwa Telkomsel tcrbukt! secam sah dan mcyukinkan 

mclanggar Pas:al 17 ayat (I) Ul! No 5 Tahun 1999. 

2) Memcrintahkan kepada Temasek bersama-sama STT, SIT 

Communications, Asia Mobile Holding Company, A:.-ia Moblle 

Holdings, ICL, lndonesia Communication, SingTel, dan Singapore 

Telecom Mobile untuk menghentlkan tindakan kepcmilikan sahatn dl 

Telkomscl dan lndosat dcngan cara melcpas selumh kcpemilikarl 

sahamnya di salah satu perusahaan tcrsebuL Dalam \Yaktu paling lama 

2 (dua) tahun lerhitung sejak putusan ini mcmiliki kekuatan hukum 

lCt'dp. 

3) Pelepasan kepcmilikan saham sebagaimana dimaksud d! atas 

dilakukan dcngan syurat sebugai berlkut: 
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a) untuk masing-masing pembcli dibatasl maksimal 5% dad total 

saham yang dilepas; 

b) pcmbeli tidak bolch terasosiasi dcng.un Temasek maupun pembcli 

lain dalam bemuk apa pun. 

4) Mcmerintahkan Tclkomscl untuk menghcntikan praktek pcngcnaan 

tarlf tinggi dan menurunkan tarlf laya:nan selular sekurang-kurangnya 

sebcsar 15% (lima bclas pcrscn) dari tarif yang berlaku pacta tanggal 

dibacakannya putusan ini. 

5) Mcnglmkum Tclkomsel me:mbayar dcnda sebcsar 

Rp.25.000.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus 

disetor ke Kas Negara. 

3.3.5 Pertimbangan Hukwn Kasasi 

1) Bahwa Temasek tcrmasuk "Pelaku Usaha" sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal I ayat (5) Undant.HJndang No. 5 Tahun 1999 

karena dari fakta-fakta yang terungkap di pcrsidangan terhllkti bahwa 

Tcmasck tclah mclakukan kegiatan usaha mela!ui anak 

perusahaannya, sehinggn walaupun Temasek tidnk secara langsung 

melakukan kegiatan usaha, namun dengan melalui anak 

pemsahaannya yaitu SIT, S1T Communication, Asia Y1obile Holding 

Company, ICL, Lelah menguasai saham lndosat lebih dari 40%. Begltu 

pula Temasck melalui SingTcl (Temasck sebagai pemcgang saham 

54, 15%) telab mcngtwsai 35% sahatn Tclkomsel. 

2) Bahwa dengan dikuasafnya saham dl lndosat iebih dari 40% dan 

Telkomsd 35% olch Temasek, maka lcrcipta pemusatan kckuasaan 

ekonomi atas pasar te!ekomunikasi di Indonesia sehingga dapat 

menentukan harga barnng dan/atau jasa telckomuniknsi, 

3) Bahwn telah dapnt dibuktikan Temasc-k menguasai pangsu pasar 

telekomuoikasi Indonesia lebih dari 75%, sehingga berpotcnsi tmtuk 

terjadinyn praktek monopo!i, 

4) Bahwa tidak ada saUl aturno yang memberi kewcnaogan kepada 

Komisl Pengawas Persaingan Usaha maupun Pengadilan untuk 
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menentukan kcharusan bagi peluku usaha yang terbukti mclnkukan 

praktek monopoli unh1k melepaskan sahnmnya dalam jumlah tertentu, 

karena yang terpcnting adalah lidak lagi 1erjadi pemusatan yang 

menimbu!kan atau bcrsifat monopoli atas pasar telekomunikasi 

Indonesia. 

3.3.6 P~tt~Jsan Kas~t§.i 

1) Menyatakan bahwa Telkomsel terbtlkti secara sah don meyakinkan 

melanggar Pasa! l7 ayat (I) UC No 5 Tahun 1999. 

2) Memerintahkan kepada Ternasek bcrsama-suma SIT, S'rf 

Communications, Asia ~·1obi!e Holding Company, Asia Moblle 

Holdings, JCL, Indonesia Communication, SingTel, dan Singapore 

Telecom untuk menghentikan tlndakan kepemilikan saham di 

Tetkomsel dan Indosat dcngan cam melepas scluruh kcpemilikan 

sahmnnya di sntah satu pcrusahaan tersebut dalam waktu pu!iog lama 

12 ( duabc!as) b11lan terhitung scjak pumsan ini memiliki kekm1ta.n 

bukum tetap 

A tau 

mengmangi kepcmilikan saham masing-masing 50% di PT. 

Telkomscl dan lndosat dalam waktu paling lama 12 { duabdas) bulan 

terhitung sejak putusan ini memillki kckuatan hnkum letap. 

3) Memerintahkan kcpada Temasek, bcrsama~sama STI', STf 

Communications., Asia Mobile Holding Company, Asia Mobile 

Holdings Pte, ICL, Indonesia Communication, Sing Tel, dan Singapore 

Telecom Mobile untuk memutuslmn perusahaan yang akan di!cpas 

kepemilikan sahmnH)'a serta mclepaskan hak 1mara dan hak untuk 

mcngangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusah,mm yang 

akan dilepas sampai dengan dilepasnya saham secaro kcseluruhan atau 

mengurangi kepemilikan saham masing·masing 50% di Telkomscl 

dan Indosat. 
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4) Menghukum Telkomunset mcmbayar denda sebesar 

Rp.l5.000.000.000,00 {lima belas milia:r rupiah) yang hams disctor kc 

Kas Negara. 
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BAB4 

ANALISA YURIDIS PE:-lERAPAN MONO!'OLI 
DALAM PUTUSAN-PUTUSAN KPPU 

4.1 Konsistensi Putusan~l'utuSilD KPPU Terbadap Pcnerapan Pnlktck 

MonopoU 

Kriteria mcngenai rnonopoli dapat dtkctahui pada pasal l7 Undang­

Undang No.5 Tabun !999 yang menyatakan sebagai bcrikllt: 

1. Pelaku usaha dilarang mclakukan pcnguasaan atas produksi dan atau 

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengak1batkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau pcrsaingan usa.ha tidak schat 

2. l'elaku usaha patut diduga aum dlanggap melakukan pcnguasaan atas 

produksi dan atau pemasaran banmg dan atau jasa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) apabila: 

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan bclum ada substansinya; 

atau 

b. mengakibatkan pdaku usaha lain tidak dapat nuiSllk kc dalam 

persaingan usaha barang dan a!au jasa yang sama; atau 

c. satu pelaku mmha atau satu ke!ompok pelaku usalm mcnguasai 

leblh dari 50% (lima puluh pcrscn) pangsa pasa!' satu jcnis barang 

atau jasa tertcntu, 

Dari ketentuan tersebul di alas dapat disimpulkan babwa kriteria dar[ 

monopoli mcllpllti: 

L Pelaku Usaha 

2. Pcnguasaan Atas Produksi dan alau Pcmasaran Barang dan atau Jasa 

dengan kondisi: 

o.. barang dan atau jasa yang bers:angk~1tan belum ada substansinya; atau 

b. mengaklbatkan pclaku usaha lain tidak dapa1 masuk kc dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau 

c. satu pclaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha mcnguasai lebih 
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dnri SO% (lima puluh pcrsen) pangsa pasar satu jcnls barang atau jasa 

tertentu. 

3. Mengukibarkan Terjadinya Praktck Monopoll 

Berdasarkan kriterit:t tersebut di atas., akan dianalisa konslstensi pertimbangan 

hukum terhadap putusan KPPU perkara No.22/KPPU-L/2007 dcngan pelaku 

usaha PT. Angkasa Puro l, No. 04/KPPU-I/2003 dcngan Pelaku Uroha 

PT.Jakarta International, No.Ol/KPPU-L/2004 dengan Pe!aku Usaha PT. 

Pelindo I, No. 03/KPPU-L/2004 dengan Pelaku Usaha Pcrusahaan Ummn 

Percetakan L;ong Republik Indonesia (Perum Peruri} dan PT Pura 

Nusapersada, No.08/KPPU-lf2005 denganPelaku Usaha PT Surveyor 

Indonesia (Persero)dan PT Superintending Company of Tndonesia (Persero). 

No. 28/KPPU-I/2007 dengan Pe!aku Csaha Koperasi Knryawan Otorim 

Batam (KKOB), Kopera$1 Pandu Wisata Alam dan Koperasi Pcngemudi 

Taksi Domestlk Sekupang {KPTDS) dan No. 07/KPPU-L/2007 dcngan 

Pelaku Usaha PT.Telekomunikasi Selulnr. 

Konsisteosi yang dimaksud daiam analisis pada kasus-kasus ini adalah 

konslstcnsi pertimbangan hukum antarn majclis komisi yang satu dengan 

yang lainnya dengan pembahasan scbagai berikut: 

4.1.1 Pclaku Usaha 

Apabila dilihat dari saHI putusan dcngan putusan yang lainnya, 

ditemukan 3 (liga) mncam bcntuk dalam pntusan KPPU yang bcrkaltan 

dengan kriteria pclaku usaha yaitu pcrtama, yang menjelaskan 

pengcrtian dari pelaku usaha !crlcbib dahulu sebagaimana tercanlmn 

pada pasal I angka 5 t:ndang~Undang No. 5 Tahun 1999 kemudian 

menuojuk pelaku usaha yang dimaksud scdangkan pcnjelasan mengcnai 

pelaku usaha mengacu pada penjelasan yang tetah ada sebelumnya. 

Kedua, yang tidak mcnjelaskan pengerlian dari pelaku usaha 

scbagaimana tercantum pada pasal I nngka 5 Undang-Undang No.5 

Talmn 1999, pertimba.ngan 1.msur pelaku usaha langsung menunjuk 

pelaku usaha. Ketiga, yang tidak menjelasknn pengertian pclaku usaha 
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terlebih dahulu sebagainu:ma dijelaskao padu pasal l angka 5 Undang­

Undang No. 5 Tahun 1999 dan juga tidak mcnyebutkan pelaku usaba 

tertentu yang mcmenuhi kriteda pclaku usaba sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasall7 Undang~Unda:ng No, 5 Tahun 1999. 

Bcntuk pertama ditemukan pada 5 (1[1na) putusan KPPU yang 

meliputi perkara No.22!KPPU~LI2007 dengau peluku usaha PT. 

Angkasa Pura J, No.OI/KPPU~L/2004 dengan Pclnku Usaha P'L 

Pclindo 1, No.OS/KPPU-l/2005 dengan ]Jclaku Usaha PT Surveyor 

Indonesia (Perscro)dan PT Superintending Company of Indonesia 

(Perscro), No. 28/KPPU-T/2007 dengan Pelaku Usaha Kopcrasi 

Karyawan Otorita Batam (KKOB) dan Koperasi Pengenmdi Taksi 

Domcstik Sekupang (KPTDS)dan No. 07/KPPU-L/2007 dengan Pelaku 

Usaha PT.Telekomunikasi Selular. Bentuk kedua ditemukan pada 

pulllsun majelis komisi perkara Putusan KPPU No.04/KPPU-Jl2003 

dcngan Pelaku Usaha PT. Jakarta International. Scdangkan bentuk 

kelign ditemukan pada puLusan majelis komisi pckara No. 03/KPPU­

L/2004 dengan Pelaktl Usaha Perusahaan Umum Percctakan Uang 

Republik Indonesia (Perum Pcruri) dan PT Pura Nusapersada. Dalmn 

kasus ini, majclis komlsi tidak membnktikan pelaku usaha unsur dari 

pasal 17. 

Dengan demikian, majelis komisi tidak konsisten dalmn 

merumuskan atau mcnguraikun pcngertian pelaku usnha antara pultlsan 

kasus. yang satu dcngan yang lainnya. 

4.2 Penguasaan Atas Produksi dan atatl Pcmasaran Bamng dan atau Jasa 

Berdasarkan analisa terhadap pu!usan-putasan KPPU yang Lcrkalt 

dengnn pasal mengenai monopoli dapat diketahui bahwa ada pcnctapan 

pasal yang tidak konsislen pada putusan-putusan yang dianalisa, 

Dim ana para pclaku usaha dalam putusan KPPU dinyatakan secara sah 

dan menyakinkan mehmggar pasnl 17, Pasal 17 ayat (I}, atau pasal17 

ayat (1) dan ayat (2) hmuf b Cndang-Undang No. 5 Talum 1999. 

Perbedaan tersebut akan sangat terlihat ketika putu&<n-pur:usnn tcrsebut 
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diioventalisir berdasarkan pcnguasaan pasar. Perbcdnan tersebut a:kan 

disajikan dalam 3 (tiga) pendekatan yaltu pcndekatan pertama dcngan 

mcmbandingkan putusan-putusan yang menjatuhkan pnsal yang sama 

dan pendekatan kedua dengan membandlngkan putusan-pulusan yang 

menjatuhkan pemenuhan unsur-unstlr yang sama dan yang ketiga 

membanding dalam satu kasus hubungan antara pcmenulum unsur­

unsur penguasaan pusar dengan pasal yang dijatuhkan. 

Dengan mcnggunakan pendekalnn pcrtama yang membandingkan 

pcncrapan pasal yang dijattthkan dapat dikecahui bahwa dari 7 (tujuh) 

putusan KPPU yang diamtlisa dapat dapat dibagi Jl1enjndi 3 (tiga) 

kclompok yaitu kelompok pertama adalah putusan KPPU yang 

menjatuhkan pasal 17 Undang-Undang No.5 talmo 1999 kepada pclaku 

usaha terdapat dari 3 (tiga) putusan, kelompok kedua adalah putusan 

KPPU yang menjatuhkan pasai 17 ayat (J) Undang-Undang No.5 tnbun 

! 999 kepada pelaku usaha terdapat 3(tiga) purusan dan ke!ompok ketiga 

ada!ah putusan KPPU yang mcnjatuhkan pasa! 17 ayat (1) dan (2) 

hurufb terdapal I (satu) putusan. 

Kelompok pertama, pendekatan bcrdasarkan persamaan pasal yang 

dijatuhkan yaitu pasal i7 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 adalah 

putusan KPPU pcrkara No. OIJKPPU-U2004 dengan Pelaku Usaba PT. 

?clindo I, No,OSJKPPU-I/2005 dengan Pelnku Usaha PT Surveyor 

Indonesia (Perscro) dan PT Superintending Company of Indonesia 

(Persero) dan No. 28/KPPU-U2007 dengan Pelaku Us»ha Kopcrasi 

Karyawan Otorita Batam (KKOB), Kopcrasi Pandu Wisuta Batam dan 

Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDS), Antara 

putusao No.O l/KPPU-U2004 dengan Pelaku Usaha PT. Peli11do I dan 

No. 23/KPPU~IJ2007 dengao Pclaku Usaha Koperasi Karyawan Otorita 

Batam (KK013), Kopcrasi Pandu Wisata Batam dan Koperasi 

Pengemudi Tn.ksi Domcstik Sekupang (KPTDS) lcrdapat kesammm 

yaitu langs:ung menjelaskan bahwa pelaku usaha telah melakukan 

tindakan monopoll baik yang dilakukan berdasarkan perjanjian maupun 

berdasarkan perYinan, tanpa menjelaskan tindakan dari petaku usaha 
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yang patut diduga melakukan pengnnsaan atas produksi dan atau 

pemasaran barnng dnn arau jasa seperti yang tercantum pada pasa! 17 

ayat (2). Sedangkan putusan KI'PU pcrkam "t>o.OI/KPPU-L/2004 

dengan Pe!aku Usaha PT. Pel indo I menjelaskan penguasan pasar yang 

dimaksud adalah sebagaimana yang tercanlun1 pada pasal I 7 ayat (2) 

htlrllf a yaitu barang dan atau jasa yang bersangkutan bclum ada 

substansinya. 

Kelompok kedua, pendekatan berdasarkan persamaan pasal yang 

dijatubkan yahu pasal 17 ayat (I) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 

adalah putusan KPPU perkara No. 22/KPPt:~L/2007 dengan pcluku 

usaha PT. Angkasa Pura 1, No. 04/K!)PU-f/2003 dengan Pelaku lJsaha 

PT.Jakarta lnternarional dan No. 07/KPPU-U2007 dengan Pclaku 

Usaha PT.Tclekomunikasi Selular. Anlara putusan KPPU No, 

221KPPU-LI2007 dcngan pelaku usaha PT. Angkasa Puro I dan No, 

07/KPPU~L/2007 dengan Pelaku Usaba PT.Telckomunikasi Selular 

terdapat kesmnaan yaitu pemenuhnn pcngausaan pasar tidak disertai 

dengan pcnguasaau pasar sebaga[mana yang tercanmm pada pusal ! 7 

ayat (2). Sedangkan putusan perkara KPPU No. 04/KPPU-1/2003 

dengan Pclaku Usaha PT.Jakarta International membahas mengenai 

pcnguasaan pasar sebagaimana yang tercantum pada pasal 17 ayal (2) 

huruf c UndangvUndang No. 5 tahun 1999 yaitu penguasai pasar lebih 

dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa 

tertentu. 

Kelompok ketiga dari pcndckatan berda:sarkan pcrsamaan pasal 

yang dijatuhkan, yailu pasal 17 ayat (l) dan (2) hurufb adalah putusan 

KPPU No. No. 03/KPPU-L/2004 dengan pclaku usaha Perum Perurl 

dan PT Pura Nusapersada, dimana pmusan perkara ini berbeda dcngan 

6 (enam) putusan KPPU lainnya. Pada putusan ini majelis hakim 

mempertimbangkan unsur penguasmm pasar scbagaimana yang 

tercantum pada pnsal l7 ayat (2} huruf b yaito tindakan pclaku 

mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapnt masuk ke dalam 

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sanHt. Kemudian dalam 
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pumsannya mencatumknn bahwa pelaktl usaha selain melnnggar pasal 

17 ayat (l)jt1ga melaggar ayat (2) lmrufb. Sedangkan pada 6 (enam) 

pulusan lainnya KPPU yaitu putusan KPPU No. 22/KPPU-L/2007 

dengan pelau usaha PT. AP I, No. 04/KPPU-r/2003 dengan pclaku 

usaha PT. JICT, No.Ol/KPPU-L/2004 dcngan pelaku usaha Pelindo I, 

No.08JKPPU-ll2005 dengan pelaku usaha PT Surveyor lodoncs1a 

(Persero)dan PT Superintending Company of Indonesia (Persero), No. 

28/KPPU~l/2007 dengan pelaku usaha Kopcrasi Karyawan Otorita 

Batam (KKOB), Koperasi Pandu Wisata Batam dan Koperas:i 

Pengemudi Taksi Domestik Sckupang (K!lTDS) dan No. 07/KPPU· 

L/2007 dcngan pelaku usaha PT. Tclkomsel dalam pertimbangan 

hukwnnya ada yang mcncantumkan pemenuhan unsur pada pasal ! 7 

ayat (2) huruf a, b dan atau c namun atlan juga yang tidak 

mencantumkan pemenuhan posal 17 ayat (2). Pada kenyataannya h.anya 

ada satu putusan yatru perkaru No. 03/KPPU-L/2004 dcngan pelaku 

usaha Perum Pcruri dan 1rr Pura Nusapersada yang mencantumkan 

pasal 17 ayat (2) dalam putusan perkaranya, 

Pendekatan ked1m dengan membandingkan putusan·ptltusan yang 

meojatuhkan pemennhan unsur~unsur yang sama. Derdusarkan 

pendekaw.n ini, 7 (tujuh) puHlsan yang dianalisa dapat dibagi menjadi 

dua bagian yaitu pertama adalah pulusan yang dalam pertimba.ngan 

hukumnya tidak mcngkaitkan penguasan pasar sebagaimana yang 

lcrcantum pada pasa.l 17 ayat (2) dan kcdua adah.Jh keputusan yang 

dalam pcrtimbangan penguasaan pasar mengkaitkan dengan ketentuan 

sebagaimana yang tercanLum pada pusal 17 ayat (2). Adapun putusan 

KPPU yang termasuk Ualam hnglan pertama ada 3 (tiga) putusan yaitu 

putusan No. 22/KPPU-L/2007 dengan pclaku usaha PT. AP I, 

No.08/KPPU~J/2005 dengan pelnktl usaha PT Surveyor Indonesia 

(Persero) dan PT Superintending Company of [ndoncsia (Pcrscro) dan 

No. 07/KPPU-l/2007 dengnn pelaku usaba PT. Telkomscl. Sedangkcm 

puiusnn KPPU yang tem1asuk da!am bagian kedua ada 4 (cmptlt) 

putusan yaitu pulusan No. 04/KPPU-Ii2003 dengan pclaku usaha PT. 
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JICT, No.OIIKPPU-L/2004 dengan pelaku usaha PT. Pelindo I, 

No,03/KPPU-L/2004 dengun pelaku usaha Perum Pentri dan PT Pura 

Nusapersada dan No. 28/KPPU~I/2007 dcng.nn pclaku usaba Kopetasi 

Karyawan Ororita Batam (KKOB), Kopcrasi Pandu Wisata Bauun dan 

Koperasi Pengemudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDS). 

Pada putusan bagian pcrtama ditemukan kctidakkonsistenan KPPU 

dalam menjatuhkan pasal kepada pelaku usaha yaitu pada pertimbangan 

penguasaan pasar yang ridnk mengkaitkan pada pasal 17 ayat (2) 

terdapat 2 (dua) macam putu;:;un yakni putusan yang 111enjatuhkan pasal 

17 ayat (1) Undang-Undang No.5 Talllln 1999 kepada pelaku usaha 

yaitu pada putusan KPPU No. 22/KPPU-L/2007 dcngan pclaku usaha 

PT. AP l dan No. 07/KI1PU-L!2007 dengan pelaku t1saha PT. 

Telkomscl dan putusan yang mcnjatuh pasal 17 Undang~Undang No. 5 

Tahun 1999 kcpada pclaku usaha yaitu putusan 1\o.08/KPPU·Il2005 

dengan pclaku usaha PT Surveyor fndoncsia (Persero)dan PT 

Superintending Company of Indonesia (Persero). 

Pada putusan bagian kedua juga ditemukan kctidakkonsistenan KPPU 

dalam menjatuhkan pasal kepada pelaku usaha. dimaml terdapat 3 (tiga) 

mncam penjatuhkan pasat y:-un1 pertmna, ada dua perkam yang 

dijatuhan pnsnl 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu putusan 

No.Ol/KPPU-L/2004 dcngan pclaku usaha PT. Pelindo 1 dan No. 

28/KPPU-I/2007 dcngan pelaku usahn Koperasi Karyawan Otorita 

Batam (KKOB), Kopcrasi Pandu Wisata Batam dan Koperasi 

Pengemudi Taks:i Domestik Sekupang (KPTDS). Kedua, penjatuhan 

pasall7 ayat (l) Undang-Undang No.5 Talum 1999 pada putusan No. 

04/KPPli~l/2003 dengan pelaku usaha p'f_ JICT. Ketiga, penjutuhan 

pasal 17 ayat (I) dan nyat (2) hurufb Undang~Unda.ng No. 5 tahun 1999 

pada putusan No. 03/KPPU~L/2004 dcngan pclaku usaha Perum Peruri 

dan PT Pura Nusapersada. 

Pcndckatan ketiga membanding dalam satu kasus hubungan aniara 

pemenuhan unsur-unsur penguasm.m pusnr dcngnn pasal yang 

dijatuhkan. Walaupun KPPlJ tcrllhat tidak konsisten dalam 
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menjatuhkan pasal terkait tindakan pmkrck monopoli, nnmun secara 

garls bcsar dapat diketahui bahwa jika scmua tlnsur pada pasal l7 ayat 

(1} terpcnuhi baik dengan mengkaitkun pcnguasaan pasar dengan 

kctentuan pada pasal 17 (2) alnu tidak, pulusan KPPU akan 

mcnjatuhkan pasal 17 arau pasal J 7 ayat (I) Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999. Klmsus pada putusan No. 03/KPPU-L/2004 dengan 

pelaku usaha Perum Peruri dan PT Pura Nusapcrsada dijatuhkan pasa! 

17 ayat (I) dan (2) hnrufb lJndang-Undang No. 5 Tahun 1999, padalml 

dalam penimbangan hukumnya secara tegus dapat dlketahui bohwa 

pclaku usaha juga memcnuhi syarat terhadap pelangganm pasal 17 ayat 

{2) huruf a. Scdangkan pada pulusannya pasal 17 ayal {2) lum1fa Hdak 

dicantumkan. 

4.3 Mengakibatkau Terjadinyu Praktek Monopoli dan atau PersaingQJ! 

Usaha Tidak._SchaL 

Sctclah meJakukan pcnc!aahan terhada.p 7 (tujuh) potusan KPPU 

yang menjadi objck penelilian lcrkait dengun tmsur kctiga paUa pasnl 17 

Undang~t:ndang :No. 5 Tahun 1999 yaltu mcngaklbatknn tcrjadinya 

praktek monopoli dan atau persningan usaha tldak sehat, maka dapat 

dlkctuhui bahwa KPPU dalam rangka pembuktian unsur tcrscbut di atns 

secara garls bcsar melakukan 2 (dua} macam pcrincian. Pertama, 

menjabarkan tindakan pclaku usaha tertcntu yang berhubungan 

langsung dengan pnsal yang dilanggar. Kedua, menjabarkan scmua 

tindakan pelaku usaha yang melanggar scmna pasui terkalt dengan 

praktek monopoti dan atau pcrsaingan tidak sehat. Rincian dari 

pcnyajian putusan bcntuk pcrtama scbagui bcriktlt: 

a. Penjelasan pengertian prnktek monopoli dengan mengacu pada pasal 

I ayat (2) Undang~Undang No.5 Tahun 1999. 

b. Penjelasan pcngertian pemusatan kckuatan ekonon1i yang 

mcrupakan bagian dari pcngcrtian prnktek !110liOpoH dengan 

mengacu pada pasall ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1999. 
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c. Pcnjabaran tinda.kan pclaktt usaha yang mcmenuhi krilerta scbagai 

tindakan penyalahgunaan praktck monopoli. 

d. Penjelasao pcngcrtian dari persaingan usaba titlak schat dengan 

mengacu pada pasal I ayai (6) Undang-Undang No.5 Tahun 1999. 

e. Penjabaran tindakan pe[aku usaha yang memenuhi krilcria sebagui 

tindakan yang menimbulkan persaingan ltsah tidak sehat. 

Sedangkan bcntuk penyajian yakni dengan pcrumusan kedua 

dengan rincian sebugal bcrikut: 

a. Penjelasan pcngertian pruktek monopoli dengan mcngacu pada pasal 

I ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999. 

b. Penjelasan pengertian pemusatan kckuatan ckonomi yang 

mcmpakan bag:ian dari pcngertian praktek monopoli dengan 

mcngacu pada pasal I ayat (3) Undang~Undang No. 5 Talmn 1999. 

c. Penjelasan pcngertian duri pcr.saingan u:;uha tidak selmt dengan 

mcngacu pada pasall ayut (6) Undmtg-Undang No.5 Tahun 1999. 

d. Penjubaran tindakan pcluku usaha yang mcmcnubi krlieria sebagai 

tindakan peny-.ilahgunaan praktek mooopoli dan yang menimbu!kan 

persaingan US!lh tidak sehaL 

Kctidakseragaman bcntuk penyajian putusan KPPU terkait dengan tmsur 

rincian yang mengakibatkan terjadinya praktck monopoJI dan atau per.saiogan 

usaha yang tidak sehat sebagai bcrikut: 

a. Penielasan 2cngertian praktek monopoJi.Y!!ULmengaju P-ada pasallJ!W 

ill__U.!J_Qang~Undang No. ~:fahun 1999. 

Pada 7 (tujuh) putusan KPPU yang dianalisa terkail dcngan 

pcngertian praktck monopoli diketalmi ada 3 (tiga) mm.:nm bcntuk yaitu 

perrama, yang mencatumkan pasal dan pengcrtian praktek monopoli, 

kondisi ini dapa.l dilihat pttda 2 (dua) putusan yaitu p11tusan No, 22/KPPU~ 

L/2007 dcngan pelaku usahn PT. AP I dan No.08/KPPU~II2005 dengan 

pelaku usaha PT Surveyor Indonesia (Pctscro) dan PT Superintending 

Company of Indonesia (Pcrsero). Kedua, yang hanya mencant1Jmkan pasal 

saja dimana kondisi in! dapat dlllhat pada 2 (dua) putusan yaitu putusnn 
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No. 04/KPPU-1/2003 dcngan pelaku usaha PT. JJCT dan No.OJ/KPPU­

L/2004 dengan pelaku usaha PT. Peliudo L Kctiga. yang tidak 

mencanwmkan pasal dan pengertian praklek monopoli ada 3 (tiga) putusan 

yaitu putusan No. 03/KPPU~L/2004 dengan pclaku usaha Perum Pcruri 

dan fYf Pura Nusapcrsada, No. 28/KPPU~l/2007 dengan pelaku usaha 

Kopcrasi Karyawan Otorita Batam (KKOB), Koperasi Pandu WisaLa 

Batam dan Koperasi Pengetnudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDS) dan 

No. 07/KPPU~L/2007 dengan pclaku usaha PT. TclkomseL 

b. Penlelasan p§tlgertlan penwsaj.Hn kckuatan ekonomi vang nwrupakan 

bagian dar! pengertian praktck monopoli dengan mengucu pada pasal 

avat {3) UndangwUndang No.5 Tahun 19.2_9-=-

Tcrkait dengan pengertian pcmusatao kekuatan ekonomi jug<.~ 

ditemukan perbcdaan dalam penyampDian putusan KPPU yung juga 

terbagi kc dalam tiga macam yaitu pertama, yang mencantumkan pasal dan 

pengcrtian pasal, terdapat 2 (dua) putusan yaitu No, 22/KPPU-U2007 

dengan pclaku usaha PT. AP 1 dan No.O l/KPPU-[)2004 dengan pclaku 

usaha PT. Pelindo I. Kedua, yang hanya mencantnmkan pasa! saja tanp~1 

pengertiannya yaitu putusan No.04/KPPU-I/2003 dengan pelaku usahn PT. 

JlCT. Ketiga, yang tidak mencantumkan pasal dan juga pcngcrtian dari 

pemusatnn kekuatan ckonomi terdapat 4 (cmpa!) pn1l1san yaitu No. 

03/KPPU-L/2004 dcngan pelaku usaha Perum Pcruri dan PT Pura 

Nusapersada, No.OS/KPPU-112005 dengan pelaku usnha PT Surveyor 

Indonesia (Perscro) dan PT Superintending Company of Indonesia 

{Perscro), No. 2&/KPPU-I/2007 dengan pclaku usaha Kopcrasi Karyawnn 

Otorita Batam (KKOB), Koperasi PanJu \V!sata Batam dan Koperasi 

Pcngcmudi Taksi Domcstik Sekllpang (KPTDS) dan No. 07/KPPU-U2007 

dcngan pelaku usaha PT. Telkomsel. 
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c. Peniabarun tindakan pelaku usaha. yang memcnuhi Jritcria scbagai 

tlndakan penyalahgunaan praktck monoroU,. 

Sctelah menjelaskan pcngcrtian praktek monopoli dan jug<1 terkait 

didalamnya mengenai pcmusatan kekuatan ckonomi, Lahap sclanjutnya 

menuujukan tindakan dari pelaku \l:Wim yang memenubi kctentuan 

penyalabgunaan praktek monopolL 

Bcrdasarkan 7 (tujuh) putusan yang dianaHsa. terdapa! 2 (dun) 

putusan yang menunjt1kkan tindakan pclaku usaha sehingga terjadi 

penyalahgunaan praktek monopoH yaitu putmmn No.Ol/KPPU~L/2004 

dengan pelaku usaha PT. Pclindo I dan No. 07/KPPU-L/2007 dengan 

pelaku usaha PT. Telkomsel. 

Dalam putusannya, KPPU juga menyebutkan tindakan yang 

mengakibatkan PT. Pelindo I mcmenuhi unsur penyalahgunaan praktek 

monopoli yaitu: 

1) Memiliki pcnguasaan yang menyeluruh arns layanan jasa 

kcpclabuhanan bcrdasarkan Undang~Undang :.Jo. 21 Tahun 1992 dan 

PeraLuran Pcmerintah No. 69 Tahun 200 I. 

2) Tarif penggunaan jasa bnngkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di 

TCK ditelapkrm oleh Pelindo I scbagaimana ditctapkan dalam Pasal 8 

ayat (l) Perjanjian Sewa Mcnyewa dan P'engopcrasian Gudang 109 dan 

l 1 I serta Lnpangan Penumpukan di Pelabulum Belawan 

Pada putusan KPPU mcngenai perkara PT. Tclkomseljuga mcncantumkan 

tindakan PT. Telkomscl yang memenuhi unsur penyaluhgunaan praktek 

monopoli sebagai bcrikut: 

I) Hambutan interkoneksi yang dilakukan olch Telkomsel. 

2) Ada pembelaan dari pelaku usaha terkait dcngan suksi dt.m rekayasa 

BliP, 

3) Pertimbangan KPPU 1erhadap pcmbelaan. 

4) Telkomscl melakukan price leadership. 

5) Tclkomsel menetapkan harga jasa seluler sccara ckscsit: 

Scdangkan 5 (lima) putusan KPPU lninya menyatakan bah"''" 

penyalahgtmaan praklck monopoli tidak Lerpcnuhi, dengan cam 
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penyampalan tcrbagi mcnjatli 2 (dua) macam yaitu putusan yang seeara 

tcgas menyatakan bahwn tidak ada t1ndakan pe!aku usaha yang mdanggar 

penyalahgunaan praktek monopoli yang dapm d!lihat pada pu!usan No. 

04/KPPU-J/2003 dengan pelaku usaha PT. JICT, Sementara 4 (empat) 

pt1tusan lainnya tidak membcrikan pcnjelas<m terkail dcngan tindakem 

pelaku usaha yang menyaJahgunakan praktek monopoli yaitu putusan No. 

22/KPPU-L/2007 dengan pelnku usaha PT. AP f, No. 03/KPPU-L/2004 

dcngan pelaku usaha Perum Peruri dnn PT Pura Nusapcrsada, 

No.OS/KPPU-l/2005 dengun pelaku usalm PT Surveyor lndoneslo 

(Perscro) dan PT Superintending Company of Indonesia (Pcrsero) dan No. 

2&/KPPU-J/2007 dengan pclaku usaha Koperasi Karyawan Otorita Batam 

(KKOB). Koperasi Pa.ndu Wisata Batam dan Kopcms:i Pengemudi Taksi 

Domestik Sekupang (KPTDS). 

d. Pcnjc\asan gengertian dnri oersaing1,1n nsaha tiduk sehu~ dcngan memmcu 

gad{!J?Stsal I ayat (6) L:ndUJ)_g::~ndang No.5 Talwr!...l999. 

Seperti pada pcnjclasan penge11ian darJ praktck monopoli buhw~ 

da!nm pcngertlan persaingao usah tidak sehat juga terdapat 3 macam 

bentuk pcnyampaian yang ada dalam 7 (tujuh) putusan KPPU yaitu 

pcrtama putasan yang menyebutkan pasal dan juga pengcrtian duri 

persaingan usaha tidak sclmL ada 3 (tiga) putusan yaHtl putusan t\o. 

22/KPPL:-L/2007 dengan pclaku usaha PT. AP I, NoJ}l/KPPU-L/2004 

dengan pclaku nsaha PT. Pelindo I dan No.08/KPPU-J/2005 dcngan 

pelakn us:aha PT Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Superintending 

Company of Indonesia (Persero). Kedna, pcnyampaian hanya dcngan 

menyebtltkan pasal saja tanpa menyebulkan pcngcrtian dari persaingan 

usaha ridnk schat yaitu pada puwsan No. 04/KPPlJ-1/2003 dengan pclnku 

usaha PT. JJCT, Ketiga, tidak ada pcnycbutan pasal dun juga pcngcrtian 

dari pcrsningan usaha tidak sehat, terdapai 3 (tiga) putusan yaitu pulusan 

No. 03/KPPU-L/2004 dengan pdaku usaha Permn Peruri dan PT Pura 

Nusapcrsada, No. 28/KPPU~l/2007 dengan pclaku usaha Koperasi 

Karynwan Olorila Batam (KKOB), Koperasi Pandu Wlsam Batam dan 
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Koperasi Pengcmudi Taksi Domcstlk Sekupang (KPTDS) tl~tn No. 

07/KJ>PU-U2007 dengan pelaku usaha PT. TelkomscL 

c. Penjabarun tindakan oelai.~JI usaha vann memcnuhi kriterla seba!!ai 

tindalrnn persaingan usnha tidak sehat 

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa dalam putusan 

KPPU lerhadap penjabaran tindakan pelaku o:wha yang memenuhi kriteria 

sebagai tindakan persaingan usaha tidak sehat. Penjabanm tersebut dapat 

dibagi menjadl 3 bagian yaitu pertama, 2 (dua) pulusan yang 

mcncantumkan tindakan pelaku usaha yang meyebabkan persaingan usaha 

tidak sehal yaitu putusan No.041KPPU-1/2003 dcngan pelaku usaha PT. 

JIC'r dan No. 07/KPPU-L/2007 deng-Jn pclaku usaha PT TelkomseL 

Putusan KPPU memaparkan Hndakan PT. JlCT yang menycbabkan 

persaingtm usaha tidak sehat yaitu denga:n mcnghambat opcrasionallsasi 

dermaga 300 atau Segoro dan dcrmaga 009 ntau MTI uotuk melayani 

aktivitas bongkar muat pctikemas di pasar bersangkutan, 

Paparan terhadap tindakan penyebab pcrsaingan usah tiUak schat 

juga ditcmukan patla pcrkarn PT. Telkomsc! yang menyatakan bahwa: 

1) lndustri setulcr Indonesia adalah tidak kompetitif, pcnjelasan 

menunjuk pada keternngan yang sudah dibcrikan sebclumnya. 

2) Telkomsel mcmperolch Profit Ekscsif. penjclasan menunjuk pada 

keterangan yang sudah diberikan sebelnmnya dan ada keterangan 

tambahan. 

3) Kcrugian konsumcn dcngan membcrikan kcterungan l'incian. 

Sehingga u;rdapat 5 (lima) putusan dima.na pcluku usaha iidak 

melakuknn persaingan usaha lidak sehat. Dari 5 (lima) p11tusan tcrscbut, 

tcrdapat 1 (satu) yang mcnjelaslum ada tindakatl pelaku usaha yang tidak 

menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yaitu putusan 1\:o. 

01/KPPU~L/2004 dengan pclaku usaha rT. Pclindo l yniLU dcngan 

mcnyatakan bahwa pcrsaingan dapat lcrjadi sebelum masuk ke d:alum 

pasar (competition jo1· the marker) atau persaingan dapat terjadi di dalam 

pasar (cmupe!Won in lhe market} pada kasus ini persaingan terjadi pada 
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saat sebclum rnasuk kc pasar yaitu dcngan ada aanwijzing pekerjmm, 

sehingga tidak terjadi persaingan usah ridak sehat 

Sedangkan 4 (empat) putllsan lainnyu yaltu No. 22/KPPU-L/2007 

dengan pclaku usaha PT. AP l, No. 03/KP11U-L/2004 dengon pclaku usaha 

Perom Pcruri dan PT Pura Nusapersada, No.O&/KPPU-T/2005 dengan 

pelaku usaha PT Surveyor fndonesia (Pcrsero} dan PT Superintending 

Company of Indonesia {Pcrsero) dan No. 2&/KPPU-I/2007 dengan pelaku 

usaha Koperosi Karyawan Otorita Batam (KKOil), Kopemsl Pandu Wisata 

Batam dan Koperasi Pengcmudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDS) tidak 

mcmberikan keterangan tcrkail dcngan pcn;aingan usaha tidak schaL 

[ PenjnQarao tindakan oelaku __ JJSaha yang mgJ}lCntlhi kriteri~. sebugai 

tindakan penyalahgunaan nraktck monowiLdan atau v:mg mcnimbt!!.~an 

persaingnn usaha tidak schat. 

Penjabamn tindakan pclaku usaha tidnk dibahas sccara parsial 

berdasarkan pasal~pasal yang dilanggamya. melainkan dijabarkannya 

tlndakan pelaku usaha unwk kemudhm dinyarakan sebagai tindakan 

penyalahgtmaan praklck monopoli dan atau persaingan usaha tidak schat. 

Dari 7 (tujuh) putusan yang dianalisa terdupat 4 (empat) putusan yang 

mcnggunakan pcnggabungml tindakan. sedangkan 3 (tiga) putusan !ainnya 

menggunakan penjelasan tlndakan secara parsia!. 1\dapun (empat) p11tmmn 

tersebut yailu; 

1) Putusan No. 22/KPPU-L/2007 dengan pelaku usalm PT. AP f, dimana 

lindakan gabungan yang mengakiba!kan penyala.hguoaan praktek 

monopo!i dan atau persaingan usahu tidak schat adalah !idak 

memberikan pcla:;.'anan dan kcamannn maksimal scstmi dcngan 

peraturan yang ada schingga para pcngg:una jasa berkurang tingkat 

kcscjahteraannya baik dari sis! pendapatan maupun dari sisi pelayamm 

yang dldapatkan. 

2) Putusan No. 03/KPPU-L/2004 dengan pclaku usaha Perum Pcn1ri dan 

PT Pura Nusapersada., dimana tindakan gabungan yang 

mengaklbatkan penyalahgunaan praktek n10nopoli dan <llau 
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persningan usaha tidak sehat adalah kegiatan yang mengakibatkan 

pcngllasaan atas seluruh produksi hologram yang difekatkan pada 

setiap pita cukai rokok. 

3) Putusan No.08/KPPU~ll2005 pclaku usaba PT Surveyor Indonesia 

(Pcrsero) dan PT Superlmcnding Company of Indonesia (Persero), 

dimnna tlndakan gabungan yang mcngakibatkan penyalahgunaan 

praktck monopoli dan atau persaingan usaha Hdak sehat adalah 

membentuk KSO yang secard langsung teiah mengaklbatkan 

terjadinya pemusatan kekuatan dan penguasaan penyediaan jasa 

verifikasi impor gula, sehlngga mengakibatkan: 

a) Para importir gula tidak mempunyai pilihan untuk mendapatkan 

penyediajasa verifikasi impor gula It~ in selain melalui KSO. 

b) Para importir tidak akan pernah me1nperoleh harga dan layanan 

pembanding. 

c) [mbalan yang haws dibayar oleh para importir menjadi rclatif 

sangat tinggi yang mcngakibiltk:m mcningkatnya biaya produksi, 

harga jual dall mengnrangi daya saing produk dimana 

pcningkatan biaya produksi dan kcnaikan lwrga jual produk 

sehingga akan semakin mcmbcbani konsumcn sebagai pengguna 

produk tersebul, dan hal ini mcngakibatkan kerugian bagi 

konswnen dan kepentingan umum. 

4) Putusan .Ko. 28/KPPU-I/2007 pelaku usaha Koperasi Karyawan 

Otorita Batam (KKOB), Koperasi P41ndu Wisata Balam dan Koperasi 

Pengemudi Taksi Domestik Sekupang (KPTDS), dimana tindakan 

gabungan yang mengaklbatkan penyalahgunaan praktck monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat ada!ah mcnguasai jasu pelayanan 

taksi yang mcngaklbatkan tidak adanya pcrsaingao, :;ehingga memiliki 

dampak sebagai berikut: 

a) Tidak ada pili han taksi lain. 

b) Mengakibatkan tldak te1jadinya persaingnn. 

c) Konsumen tidak mempunyai pillhan h1i11 dalam mcnggunakan 

jasa pelayanan t~ksi. 
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d) Konsnmcn harus membayar tnriftaksi lcbih maim!. 

Dalam pcmbahasan unsur "mcngakibatkan praklck monopoli dan ntau 

pcrsaingan us:aha lidak schat", terkait iindakan pclaku usaha, Putusan KPPU 

ada yang memuat pembclaan dari pelaku usaha dan ada yang tidak mcmuat 

pembelaan dari pelaku usaha. Selain itu juga tidak dapat kctahui kapan 

pembclaan dari pelaku usaha botch atau harus dinnml dalam putusan KPPU 

dan kapan tidak, padahal setiap pelaku usaha mcmiliki hak yang smna untuk 

melakukan pembelaan. Dari 7 (tujuh) putusan yang dianalisa hanya tcrdapat 2 

(dua) putusan memuat pembelaan pclaku usaha yaitu putusan No. 07/KPPU­

U2007 dcngan pelaku usaha PT. Telkomsel dan No. 28/KPPU-1/2007 

dengan pelaku usaha Koperasi Karyawan Otorita Batam (KKOB), Kopcrasl 

Pandu \Visata Batam dan Kopcrasi Pengemudi Takst Domestik Sekupang 

(KPTDS). 

4.2 Mctodc l)embuktian Praktck Monopoli 

Bcrdasarkan teori sebagaiman:a yang telah dijelaskan pada Bab !!, 

pcnerapuu pendekatnn rule of reason dalam rangka mencntukan apakah suntu 

keglntan usaha melo.k\lkan pcnyalahgunaan praktek monopoH atall tidak 

ditentukan dilakukan dengan tahapan memedksa pasar bersangkntan yang 

mcliputi pasar produk dan pasar geogmfis, dominasi pasar dan tindakan 

pclaku usaha ilu mendorong arau menghambat arau memutiknn pcsaing y<mg 

melipllti pengamatan atas <:ara dan dampak. Pcmbahasan mcngcnai sub bab 

ini mengenai penerapan pendcknlan rule of reason yang dilakukan olch 

KPPU terkait dengan penyalahgunaan prakLck monopoli pada putusan­

putusnnnya. 

4.2.1 Putusan KPPU No.221KPPL"-L/2007 deogan pelaku usaha PT. 

Angkasa Pura I 

Pada putusan ini, dapat di!ihat bahwa tidak ada pengetiun, 

pcmbatasan dan aiatl ruang lingkup alas pasar bers;mgkutan baik yang 

mcliputi pasar produk maupun pasar geogmfis. 
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Tahap selanjutnya yaitu dcngan memeriksa dominasi pasnr, dalam 

putusannya dinyatakan bahwa PT AP I melalui SSC Warehousing 

adalah satu~satunya peloku usaha atau kdompok pclaku usaha yang 

mcnguasai Jasa Pelayanan Kargo Bandam Hasanuddln, Makassar, 

Sulawesi Selalann°. Sehingga terjadi penguasaan pasar 100%. 

Tahap terakhir yaitu memeriksa tlndakan pelaku usaha yang terdiri 

dari perilaku dan dampak yang ditimbolkan. Dalam putusan KPPU 

terkait dcngan perilaku PT. AP l dinyalakan bahwa majclis komisi 

tidak menemuk.111 pcrilakt1 PT AP I yang menolak mau mcnglmlangi 

pelaku usaha lain untuk bcrgcrak d! bidcmg jasa petayanM kargo di 

Bandara Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan 

PT AP I meialui SSC Warehousing mcmil!ki hak monopoli untuk 

mengelola jasa pelayanan kargo di Bandara Hasanuddin Makussar 

Sulawesi Sclatan111 . Namun maje!is komisi menyatakan dalam 

pul\lsnnnya baltwa PT. AP 1 sudah nu::lakukan tindak yang memi!iki 

dampak mengakibatkan lerjadinya praklck monopoli dan atau 

persalnganusaha tldnk sehat sebagai bcrikut112
: 

a) Babwa PT POS, EMPU, dan perusahaan mask;;1pnl pcnerbangan 

tidak memiliki pilihan lain atau haws menggunakan jasa sse 
Warchowdng untuk pengiriman kargo mclalui udara dl 1Jandan1 

Hasanuddin, Makassar Sulawesi Sclalan. 

b) Bahwa PT POS dan EMPU hants menanggung beban bia.ya 

tambahan sebab harus menggunaknn jasa SSC Warehousing dan 

beban biaya tambahan tcrsebut telah mengakibatkan mcnurunnya 

tingkat kellntnngan PT POS dan EMPlJ. 

c) Bahwa sse Warehousing terbukti maslh kurang rnembcrikan rasa 

kemnunan bagi para pengguna jasanya. 

d) Bahwa SSC Warehousing lidak dapat memberikan keamanan 

scsuai dengan tanggungjawab PT AP L 

lli!Kumisi !'engnwas Persaiog:m Usalm Repuhlik lndoucsia, Plllusan ?erkara Laporan 1\o. 
22/KPPIJ·U2G07 Tcohmg tcntang Praktek M0!1opoli Jasa Korgo di Bnndar Udut<~ llas:muddln, 
hal.2l5. 

m ibid, hal 29 
11 ~/hid, haL 24-26 
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e) Bahwa baik PT AP I dan SSC Warehousing t-idak memberikan 

tingkat keamanan yang baik. 

f) 13ahwa tingkat kcuntungan yang sangat tinggi tersebut tidak 

diimbangi dengan pelayanan yang baik sehingga SSC Warehousing 

tidak membeiikan nilai lam bah bagi pcngguna jHsaoya. 

4.2.2 Pumsan KPPU No.OS/KPPC-l/2005 d;;;:ngan Pelaku Usuha PT 

Survevor lndonesia {PerserQ}Pan PT SuperinJcnding Company of 

Indonesia (Persero) 

Pemeriksaan tcrhadap pengertian pasar, majelis komisi menyatakan 

bahwa pasar bcrsangkutan dalam plltusan ini adalah pasar yang bam 

scbagaimana dinyatakan sebagai berikut1 13
: 

Bahwa kewajiban pelaksanaan vcrifikasi atau pcnelusuran leknis 

impor gLJla telah menciptakan pasar baru yaitu pasar jasa verifikasl 

atau penelusuran teknis impor gula dalam wilayah hukmn Rcpublik 

Indonesia. Dalam hal ini, para importir gnla adalah pengguon atau 

konsumen jasa tersebut, scdangkan perusabaan survey at.'lu surVC)'Or 

ada lnh pcnjual jasa terscbut 

Sedangkan pcnjclasnn mengenni pnsar produk dan pasar goegrotis 

dalam putusan dlny<1takan scbagal berikut: 

a) Bahwa dalam interaksi tcrscbut, PT Surveyor lndoncsia 

(Persero) dan PT Superintending Company of Indonesia 

(Perscro) berada dalnm posisi sebagai pcnyc(lia jasa vcrifikasi 

atau penelusuran tcknis impor gula dan para irnportir gula 

berada dalam posisi scbagai pengguna atau pemakai jasa 

vcrifikasi. 

b) Btihwa Terlapor I dun Terlapor II mcnyediakan jasa Yerifikasi 

atau penelusuran teknis impur gula bagi importir gula yang 

berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

llJKrm1isi Pcngawns Pl:rsaingan l;!llitm Rcpublik lntloneskt. rum~;m f'~:rkma 
No.OS:KPPU-1/2005 Tentung Penycdimm h1sa Vcrifikusl :\lau f'enclu;mr-Jn Tckuis l:npor Gnla.. 
haiA. 
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Pacta pulusan ini, hal terkait dengan pemeriksMn domlnasi 

dinyatakan sebagai bcrikut: 

Bahwa dcngan demikian, unsur barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada subsitu.sinya ({(au mengakibatkun 
pelaku usaha la1n tidak dapat masuk kc dalam pcrsaingan usaha 
barang dan atau jasa yang sama alan satu pclakll usaha atau satu 
kelompok pclaku usaha menguasai lcbih dari 50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satujenis bnrang atau ja::;a tcrtcnttL 

Terhadap tindakan yang menghambat atau memmlkan persaingan 

yang yang terkait dengan perilaku dfnyawkan dalam pt1tusan1 14; 

Bahwa !indakan PT Surveyor Indonesia {Pcrsero) dan PT 
Superintending Company of Indonesia {Pcrscro) membentuk 
KSO secam langsung: te!a!l mcngakibutkiln lcrjadlnya J"}t'musutnn 
kekuatan dan penguasaan pcnycdinan jasa vcrilikasi impor gula. 
dan oleh kurenanya meuiadakrm pcrsaingun dalnm penyediann 
jasa veriiikasi atau pcnclusuran tcknis impor gola. 

Sedangkan tcrhadap tindakan yang menghambat atau mematikan 

persaingan yang yang terkait dengan peri!aku dinyatakan dalam 

putusan 115
: 

a) Bahwa para impm1ir gula tidak mcmpunynt pilihan nnwk 

mcndapatkan penycdia jasa verifikasi impor gula lain selain 

melalui KSO. 

b) Bahwa para importir tldak akan pernah mcmpcroleh harga dan 

layanan pembanding. 

c) B.ahwa imbalan yang horus dibayar oleh p~1111 importir menjadi 

rclatif sun got tinggl mcngakibatk'm mcnlngkatnya biaya prcduksi, 

harga jnal dan mengurangi daya saing produk. 

d) Bahwa peningkman biaya produksl dan kenaikiln harga jual 

produk akan scmakin membebani konsumen sebagai pcngguna 

produk terscbu!, dan olch karenunya hal tcrscbut meogakibatkan 

kerugian bagi kepenringan urnum. 

1Hlbid, hal. 27. 
m /bid. haL 27-2& 
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e) Bahwa berknrangnya daya saing produk juga akan merugikan 

kepentingan para lmportir sebngai produsen, 

4,2.3 Putusan KPPU No_, .. P4!KPPU-I/20!).;? dcngan Pch:k~! Usaha PT.JU~J!rta 

International 

Pada putusan ini, majelis komlsi melakukan penetapan terhadap pasar 

bersangkutan dengan turut membahas mcngenai pasar produk dan 

pasar goegrafis yang menjadi bagian dari pasar bcrsangkulan. Majelis 

menctapkan pasar produk dengan mcnyatakan 116
: 

Bahwa berdasarkan pengkl<lsi !lkasian karaktcristik terminal 
tcrscbm di atas, maka karakteristik terminal yang dapat 
dfpersaingkan di dalam usaha jasa terminal ytmg dapat melayani 
bongkar muat petikernas dalam perkara ini adalah an tam terminal 
petikemas imernasional dan terminal petikcmas 11111llipwpose, 
karena keduMya dapat mel<Jkukan pelayanan bongkaf r:nuat 
pctikemas inlcrnasionaL 

Sedungkan untuk pasar gcografis. maje!is komlsi mcnyatakan 117
: 

Bahwa jangkauan atau daerah geogratis pemusaran sebagaimana 
dirnakslld dalam definisl pasar bersangklltan di dalam perkma inL 
didasarknn atas kedekalan an tara wi!aynh pcnyedia jasa terminal 
yang dapat melayani bongkar muat petikcmas dengan wilayah 
tujuan akhir pengiriman barang oleh pengguna jasa terminal yang 
dapat mc!ayani bongkar muat pctikemas dcngan alasan-alasan 
ekonomis scbagai berikut: 
a) Bahwa bukan mcmpakan tindakan yang eflslcn secara 

ekonomis bila pengiriman hi1rang olch pcngguna j<1sa di 
lukukan melalui terminal yang dapat mclayani bongkar muat 
petikcmas yang jauh dari ;,vilayuh tujnan akllir pengirlman 
barang o!ch penggurm jasa 

b) Bahwa dcngan asumsi ceteris paribus, maka wi!ayah 
penyedia jasa terminal yang dapat me!uyani bongkar muat 
pelikcmas: yang letnknya jauh dari tujmm <Jkhir pengiriman 
barang oleh rcngguna jasa terminal yang daput me!ayani 
bongkar muat pctlkemas bukan merupnlwn substltusi dari 
wilayah pcnycdia jasa terminal pctikcmas yang lctaknya !cbih 
dekaL 

116Kom!si Pcnguwos Per.saing,an US<:~ha Rcpu';)lik Indonesia, P11lusan Perknrn Laportln 
No.04/KPPI,;-Ji2003 Tcman£. mffluwi:;alivu ngnremem llTJakarla !nlcrnntionul Cmnaincr 
Terminal\PT. JILl.), haL 12 

1 7/bitL 

Universitas Indonesia 

Analisa Tentang..., Novita Milanda, FH UI, 2009



87 

Berdasarkan kctcrangan di atas, maka majelis komisi mcnetapkan 

bahwa pasar jasa terminal yang dapat melayanL bongkar muat 

pctikemas internaslonal di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok118
, 

Terhadap pcmeriksaan dominasi pasar dalam putusan KPPlJ mi 

bersmnber (XIda pcngakuan pelaku usaha dan data yang dinyatakan 

dalam putusan sebagai bcrikut11!': 

a) Bahwa PT. JICT menyatakan pcnguasaan pangsa rasar PT, JICT 

di Pe1abt1f1an Tanjung Priok sampai dengan saat ini lebih dari 

50% (lima pulnh persen), sedangkan untuk sehtruh rndonesia 

kurang dari 40% {em pat puluh persen). 

b) Bahwa berdasarkan data arus bongkar muat petikemas 

intcrnasional di Pclabt1han Tanjung Prlok sclama kurnn waktu 

2002, PT, JICT menguasai pnngsa pasar sebesar 69,53% (enam 

puloh scmbilan koma lima pn!uh tiga persen). 

Pada tahap tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya 

praktck monopoli dan atau pcrsaingan usaha tidak sebat, putusan 

majelis komisi tidak menycbulkan perilaku dari pc!aku usuha, nanum 

menyebutkan bahwa tindukun dari pelaku tJsaha tcrscbut membedkan 

dampak negulif tcrlmdap l~iu innasi yang dinyatakan scbagai 

bcrikut120
: 

Fungsi pe!abuhiin yang mempcr!ancar arus impor dan 
mcmperkuat intcgrnsi pasar domestik, pada gilirannya 
mcmberikan sumbangan yang signifikan bagi stabilitns 
makrockonomi, khususnya dalam hal penurnnnn biaya distribusi 
khususnya <.hm biaya transaksi ummnnya, yang se!anjutnya 
bcrdampak pudu pen unman laju inflasi, 

>Hlbid, hal, 13 
111 1bid, hal. 14 
110 Ibid, hal. 18 
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4.2.4 Putusan KPPU No.OI/KPPU-L/2004 dcngan Pelaku Usnha PT. 

(Persero) Pelabuhan Indonesi~. 

Pcmcriksaan awal berkcnaan dengan pasar bcrsangkutan dalam 

putusan majclis komitc sebagai berikml21 : 

Balm'a yang menjadi pasar bcrsangkutan (relevant market} dalam 
perkara ini adalah kegiataojasa bongkar m1.mt bungki! kelapa S<1Wit 

dan copex dl dcrmaga l09 dan It 1 yang ditetapkan sebagai 
dermaga untuk kcgiatan bongkar mont bungkil kelapa sa\vit dan 
copex (dedicaled her!h) di Pelabuhan Bclawan. 

Pada tahap kedua yaitu mengenai dominasi pasar. dalam putusan 

majelis komisi mcnyatakan122
: 

Dahwa Pelindo I memiliki penguasaan yang menyeluruh atas 
layanan jasn kepclabuhan be~dasarkan Um.lang-undang No. 21 
Tahtm 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 69 Talmn 200 I. 

Terhadap pcmbuktian. mengenai n1.enghambat atau mematikan 

persaingan yang terkait dengan perilaku pelaku usaha, putusan dalam 

perkara ini dlnyatakan sebagai berikutm: 

Bahwa tindakan kerjasmna boogk:ar muat yang dilakukan oleh 
Tcrlapor 1 melalul UBM dengan Tcrlapor 11 yang dituangkan dalam 
perjanjian yung dilakukan Terlapor I dengan Tcrlapor II mcnutup 
ketmmgkinan PI3M yang lainnya mclakukan kcgiatan bongkar 
muatdiTCK. 

Scdangkan dmnpak yang ditimbulkan dari perilakt1 pclaku usaha tidak 

dinyatakan dalam ptltusan majelis komisi. 

4.2.5 Putllsan KPPU J.,h 03/KPPU~l./2004 dengan .. Pclaku Usaha 

Perusabaan Ulnum Percet..1kan Uang Republik Indonesia (Penun 

Peruri) dan PT Punt Nli$.;Jpcrsada 

Tahap pembuktian lerkalt dcngan pasnr bcrsangkutan, majclls 

komisi menyatakar1 12
'
1: 

111Komisi Pengnwu~ Persaingan Usahn Rl."Pllblik !ndoncsin, Pulnsm PcrKo.ra LDpornn 
No.OI/KPPU~lJ2004 Tentang Pcrjanjilm St:wa o!eh PT, {Pcrwro) l'dtlbuhan lndoncsiR L ha1.32 

1nlbidhal29. 
I!J!bid, lml 3<1 
114Kumisi Pcngawas Pe-:.'1'\ingrm Usaha Hcpub-!ik Indonesia. Putus;~:n Perknra Laporan No. 

03JKPPU~LI2004 Tcntang llolograrn, hal. !3. 
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Bahwa pasar bcrsangkutan untuk hologram adalah pasar 
hologram untuk pita cukai rokok, 

Sedangkan tahap pembuktian dominasi dan perilaku dari pelaku usaha 

dinyatakan dalam putusan scbagai berikut115
: 

kegiatan yang dilakukan olch Terlapor f scbagai pembcri 
pekerjaan dcngan Terlapor II scbagai pemasok hologram plta 
cukai yakni bcmpa penguasaan atns selunth produksi hologra1n 
yang dilekatkan pada setiap pita cukai rokok. 

Pada pulllsan tersebut tidak ditcmukan adanya dampak dari 

pelaksanaan perjanjio.n antara Pennn Pcruri dengan PT Punt 

Nusapersada. 

4.2.6 Putusan KPPU No. 28/KPPV-112007 dengan_Yclaku Usaha Koperasi 

Karyawan Otorita Baiam (KKOB). Koperasi Pandt!..Wisata Batam dan 

Koperasi Pengemudi Taksi pqmcstik Sekupang_JKPTDS) 

Tohap pertama dalam hal membuktlkan ada atau tidaknya 

monopoii yaitu dengan menentukan rnang linglwp pasar bersangkutrm 

yang di dalmnnya juga meliputi pasar produk dan pasur gcografis. 

Pada perkara ini pcngertinn p:asar produk dan pas.ar geogruns scrta 

pasar bcrsangkuta(l sebagai berikut126
: 

a) Pasar produk dalam perkara ini adalah jasa layannn angkutan taksi 

yang disc!enggarakun olch badan usab<1 baik yang berbcntuk 

badan hukum rnaupun bukan badan hukum, 

b) Jlasar gcografik yaitu llandara l-Iang Nadhn, Pclabuhan Domcstik 

Sekupang, Pclabuhan Internasional Sckupang, Pelabuhan Balam 

Center, Pelabuhuo Marina City, Pelabuhan Harbour Bay, 

Pelabuhan Nongsa Pura, dan Pelabuhan Tclaga Punggur di 

Baram. 

1 "~/bid. haL 14 
11"Kun-Jisi Pengawns Persaingan Usnha Rcpublik Indonesia, Putns:m Pcrkarn lnsi;J.tifNo. 

28/KPPUwi/2007 Tcntang l'engelolann Ta-.;:i di Balum olch Kopcra:::i J>eg~,wni Otorita Baiam. hilL 
10. 
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c) Pasar bersangkutan adalah jasa angkutan umum jenis taksi yang 

beroperasl di masing-masing wilayah yaitu Bandara Hang Nadim, 

Pelabuhan Domestik Sekupang, Pc!abuban Inlcrnasional 

Sekupang, Pclabuhan Batam Center, Pelabuban Marina Cliy, 

Pelabuhan Harbour Bay, Pclabuhan Nongsa Pura, dan Pclabuhatt 

Telaga Punggur di Batarn, 

Pemeriksaan terkuit dengan dominusi pasar, dulum pmusan ini 

dinyatakan beriurut·turut untuk pclaku tlsahu Kopcrasi Karyawan 

Olorita Batam (KKOB), Koperasi Pandu Wisata Batum dan Koperasi 

l'engcmudi Taksi Domcstik Sekupang (KPTDS) sebagai berikutn7
: 

a) Bahwa Majelis Komisi menilai di Bandara Hang Nadim hanya 

dikuasai oleh satu pclaku usaha taksi yaitu Kopcrasi Karyawan 

Otorita Batam. 

h) Bahwa Majelis Komisi menilai rclah te1j.adi pcnguasaan jasa 

pelayanao taksi yang dilakukan o!ch KPTDS di Pelabuhan 

Domestik Sekttpang. 

c) Bahwa Majelis Komisi menilai di Pclabuhan Marlna City hunya 

dlknasai oleh satu pelaku usaha laksi yaitu Koncrasl Pandu Wisuta 

Batam. 

Pada pembuktian ada hambalan pcrsaingan usuha yang terdiri dari 

pcrilaku dan dampak dari perllaku pclaku usaha, pada putusan ini 

tidak ada pcnjeJasan mengcnai perilakll usaha yang menghambat 

pcrsaingan usahn. Namun dari putusan ini dapat kctabui ada dampak 

dari perbualan pelakt1 usaha yang dapat mcnghambm pcrsaingan usaha 

yaltu17*": 

a) :>Aengakibatkan tidak terjadinya pcrsaingan, 

b) Konsumcn tldak mempunyai pililum lain dalam mcnggunakan jasa 

pclayanan taksL 

c) Konsumcn harus membayur tariftaksi lcbih mahaL 

mlbid. hal 96" 106,108 
nsfbid, hal. 97 Jan Jl)<), 
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4.2.7 Putusttn. KPPU No. 07/KPPU-U2007 dentran Pclaku Usaha 

PT. Telekomunikasi Se!ular 

Pembukilan tcrhadap pasar bcrsangkutan yang mcliputi pasar 

produk dan pasar goografi, dalam putusan majclis komisi mcnyatakan 

pasar produk yaitu layanao telekomunikasi sclular, sedangkan pasar 

geografis bcrkaitan dengan jangkauan atau dacrah pemasaron, tidak 

diketcmukan adt111ya hambatan baik dari sisi teknologi maupun 

regulasi bagi pora openuor selular untuk memasarkan produknya di 

seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikan, pasar bcrsangkutnn 

dalam perkara ini adalah layanan lolckomunikasi sclular di se!urnb 

wilayah Indones·m12
"'. 

Pada tahap pcmbukllan mengenai domin<lsi, putusan majelis 

komisi menyatakan bahwa Telkomsel memillki pangsa pasar lcbih 

dari 50%, dengan rotarata schesar 61,24%'30
_ 

Pada tahap terakhir yaitu rnembuktikan ada hnmbatan pcrsaing.'ln yang 

meliputi pcrilaku PT. Tclkomsel ada 3 pcriluku adalah hambamn 

intcrkoncksi, price leadership dan harga cksesif:l.:. Scdaogkan 

dampok yang ditimbolkan oleh pelaku usaha yailu kompetisi dalam 

industri seluler Indonesia tidak kompetitif dan profit eksesiP 32
. 

Apabila penjelasan di atas dibuatkan simutasi berdasarkan tahap yang 

ditcmpuh. maka dapat dengnn cepat diketalnd perbednaan tahap pen!criksaan 

pasa tiap~tiap kasus, yaitu sebagai bcrikut: 

1. Tahap pemertksaan pasar bersangkutan. 

Pada tahapan ini pemeriksaan terbagi menjaaUi liga yaitll pertama. 

pemeriksaan yang tidnk mcmberikan ruang I ingkup pasar bcrsangkutan 

termasuk di dalamnya pasar produk dan pasnr gcografis. Atlapun 

putusannya ada!ah No.22/KPI)U~Lf2007 dengan pclakuusaha PT. AP f. 

11~Kmnisi Pcnguwas Pcrsoingan Usaha Rcpub!ik lnJonesitL Pumsan Pcrkuru Lapot:~n No. 
07/KPPU~L/.2007 Tentang Tcmaock. h:~l. 7~8, 

0 *lbid. hal 673. 
m/bid. hal674-678. 
mlbid, bat 678-681. 
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Kedua, pcmcriksaan mengenai pengertian pmmr dijelaskan pada 

bagian terscndlri, ditmma didalamnya juga menjelaskan mengenai pasar 

produk dan pasar goegrafis. Ada 4 (empnt) putt1San perkara padn 

pcmcriksmm kcdua ini y-ditu perkara No. No.08/KPPU-L'2005 dcngan 

pelaku usaha PT Surveyor Indonesia (Persero)dan PT Superintending 

Company of 1ndoncs!a (Perscro), No. 04/KI1 PU-l!2003 dengan pelaku 

usaha PT.JTCT, No, 28/KPPU~J/2007 dengan pelaku usaha Kopem:si 

Karyawan Otorlta Batam (KKOB), Koperasi Pandn Wisata Batam dan 

Koperasi P~ngcmudi Taksi Domcstik Sekupang (KPTDS) dan t-;"o. 

07/KPPU~L/2007 dengan pelaku usaha PT.TelkomscL 

Ketiga. pemeriksaan mengcnai pasar dljadikan satu dcngan ummr 

pada pasal 17 sehingga pcngertim1 dari pasar produk dan pasar gocgrafis 

tidak dicantumkan. Adapun putusan ya.ng dipcriksa ada!a.h perkara 

No.OJ/KPPU-LJ2004 deogan pclaku usaha PT. Pelitldo I dan No. 

03/KI1PU~L/2004 dengan pelaku usaha Perum Pcruri dan PT Pura 

Nusapersada. 

2. Tahap pemcrlksaan dominasi pasar. 

Pemeriksaan bagian ini, scmua putusan memitiki dominasi pasar. 

Perbedaannya dari cara pcnentuan dominasi yaitu ada putusan yang 

!angsung menyatakan bahwa pe.laku usaha memiliki dominasi pasar, 

namun ada juga yang memberikan alasan ben1pa pengakuan pclaku usaha 

dan data, berdasarkan pe1janjlnn, berdasarkan Undang~Undnng dan 

berdasarkan pcnilaian KPPU di lapangan. 

3. Tahap pemcriksaan hambatan atau mematikan persaingan. 

Tahap ini mcliputi perilaku dan dampak, l1ada putusan da.pat 

diketahui ada 3 (tlga) kelompok yaitu kelompok pcrtama yang mcrncnuhi 

perilaku dan dampak yaitu pada putusan No, Putusa.n KPPU No.OS/KPPt:-

1!2005 dengan pelaku usaha PT Surveyor Indonesia (Pers:cro)dan PT 

Superintending Company of Indonesia (Persero) dan No. 07/KPI1U-L/2007 

dcngan pelaku usaha PT.Telekomscl. 
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Kedua, hanya memenuhi perilaku saja yaitu putusan pcrkara 

No.O f/KPPU-L/2004 dcngan Pelaku Usaha PT. Pelindo 1 dan No. 03/KPPU­

L/2004 dengan pelaku usaha Perum Peruri dan r•T Pura Nusupersada. 

Ketiga, !tanya mcmcnuhi dampak sajn yaitu putusnn No. 04/KPPU­

I/2003 dengun pelako usaha PT.HCT dan No.22/KPPli-L/2007 dengan 

pelaku usaha PT. AP 1 serta No. 28/KPPLI-J/2007 dengan Pelaku Usaha 

Kopcrasi Karyawan Otorita Batam (KKOB} dan Koperas1 Pengemudi Taksi 

Domestik Sckupang (Kf'TDS). Nmnun Kopernsi Pandu Wisata Batam tidak 

memcnuhi baik perilaku maupun dampak. 

Berdasarkan papar terscbut dapat disimpulkan babwa tidak semua 

tahap rule of reason terpeouhi dalam menctapkan pasat terkait 

penyalahgunaan praktck rnonopoli, yaitu penentuan pasar pada putusan 

No.22/KPPU-L/2007 dcngan pclaku usolm PT. Afl l dan menghnmbat 

persningan pada pnlusan No. 28/KPPU-I/2007 dcngan pelaku usaha hanya 

Koperasi Pandu Wisata l3atam. 

4.3 Pcncrapun Monopoli bcrdnsarkan Und:mg-Undang No. 5 tahun 1999 

Tcrhadap dnlum Pntusan KPPU 

Tujuan pcmbcntukan th1dang-Undang No. 5 Tahun 1999 tercanwm pada 

pasa 3 yang menyatakan: 

a. menjaga kepentingan umum dan mcningkatkan efisicnsi ekonomi 

nasional sebagai salah satu upv:ya unh1k meningkatkan kesejahteraan 

rakyat; 

b. mcwujudkan iklim usaba yang kondusif melalui pengaturan persaingan 

usaha yang sehat schingga menjamin adanya kepaslian kcscmpatm 

bcrusaha ym1g santa bagi pclaku usaha bcsar, pelaku U!'iaha menengah, 

dan pclaku usaha kccil; 

c. mencegah prakick monopoli dan atau pcrsningan usaha tidnk sehat yang 

ditimbulkan oleh pebku usaha; dan 

d. lerciptanya efektivitas dan cris1cnsi dalam keglalan \lsaha. 
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Secara garis besar cleng.an mengacu pada pasal 3 Undang~Undang No. 5 

Tahun 1999, tujuan Undang-Undang No" 5 Tahun 1999 adalah: 

I. Efisinesi ekonomi. 

2. Kesempatan bcrusaha. 

3. Mcncegah praktck monopoli dan atau persuingan usahu tidak schm yf\ng 

dirimbulkan oleh pelakt1 usaha. 

4. Terciptanya efektlvi!as dan efisiensi. 

Da!am rnngka menganalisa tcntang pcnyalahgunaan praktek monopoli 

berdasarkan putusan-putusan KPPU, mab pada sub bab ini akan dibahas 

apakah pertimbangan-pcrtimbangan dalam putusan-putusan KPPU sndah 

sejalan dengan tujtmn dari pemhcntukan Undang~Undang No. 5 tahun 1999. 

Dari semua 7 (tujuh) rmtusan yang dlanalisa, dapat diketahui bahwa yang 

menjadi ncrtimbangan-pcrtimbangan majelis komisi da!am mengambil 

keputusan terhadnp penyalnhgtmnan praktek monopali scbagai bcrikut: 

1. Pertimbangan ekonoml 

2. Pertimbangan terpenuhinya unsur-unsm pasal 17 

3. Pertimbangan masa transisi bcrlakunyu Undang-Undang No. 5 Tahun 

1998 sebagaimana diatur dalam pasa! 52 

4. Pcrtimbangan mcnjalankan Undang-Undang scbagaimana diatur pada 

pasal 50 a dan 51 

5. Pcrtimbangun Lindakan yang mcringankun 

6. Pertimbangan tindaknn yang memberatkan 

7. Pcrtimbangan adanyn perbcdaan pendapal hnkum 

8. Pertimbangan adanya itikad baik 

9. Pcrttmbangan kcscimbangun antara pelaku usa.ha de11gan kcpcntingan 

umum sebugaimana diatur pada pasal 2 

I 0. Pertimbangan penccgahan adanya konscntrasi pusar 

1 L Pertimbangan menjamio kepnstian hukum 

12. Pcrtimban~n KPPU tidak bc:rhak menjatuhkan hnkuman ganti rugi guna 

kepentingan konsumen 
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Dari perbandingan antarn tujuan pembentukan Undang-Undang No.5 Tahun 

1999 dengan dengan pertimbangan majelis komisi dapat dikctahui bahwa 

pertimbangan yang diberikan oleh majclis komisi sangat lergantung pada 

permasalahan yang dihadapai, namun pada prinsipnya telap mengacu agar 

tujuan pcmbentukan Undang-Undang No.5 Talmn 1999 dapat terlaksana. 

Pada dasarnya, pencrapan monopoli mcmiliki keun1ungan dan kcrugian. 

Aspek yang menguntungkan dari kebcradaan monopoli adalah sebagai 

beiku[131
: 

a. A.fonopoli, efisiensi dan penumh11hcm ekonomi 

Monopoli mempunyai kclebihan yaitu mampu mengakumulasi !aha super 

normal dalam jangka panjang, Kemampuun ini sangat dibutuhkan agar 

mampu mcmbiayal riset dan pcngembangan dalam rangka mendapatkan 

lcknologi bnru atau menycmpurnakan tcknologi yang sudah ada, guna 

meniugkatkan efisiensi. Dengan peningkaum efisiensi. dari jumlah faktor 

produksi yang sama dihasilkan output yang lebih bcsar. Dengan kata Jain, 

jika monopoli dikelola dengan baik akan mendorong pertumbuhan 

ckonomi. 

b. /vlormpo/i dan c}Jsiensipengculaan barong puMik 

Tldak sc1111111 bamng publik dapat dlscdlakan sccam efcsk:n lcwat pasar, 

karena barang publlk hanya el1skn apabila pcngadaannya dilaksanakan 

dalam skala bcsar. Sebagai contoh, pcngadaan jalan raya, pelabuhan Jaul., 

transportnsi. telekomunikasi dan air minum. Karena efesicn jika datam 

skala besar, perusahaan harus mendapatkan hak monopoiL Dalam jangka 

panjang diharapkan mampu menjadi monopolis alamiah yang 

rncmproduksi barang publik dengan hnrga murah, 

c. Aio11opa!f dun penfngk(lfan kesejateraanmasyarflkat. 

Pcrusuhaan monopoli jlka dibiarkan mcmang d.apai merugikan karena 

memproduks! barang !cbih sedikit dan meujual dcngan lebih mahal. 

Namun dapat diberlakukan kebijakan ncngaturan dua harga yang dapat 

digunakan untuk mcningkatkan kesejahrcraan masyarakat Kebijakan ini 

memungkinkan dilakukan pcningkatan oulpul melalui subsidi silang. 

mProthnmu Raharjn dan Mandala. Manurung. Op.Cit, hnl. 165. 
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Sclaln membcrikan nspek positif, monopoli juga memberikan aspek ncgatif 

dalam persaingan usaba ya1tu 134
: 

u. Hilangnya atau berkurangnyu lingkat scjahtcrnan konsun1en. 

b. Mcmbunlknya kondisi makrockonom( naslonal. 

c. Memburuknya kondisi pcrekonomian intcrnasionaL 

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa monopoli tidak sclamanya 

berdampak negatif, w.alaupun memang monopoli memiliki dampak ncgatif. 

Pcncrapan monopoli juga sejalan dengan tuju.an pcmbcntukan Undnng~ 

Undang No.5 Tahun 1999 seperti mcndorong pertumbuhan ekonomi dan 

men"1ngkatkan kesejahtcraan masyarakat. 

Kerugian yang ditimbulkan darl penyalahgunaan praktck monopoli dapat 

tcrjadi, hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembenlukan 

Undang-Undang No. 5 Tahun t 999 jika pcnerapan monopoli tersebut 

disalahgunakan. Guna mengawasi praktek monopoli yang ada di masyarakat 

dlperlukan pcran serta ncganL Dalam melaksnnakan tugas pengawasan 

tersebur, negaru mcmbentuk lnstitusi yaHu KPPU. Nannm perlu ditekanknn 

dan diingat bahwa Undang~Undang No.5 tahun 1999 tidak me)arang adanya 

praktck monopoli, yang dilarang adalah pcnyalahgunaan praktck monopoli. 

Judi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak anti lcrhadap perusuhaan 

bcs11r dan yang menguasal pnngsa pasar. se!anm kckualaan pasar yang 

dimllikinya [Jdak disa!ahgunnkan yang bcrakibat tidnk ten.:apainya tujuan 

pembcntukan Undang~Undang No.5 Tahun 1999. 

KPPU da!am rangka mclaksanakan pcngawasan tcrhadap pcrsaingan usaha 

yang juga mcrupakan perpanjangan tangan dari tugas negara diberikun 

kewenangan. sebagaimana diatm pada pasul 36 yang mcnyatakan; 

Wewenang Komisi mellputi: 

a. 

b. 

J. memutuskan dan menetapkan ada atau lidak adanya kerugian di pihak _ ... __ _ 
lHibia', h.pl. 157. 
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pelaku usaha lain atau rnasyarakat; 

k. memberitahukao pumsan Komisi kcpada pelaku usaha yang diduga 

melukukan praktek mooopoll dan atau persaing.an usaha lidak schat; 

L menjatuhkan sanksi berupa lindakan adminislratifkcpada pe!aku usaha 

yang melanggar ketentuan C'nda.ng~undang lnL 

Terkait dcngan wewcnung KPPU terhadap tindakan administmsi JiaLur 

Jcbih lanjut pada pasal47 yang mcnyatakan: 

I. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif 

terhadap pclaku usaha yang melanggar kctcntuan Undangwundang ini. 

2 Tindakan administratif sebagaimana dimaksml dalam ayat { 1) dapat 

berupa: 

a.,,, 

b .... 

g. pengenaan dcnda serendah~rendalmya Rp LOOO.OOO.OOO,O() {satu 

miliar rupiah) dan setlnggl~tingginya Rp 25,000.000.000,00 (dua 

puluh lima mi!iar mpiah). 

D[kenakannya saksi bcrupa denda pada kusus pcnyalahg.unuan 

praktek monopoli lebih cfcktlf diternpkan daripada memcnjarakan pelaku 

usaha, hal ini jugu mcngingat bahwa pclaku usaha daput bempa badan 

hukmn yang tidak dapat dipenjata. Penerapan sistcm denda pada 

penyalahgurwan praktek monopoli lcbih tcpat karena karuna 

penyalahgunaan praktek monopoli bukanlah mcrupakan bcntuk kejahntan 

karena ada kemungkinan pelaku usha tidak bermaksnd merusak persaingan 

hanya tcrdorong untung mcncapai keuntungan yang selinggi~tingginya. 

O!eh kurena itu lebih tepat untuk menggunakan pcndckatan perilaku yaitu 

memerintahkan pelaku ushsn untuk menghentikan pcrilaku yang dapat 

mcrintangi/menghalangi proses persaingan. 
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BAB5 

K•:SI'V!PULAN DAN SARAN 

I. Terkait dengan konsistcns! putusan·putusan KPPU terhadap pencrapan 

dalam membuktikan unsur.unsur praktek monopoli yang terdiri dari unsur~ 

unsur: 

a. Pelaku usaha, 

Penyampaian dfllnm putusan terkall dcngan pelaku usaha tidak 

konsisten dimana ada puUJsan yang mengacu pada pasal tentang 

pelaku usaha, ada putusan yang langsung menunjuk bahwa unsur 

pelaku usaha telah terpenuhi dan putusan yang Hdak menyc:butkan 

pelaku usaha tcrtcntu dalam pemenuhan unsur pc!aku usaha yang 

menjadi salah satu unsur pada pasal 17. 

b. Penguasaan Alas Produksi dan alau Pemasaran Barang dan atau Jasa. 

Pembahasan mengenai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa tcrbagi menjadi tiga yaitu 

l) Penerapan pasal bohwa terhadap putusan yang sama ternyatu 

penguraian terhadap pemcnuhan unsur tidak sama, Ada yang 

memasukan pengusnan berdasarkan pnsal 17 ayvt (2) ada yang 

tidak. 

2) Penerapan pasal terhadnp pcnguratan pemenuhan unsur antnr 

putusan sama yaitu melibatkon pasal 17 ayat (2). Namun 

pcnjatuhan pasal pada amar putusan berbeda. 

3) Penerapan pasal dengan uraian pcmenuhan pasal tidak konsisten. 

Pada uraian dinyatakan bahwa unsur terscbut terpenubi, nannm 

pada amar putusan tidak meojatuhkan putusan tersebut. 

b, Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau pcrsaiugan 

usaha tidak sehat. 

Pada pcmbahasan ini, putusan lerlihat tidak konsisten karcna ada 

putusan yang mcnunjuknn secara tegas tindakan pclaku usaha yang 

mcngakibatkan terjadinya praktck monopoll dan atau pcrsaingan 
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usaha tidak schat Namun ada juga pulllsan yang mencantumkan 

tindakan pelaku usaha dan kemudian menyatakan bahwa tindakan 

tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoH dan ntau 

persuingan usaha ridak sehaL 

2. Metode Pembuktian Praktek Monopoli 

Berdasarkan tcori bahwa untuk membuktikan praktek monopoll digunakan 

pendckatan rule of reason dimana taha(Xl.nnya dcngan memeriksa pasar, 

dominisi pasar dan adanya hambalan persaingan. Pada putusan majelis 

komisi ditemukan bahwa ada penerapan putusan tanpa pcmcriksaan pasar 

dan pemeriksaan tcrhadap hambatan pcrsaingan. 

3. Pcncrapan Monopoti berdasarkan UndangwUndang No.5 tahun 1999 dapat 

dilihat dari pcrtimbangan-pertimbangan dalam putusan KPPU dan puh1san 

pengadilan yang sangat tergantung pada keadai:ln masing-masing perkara, 

Adakalanya pcrtimbangan yang berbeda menghasilkan putusan yang 

herbeda anlara plltusan KPPU dengan putusan pcngadilan. 

5.2 SARAN 

l. Konsistensi puhtsan-pmusan KPPU tcrhadap penerapan proktek 

monopoli 

a. Dalam penyampaian puu1san, KPPU scbaiknya memilikl standur 

dengan mengacu pada kclcntuan yang ada dan adanya penegosan 

bahwa lmsur tersebut tclah terpenuhi. 

b. Dalam hal penerapan pasal sebaiknya juga ada konsistcnsi antara 

perkara yang satu dengan yang lain, walaupun masih berkcnnan 

dengan pasal 17. Baik konsistcnsi dalam pene1·apun pasul don 

penguraian pasal antara satu putusun dengan putusan lainnya scrta 

konsistensi antara uraian dengan ama.r putusan dalam perkara yang 

sam a. 
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2. Pendekatan yang diterapkan dalam praktek monopoli menggunakan rule 

of reason, dimana dupat dikctahui babwn ada penyatahgunaan monopoli. 

Namun apablla dampak positif yang dirimbulkan lcbih besar, maka 

pelaku usaha sebalknya tldak dikenakan ketcntuan tentang 

penyalahgunaan praktek rnonopoli atau dinyatakan tidak bcrsalab. 

3. Pemberian hak monopoli sebaiknya tidak diberlkan secara allernatif. Hal 

ini disebabkan monopoli memilikl dampak positif dan negatif. 

Pembcrian hak monopoli harus dengan kepastian dengan tcrlebih dahulu 

mempertimbangkan efek negatif dan cara mcminimallsirnya serta 

pengawasan tcrhadap praktek monopoli. 
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